GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi ,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2014,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



15.

16,

17.

18.

19.

20,

21

22.

23.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



24.

25.

26

27.

28.

9.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



32.

33.

34.

35.

360.

37.

38.

39.

40.

2l

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
108);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);



42,

43.

44,

45.

46.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menetapkan :

dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah adalah  Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019
yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun
20109.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah

dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1
(satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan
Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika

(2)

(1)

(2)

sebagai berikut :

a. BAB 1 : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BABIII : Gambaran Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis;

e. BABV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran,;

f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan;

g. BAB VII : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Di Jawa Tengah;

h.BAB VIII  : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program
Perangkat Daerah;

i. BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

j. BABX : Penutup.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan
Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018.

RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a.

PD dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023;

Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan di Daerah.



(1)

(2)

(3)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah; dan;

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan

Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD belum
diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan
mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR >
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (5-69/2019)



I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 Taiitn 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan
bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan
prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut
selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk
memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan
dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka
menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan
operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional,
pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil
pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar
masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi
Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah kurun waktu S (lima) tahun, serta dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja
Gubernur dan Wakil Gubernur untuk waktu S (lima) tahun yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN,
memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan



II.

daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan
pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga
dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI,
Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/
ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota
serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan

perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan.



Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018-2023

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tergambarkan dalam
satu dokumen yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
atau RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2013-
2018 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Jawa Tengah berikutnya
tahun 2018-2023 dimulai sejak dilantiknya Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar
Pranowo, S.IP, MIP dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen pada
tanggal 5 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap
pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari
RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi’. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang
dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah
yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi
birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3)
memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa
Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga merupakan satu kesatuan perencanaan
pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga
berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 dan memperhatikan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program
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pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun kedepan adalah
juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan
daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan
akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya
manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun
menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan.
Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan
(empowering), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengak-
tualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (self
hood). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu
memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang
melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Jawa Tengah
akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam
upaya dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang
berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | I - 4



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sejalan dan
selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen
RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan
RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, dan RTRW Provinsi Jawa Tengah.
RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan
KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi
acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat
sebagai berikut.

RTRW

RPJP Nasional RPJM Nasiona RKP

; !

st RPJP Provinsi % RPJMD Provinsi ~—==% RKPD Provinsi

Nasional

R

RTRW RPJMD
KUA-PPAS

Kab/Kota Kab/Kota

i

——— Diperhatikan i

-

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun
2015-2019 dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dijabarkan
sebagai berikut.
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1. RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari
tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan
misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi
pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 1.1.
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD
No RPJPD Provinsi Jawa Tengah RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 Tahun 2018-2023
VISI
Jawa Tengah Yang Mandiri, Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep
Maju, Sejahtera dan Lestari Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
MISI
1 | Mewujudkan sumber daya Misil. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang
manusia dan masyarakat Jawa religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
Tengah yang berkualitas, beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang | Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih
Maha Esa, cerdas, sehat, serta sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai
berbudaya lingkungan
2 | Mewujudkan perekonomian Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan
daerah yang berbasis pada potensi | memperluas lapangan kerja untuk mengurangi
unggulan daerah dengan kemiskinan dan pengangguran
dukungan rekayasa teknologi dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
3 | Mewujudkan kehidupan politik Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
dan tata pemerintahan yang baik | memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
(good governance), demokratis,
dan bertanggung jawab, didukung
oleh kompetensi dan
profesionalitas aparatur, bebas
dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), serta
pengembangan jaringan
4 | Mewujudkan pengelolaan sumber | Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih
daya alam dan lingkungan hidup sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai
yang optimal dengan tetap lingkungan
menjaga kelestarian fungsinya
dalam menopang kehidupan
S | Mewujudkan kualitas dan Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan

kuantitas prasarana dan sarana
yang menunjang pengembangan
wilayah, penyediaan pelayanan
dasar dan pertumbuhan ekonomi
daerah

memperluas lapangan kerja untuk mengurangi
kemiskinan dan pengangguran
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RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah

No Tahun 2005-2025 Tahun 2018-2023
6 | Mewujudkan kehidupan Misil. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang

masyarakat yang sejahtera, aman, | religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
damai dan bersatu dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
Indonesia (NKRI) didukung memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
dengan kepastian hukum dan
penegakan HAM serta kesetaraan
dan keadilan gender

2. RPJMD dengan RPJMN

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional

jangka menengah tahun 2015-2019 yang dipedomani dalam penyusunan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Keselarasan RPJMN dan
RPJMD adalah pada misi daerah yang mendukung Nawacita sebagaimana

tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.2.

Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2015-2019

No RPJMN Tahun 2015-2019 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
VISI VISI
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, | Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan
Mandiri, dan Berkepribadian Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten
Berlandaskan Gotong Royong Ngapusi
MISI MISI
1 | Mewujudkan keamanan nasional yang Misil. Membangun masyarakat Jawa Tengah
mampu menjaga kedaulatan wilayah, yang religius, toleran, dan guyup untuk
menopang kemandirian ekonomi dengan menjaga NKRI
mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan
2 | Mewujudkan masyarakat maju, Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
berkeseimbangan, dan demokratis memperluas sasaran ke pemerintah
berlandaskan negara hukum kabupaten/kota
3 | Mewujudkan politik luar negeri bebas Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
aktif dan memperkuat jati diri sebagai memperluas sasaran ke pemerintah
negara maritim kabupaten/kota
4 | Mewujudkan kualitas hidup manusia Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah,
Indonesia yang tinggi, maju, dan lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan
sejahtera mencintai lingkungan
S | Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat
dan memperluas lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran
Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah,
lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan
mencintai lingkungan
6 | Mewujudkan Indonesia menjadi negara Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat

maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional

dan memperluas lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran
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No RPJMN Tahun 2015-2019 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
7 | Mewujudkan masyarakat yang Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah,
berkepribadian dalam kebudayaan lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan
mencintai lingkungan
3. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun
berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra
PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan
sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana
tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals
(SDG’s), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) Grand Design Reformasi Birokrasi, 5)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah,
6) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, 7) RAD Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, 8) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 9)
Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 10) Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD, 11) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 12)
Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dan dalam proses penyusunan RPJMD ini
juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan
dalam peraturan pemerintah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut.

a.

Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan sebagai pedoman bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023.
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b. Tuj

uan
Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023 adalah:

1.

Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator
kinerja pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima)
tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dapat terwujud;

Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun
waktu 2018-2023;

Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi,
koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di
dalam satu pola sikap dan tindakan;

Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam
pembangunan yang berkelanjutan;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan
daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi
berbatasan, dan Pemerintah; serta

Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan
Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun
menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang terdiri dari:

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
RPJMD.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Tengah meliputi
gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan
perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.
Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun
sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima
tahun kedepan.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah
terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan
selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab
gambaran umum daerah.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |- 10



Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Bab X

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah
Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian
dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator
kinerja dan targetnya.

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan
dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan
didukung dengan program pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan
kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat
Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat
daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU)
daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan
sebagai indikator kinerja daerah.

Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan
daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5940’ - 8030’ Lintang Selatan dan
108030’ - 111930’ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha
atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya
berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di
sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di
sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan
769 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Sumber: Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000
Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah
pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau
Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh
wilayah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahannya
bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan
dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40%
sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%.
Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian
pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta Topografi dapat dilihat pada
Gambar 2.2.
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Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
Gambar 2.2.

Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam,
yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan
dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya
adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 mdpl],
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan Peta Kontur pada Gambar 2.3.

Tabel 2.1.
Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah

No Ketinggian (m dpl) % Luas
1 0-99 53,3
2 100-499 27,4
3 500-999 14,7
4 >1000 4,6

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(LERRRRRRRRRAREE!
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Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
Gambar 2.3.
Peta Kontur Provinsi Jawa Tengah
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2.1.3. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi,
yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng,
Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara,
Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang
ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol,
regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis
tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis
tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya
masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun.
Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung
Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di
Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung
Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di
Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo,
Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di
Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang). Gunung berapi di sepanjang
wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap
bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus
menerus.

2.1.4. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, 18
DAS diantaranya menjadi DAS Prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS
Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali,
DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk
Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo
(Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY),
dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar
hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain
Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing,
Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan
Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di
Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), mengalir ke utara melintasi Kota
Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah
Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai
Serayu, yang melintasi 5 (lima) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara,
Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten
Wonosobo, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 181
km, lebar sekitar 12 m di bagian hulu dan 80 m di bagian hilir. Peta daerah
aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.4.
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Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013
Gambar 2.4.
Peta Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas
daerah pengaliran lebih dari 1.000 km? perlu diwaspadai karena daerah
pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga
mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan. Selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran

Lebih Dari 1.000 km?2 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Debit Air (m3/detik)

Lokasi Luas
Induk Desa, Daerah 2014 2015 2016 2017 2018
Sungai | Kecamatan, |Pengalira T T T T ™ T - -
Kabupaten n (Km2 er- er- er- er- er- er- er- er-
up ( ) Terbesar kecil besar kecil Terbesar kecil besar kecil besar kecil
Suneai Pos Brebes,
ga Kec. Brebes, 1.111 1.599,09 | 11,10 | 817,77 | 13,87 671,33 43,81 | 2.650,40 | 10,10 1.625 | 20,25
Pemali
Kab. Brebes

Sungai | Pos Jurug,

Benga- | Desa Jebres, | 5 546 70 | 4.056,50 | 7,00 | 895,68 | 0,25 | 4.253,01 | 0,84 | 1.09500 | 44,11 | 2.575 | 15,05

wan Kota

Solo Surakarta
Pos Bd.
Gerak

Sungai Serayu Desa
Serayu | Gambarsari,
Kab.
Banyumas

3.030 | 1.157,50 | 16,60 | 970,80 | 16,00 | 1.152,30 | 25,80 | 960,61 | 10,60 | 1.060 | 16,90

Sumber : Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.1.5. Klimatologi

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2017 berkisar 26,8°C
sampai dengan 28,99C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar
69,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2017 tercatat curah hujan
tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 484,0 mm dan curah hujan
terendah di bulan Agustus sebesar 15 mm. Hari hujan terbanyak juga terjadi
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di bulan Oktober sebayak 23 hari hujan, dan terendah adalah di bulan
Agustus sebanyak 1 hari hujan.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 hektar. Sepanjang tahun
2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan
sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar
(30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar
(69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah
menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen
menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di
Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2014 - 2016

No Penggunaan Lahan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) %

1 |Lahan Sawah 990.652 30,44 | 991.652 30,47 991.524 | 30,47
a |Pengairan Teknis 382.643 38,63 383.262 | 38,65 386.953 39,03
b |Pengairan Y Teknis 129.630 13,09 133.769 | 13,49 131.687 13,28
¢ |Pengairan Sederhana 136.796 13,81 136.635| 13,78 140.423 14,16
d |peneairan Desa/non 57.032 | 5,76 52.596 | 530 | 57.731 5,82
e |Tadah Hujan 281.919 28,46 282.521| 28,49 272.364 27,47
f |Pasang Surut 1.561 0,16 1.613 0,16 1.661 0,17
g |Lebak, Polder, Lainnya 1.071 0,11 1.256 0,13 705 0,07

2 |Bukan Lahan Sawah 2.263.760 | 69,56 |2.262.760 69,53 | 2.262.888 | 69,53
a |Bangunan/Pekarangan| 524.465 16,12 503.923 | 15,48 537.288 16,51
b |Tegal/Kebun 732.853 22,52 730.370| 22,44 723.056 22,22
¢ |Ladang/Huma 13.346 0,41 13.413 0,41 11.664 0,36
d |Padang Rumput 1.231 0,04 1.184 0,04 1.745 0,05
e |Hutan Rakyat 95.550 2,94 103.402 3,18 103.004 3,17
f |Hutan Negara 568.572 17,47 578.107 | 17,76 567.449 17,44
g |Perkebunan Negara 71.868 2,21 69.345 2,13 71.337 2,19
h |Rawa 9.027 0,28 9.035 0,28 9.021 0,28
i |Tambak 34.972 1,07 39.810 1,22 37.574 1,15
j |Kolam/Empang 3.719 0,11 8.259 0,25 3.046 0,09
k jfi;ﬁi:ntldak 1.772 0,05 1.628 | 0,05 1.429 0,04
1 |Lain-lain 206.385 6,34 204.284 6,28 196.275 6,03
Jumlah (Ha) 3.254.412 | 100,00 | 3.254.412 | 100,00 | 3.254.412 | 100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus
dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi
wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung,
sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
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1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 kawasan
budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi,
hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan,
industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.
a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan
luas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan),
dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas £362.360 hektar,
dan hutan produksi tetap seluas £183.930 hektar. Kawasan hutan produksi
terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten
Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan
produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten
Karanganyar).
b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 345.822,96
hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota,
kecuali Kota Tegal.
c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Jawa Tengah meliputi kawasan
pertanian lahan basah seluas +990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan
kering seluas +995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua
kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut
dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas
1.022.570 hektar.
d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas
+885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%),
PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas
11.464 hektar (1%).
e. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan
peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di
semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
f. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas +24.802 hektar, diarahkan untuk
dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan
difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut
meliputi:
1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan

pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di
semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
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g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian
besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kawasan peruntukan
pertambangan, meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu
bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan,
Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng, Merapi-
Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng
Selatan, dan Gunung Lawu;

2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi
komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung
Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-
Wanayasa, dan Condrodimuka;

3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja
Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali,
Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan,
Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,
Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur
tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan
untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur.

Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua

kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta,

sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal
dan Kota Semarang.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor

Borobudur-Prambanan-Surakarta;  Borobudur-Dieng;  Semarang-Demak-

Kudus-Jepara-Pati-Rembang—Blora; Semarang-Ambarawa—Salatiga; Batang-

Pekalongan—-Pemalang-Tegal-Brebes; Cilacap—-Banyumas—Purbalingga—Banjar-

negara; dan Cilacap—-Kebumen-Purworejo.

j- Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh
kabupaten/kota, meliputi :

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang
sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian
kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;

2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-
kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan
perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak
mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran
kawasan perkotaan.

k. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah
diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen,
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Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang,
Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan
Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua
puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di
Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di
Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau
Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung
Sesuai RTRW, rencana kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009-

2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan

ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling

besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai
dan sempadan.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan
penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara,

Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar,

Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal,

Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan

lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai

minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan
pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan

Semarang).

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya
berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa

Tengah ditetapkan seluas £114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di

Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen,

Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri,

Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak,

Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes,

Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai,
sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas
kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas £59.918 hektar,
meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah
kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas +23.583 hektar;

2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas £8.786 hektar yang terdiri
dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis
pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter
dari garis pasang tertinggi;

3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas +24.618,2
hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap
danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi
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4)

1)

2)

3)

danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap
danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu
Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten,
Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang,
Pemalang, Tegal dan Brebes;
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar
di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan
luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal
20% sedangkan RTH privat 10%.
Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:
Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota,
yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/
kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
Daerah pengungsian satwa berada di Srondol Kota Semarang.
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka

alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam,

serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

1)

Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar
di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang,
dengan luas yang telah ditetapkan sebesar +2.923,3 hektar. Sebaran
kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.
Tabel 2.4.
Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan
Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No Cagar Alar;daizmn::r:liss::;aAlam, dan Lokasi Luas (Ha)
A Konservasi Wilayah I Pati

1 Cagar Alam Keling I a, b, c Kabupaten Jepara 6,8

2 Cagar Alam Keling II, III Kabupaten Jepara 61

3 Cagar Alam Kembang Kabupaten Jepara 1,8

4 Cagar Alam Gunung Celering Kabupaten Jepara 1328,4
S Cagar Alam Bekutuk Kabupaten Blora 25,4
6 Cagar Alam Cabak I/II Kabupaten Blora 30

7 Cagar Alam Gunung Butak Kabupaten Rembang 45,1
B Konservasi Wilayah II Surakarta

1 Cagar Alam Gebugan Kabupaten Semarang 1,8

2 Cagar Alam Sepakung Kabupaten Semarang 10

3 Cagar Alam Donoloyo Kabupaten Wonogiri 8,3

4 Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan Kabupaten Sragen 103,9
C Konservasi Wilayah III Cilacap

1 Cagar Alam Pantodomas Kabupaten Wonosobo 4,1

2 Cagar Alam Telogo Dringo Kabupaten Banjarnegara 26,1
3 Cagar Alam Telogo Sumurup Kabupaten Banjarnegara 20,1
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No Cagar Alarsnl;a'll‘;ml\::rgiss:tt;aAlam, dan Lokasi Luas (Ha)
4 Cagar Alam Pringamba I / II Kabupaten Banjarnegara 58

S Cagar Alam Nusakambangan Barat Kabupaten Cilacap 675

6] Cagar Alam Nusakambangan Timur Kabupaten Cilacap 277

7 Cagar Alam Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap 1

8 Cagar Alam Karangbolong Kabupaten Cilacap 0,5
D. | Konservasi Wilayah IV Pemalang

1 Cagar Alam Pagerwunung Darupono Kabupaten Kendal 33,2

2 Cagar Alam Peson Subah I Kabupaten Batang 10,4

3 Cagar Alam Peson Subah II Kabupaten Batang 10

4 Cagar Alam Ulolanang Kecubung Kabupaten Batang 69,7

S Cagar Alam Bantarbolang Kabupaten Pemalang 24,5

6 Cagar Alam Curug Bengkawah Kabupaten Pemalang 1,5

7 Cagar Alam Moga Kabupaten Pemalang 3,5

8 Cagar Alam Vak 53 Comal Kabupaten Pemalang 29,1

9 Cagar Alam Guci Kabupaten Tegal 2

10 | Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara | Kabupaten Tegal 6,6
11 | Cagar Alam Telaga Renjeng Kabupaten Brebes 48,5

Jumlah 2.923.3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

2)

Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas +12.135 hektar, meliputi: a)
Taman Nasional Gunung Merapi seluas +6.410 hektar berada di Kabupaten
Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman
Nasional Gunung Merbabu seluas +5.725 hektar berada di Kabupaten
Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa
seluas *£111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten
Jepara;

Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan rakyat dan kebun raya,
yaitu kawasan Taman Hutan Raya Jawa Tengah berada di Berjo-
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas +231,3 hektar, dan Kebun Raya
Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas seluas +150 hektar;

Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi:
Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata
Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam
Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber
Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-
Roban di Kabupaten Batang;

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk
melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari
candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja,
klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;

Daerah pantai berhutan bakau seluas +10.718,51 hektar tersebar di
Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara,
Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota
Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di
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Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di
Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis

Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang

berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu

kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke

dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang mengalami genangan
akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya
bendung/ tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan, dan
permukiman, meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal,
Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang,
Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap,
Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;

2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air
rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat,
khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan
iklim dan pemanasan global yang mengancam, meliputi Kabupaten
Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen,
Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan,
Pemalang, Tegal, dan Brebes;

3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu kawasan yang kondisi
permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran,
kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam
tanah dan penggunaan lahan, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas,
Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang,
Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora,
Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang,
Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang;

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar
puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa
lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas
vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir
bandang, dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya
mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali,
Klaten, Kota Magelang; dan kawasan Gunung Slamet di Kabupaten
Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Tegal;

5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi kawasan selatan Jawa
Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua
dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif, yaitu di Kabupaten Cilacap,
Kebumen, Purworejo, Klaten, dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi yang
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter dan
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10.

mengguncang bagian selatan Pulau Jawa, berdampak tidak hanya pada
kawasan di lima kabupaten tersebut, namun dampaknya mencapai hingga
radius 95 km dari pusat gempa, meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo,
Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung, dan
Karanganyar;

Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai
berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo,
Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan,
Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota
Tegal;

Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan yang
berhadapan dengan Samudera Hindia yaitu di Kabupaten Cilacap,
Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli
2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan
jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan
kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo;
Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir
pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan
dan permukiman, tersebar di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak,
Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang,
Kota Pekalongan, dan Kota Tegal;

Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya
rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten
Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten,
Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara,
Demak, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan;

Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila,
Timbang, Sikendang, Sibanteng, dan Sileri kawasan Pegunungan Dieng,
mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang
terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara, dan Wonosobo.
Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.5

berikut.

II;

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah
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Khusus untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, jenis bencana yang

juga perlu menjadi perhatian adalah bencana gempa bumi. Hal tersebut
dikarenakan terdapat jalur sesar aktif di wilayah Semarang yaitu sesar
Ambarawa, Ungaran dan Semarang. Sesar tersebut aktif yang terbukti dari
catatan sejarah gempa yang pernah terjadi yaitu:

1.

Gempa Semarang dan Ungaran pada 19 Februari 1856, dan cukup kuat
mengguncang Semarang, Ungaran, dan sekitarnya;

. Gempa Banyubiru, Ambarawa, dan Ungaran pada 17 Juli 1865, dan

gempa ini menyebabkan rumah tembok retak;

. Gempa Semarang, Ungaran, dan Ambarawa pada 22 Oktober 1865 pukul

9.16 WIB, berlanjut pada keesokan harinya pada 23 Oktober 1865 pukul

2.45 dengan guncangan gempa yang diikuti oleh gemuruh;

Gempa Ungaran dan Ambarawa pada 22 April 1866 yang menyebabkan

kerusakan bangunan rumah tembok;

Gempa Salatiga, Ambarawa dan Ungaran pada 10 Oktober 1872, dan

guncangan gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan rumah tembok.
Jalur sesar atau jalur patahan tersebut juga membentuk lereng atau

tebing curam yang biasanya juga rawan longsor. Dalam gambar berikut,

terlihat gambar lengkung merah yang merupakan patahan aktif dan

melintasi Semarang, Ungaran dan sekitarnya.

110°10'0"E 110°15'0"E 110°20'0"E 110°25'0"E 110°30'0°E

KenoaL SEMARANG THRUST

[-6°55'0"¢

Ngebruk

[-7°00"S

8 Kilometers.

71007

Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.6.
Struktur Sesar Semarang dan Ungaran

Selain itu, Rawa Pening Ambarawa juga terbentuk karena patahan atau

sesar yang disebut Sesar Rawapening, dengan lintasan jalurnya melalui Kota

Ambarawa dan Salatiga. Dalam gambar berikut terlihat lengkung hitam yang

merupakan patahan naik di tepi Rawa Pening.
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Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.7.
Patahan Naik Rawa Pening Ambawara

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa
Tengah juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir,
tsunami, abrasi, dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan
Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa
wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi
dengan skor 158 dan menempati urutan/rangking 13 di tingkat nasional.
Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori
risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko
bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dan
Purworejo.

Tingkat kerawanan bencana di
diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam di
Jawa Tengah, terutama kejadian bencana tanah longsor, angin topan dan
kebakaran yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di semua
sektor. Frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dapat dilihat dalam
Tabel 2.5 berikut.

Jawa Tengah tersebut dapat

Tabel 2.5.
Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No Jenis Bencana Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Angin Topan 197 308 419 490 407
2 Banjir 136 176 298 270 171
3 Gas Beracun 1 1 - - -
4 Gempa Bumi 13 3 - 3 3
5 Kebakaran 338 572 468 600 589
6 Kekeringan - 23 - - 30
7 Letusan Gn. Api - - - 1 S
8 Tanah Longsor 219 491 927 1.091 555
9 Tsunami - - - - -
10 | Gelombang Pasang - - - - -
11 | Lainnya - - - - -
Jumlah 812 904 1.574 2.304 1.760

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jateng, 2019
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Dalam gambar berikut, dapat dilihat kejadian bencana yang pernah
terjadi di Pulau Jawa, termasuk yang pernah tercatat terjadi di Jawa Tengah
selama kurun waktu tahun 2009-2014.
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Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.8.
Kejadian Gempa Bumi di Pulau Jawa Tahun 2009-2014

2.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk
menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-
barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang
besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran
penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan
lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi
negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami
penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat.
Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk.
Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu
fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi
(perpindahan).

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2017 (Susenas 2017) adalah
sebesar 34,20 juta jiwa atau sedikit berbeda dengan proyeksi jumlah
penduduk tahun 2017 hasil sensus penduduk 2010 yang sebesar 34,25 juta
jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,71
juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang
mencapai 33,96 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah merupakan provinsi
dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (48,04 juta jiwa)
dan Jawa Timur (39,29 juta jiwa).

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah relatif terkendali, hal ini
terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Provinsi
Jawa Tengah dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR)
yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan
tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun
2017 angka TFR Jawa Tengah sebesar 2,3, menurun dibandingkan angka
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tahun 2012 yang tercatat sebesar 2,5. Angka TFR Jawa Tengah juga lebih
rendah jika dibanding dengan nasional yang sebesar 2,4.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.9.
Perkembangan TFR Jawa Tengah dan Nasional

Apabila dilihat dari persebarannya, Kabupaten Brebes merupakan
daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah, yakni sebanyak
1.802.829 jiwa atau 5,22% dari total penduduk Jawa Tengah. Sedangkan Kota
Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit
sebanyak 121.872 jiwa atau 0,35%.

Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar 1.060
jiwa/km? meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1.051
jiwa/km?. Sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan
bahwa Kota Surakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi
di Jawa Tengah sebesar 11.770 jiwa/km?2, diikuti oleh Kota Tegal dan Kota
Pekalongan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 7.324
jiwa/km? dan 6.766 jiwa/km?. Sementara kepadatan penduduk terendah
berada di Kabupaten Blora (481 jiwa/km?), Kabupaten Wonogiri (525
jiwa/km?), dan Kabupaten Rembang (625 jiwa/km?2). Hal ini menunjukkan
bahwa wilayah kota rata-rata memiliki kepadatan penduduk lebih besar
dibandingkan wilayah kabupaten.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Jumlah Penduduk
No Kabupaten/ Kota W-L as Cg Laki-laki + Kepadatan
ilayah Laki-laki Perempuan P
Perempuan Penduduk
1 Kab. Cilacap 2.139 861.266 858.238 1.719.504 804
2 Kab. Banyumas 1.328 838.798 840.326 1.679.124 1.264
3 | Kab. Purbalingga 778 456.972 468.221 925.193 1.189
4 Kab. Banjarnegara 1.070 459.903 458.316 918.219 858
5 Kab. Kebumen 1.283 595.003 600.089 1.195.092 931
6 Kab. Purworejo 1.035 353.298 363.179 716.477 692
7 | Kab. Wonosobo 985 399.115 388.269 787.384 799
8 | Kab. Magelang 1.086 641.992 637.633 1.279.625 1.178
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Jumlah Penduduk
No Kabupaten/ Kota W-L o 1 Laki-laki + Kepadatan
ilayah Laki-laki Perempuan P
Perempuan Penduduk

9 Kab. Boyolali 1.015 482.309 497.490 979.799 965
10 | Kab. Klaten 656 574.824 596.587 1.171.411 1.786
11 | Kab. Sukoharjo 467 438.527 446.678 885.205 1.896
12 | Kab. Wonogiri 1.822 465.124 491.982 957.106 525
13 | Kab. Karanganyar 772 434.726 444.352 879.078 1.139
14 | Kab. Sragen 946 434.976 452.913 887.889 939
15 | Kab. Grobogan 1.976 678.296 693.314 1.371.610 694
16 | Kab. Blora 1.794 424.189 437.921 862.110 481
17 | Kab. Rembang 1.014 315.689 317.895 633.584 625
18 | Kab. Pati 1.491 607.002 646.297 1.253.299 841
19 | Kab. Kudus 425 423.985 437.445 861.430 2.027
20 | Kab. Jepara 1.004 618.422 622.178 1.240.600 1.236
21 | Kab. Demak 897 570.481 581.315 1.151.796 1.284
22 | Kab. Semarang 947 511.202 529.427 1.040.629 1.099
23 | Kab. Temanggung 870 383.704 381.890 765.594 880
24 | Kab. Kendal 1.002 488.618 475.488 964.106 962
25 | Kab. Batang 789 380.574 381.803 762.377 966
26 | Kab. Pekalongan 836 443.009 448.883 891.892 1.067
27 | Kab. Pemalang 1.012 643.219 656.505 1.299.724 1.284
28 | Kab. Tegal 880 714.305 722.920 1.437.225 1.633
29 | Kab. Brebes 1.658 905.683 897.146 1.802.829 1.087
30 | Kota Magelang 18 60.005 61.867 121.872 6.771
31 | Kota Surakarta 44 251.772 266.115 517.887 11.770
32 | Kota Salatiga 53 93.718 97.853 191.571 3.615
33 | Kota Semarang 374 875.575 910.539 1.786.114 4.776
34 | Kota Pekalongan 45 152.202 152.275 304.477 6.766
35 | Kota Tegal 34 123.323 125.680 249.003 7.324

Jawa Tengah 32.544 17.101.806 17.389.029 34.490.835 1.060

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk penduduk Jawa Tengah
tahun 2018 sebesar 98,35. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk perempuan
sebesar 50,42%, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki
sekitar 49,58%.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun
2018 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih
banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan
komposisi 23,36 juta jiwa penduduk usia produktif (67,73%) dan 11,12 juta
jiwa penduduk wusia non produktif (32,27%). Sehingga angka rasio
ketergantungan di Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 47,63 yang artinya
bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang
penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa
Tengah telah mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia
produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis
kelamin maka diketahui bahwa penduduk usia produktif di Jawa Tengah lebih
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banyak perempuan dibandingkan laki-laki yaitu 11,79 juta jiwa penduduk
perempuan, dan 11,56 juta jiwa penduduk laki-laki. Demikian juga untuk
kelompok usia 65+ tahun menunjukkan komposisi penduduk perempuan
lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 1,6 juta jiwa penduduk
perempuan dan 1,33 juta jiwa penduduk laki-laki. Sementara untuk kelompok
umur 0-14 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan
perempuan, yaitu 3,98 juta jiwa penduduk perempuan dan 4,2 juta jiwa
penduduk laki-laki.

0-14 15-64 65+
M Perempuan 3.988.588 11.797.357 1.603.084
M Laki-Laki 4.205.716 11.565.828 1.330.262

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.10.
Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin Tahun 2018 (Orang)

Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 7 kabupaten
memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 yang menunjukkan bahwa jumlah
penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu Kabupaten
Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kendal, dan
Brebes. Sementara itu dilihat dari rasio ketergantungan di kabupaten/kota
menujukkan bahwa rata-rata kabupaten memiliki rasio ketergantungan lebih
besar dibandingkan dengan kota. Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan
Purbalingga adalah tiga kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi di
Jawa Tengah, sementara Kota Semarang, Surakarta, dan Salatiga memiliki
rasio ketergantungan yang paling rendah di Jawa Tengah. Kondisi ini
menggambarkan bahwa penduduk usia produktif rata-rata kabupaten di Jawa
Tengah lebih banyak menanggung usia non produktifnya jika dibandingkan
dengan kota.
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Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, Rasio Ketergantungan, Dan Rasio Jenis Kelamin Di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Orang)

0-14 15-64 65+ Total Rasio Rasio
Rebupsten) Kot | amlan | VAEE | Perempu | o T | Perempus | T Laki | Perempu- | o[ Laki | Perempu- Ii‘:::;agx:n Kelamin

Laki an an Laki an Laki an
Kab. Cilacap 439.514 225.614 213.900 1.134.293 565.426 568.867 145.697 70.226 75.471 1.719.504 | 861.266 858.238 51,59 100,35
Kab. Banyumas 402.855 207.471 195.384 1.121.167 557.111 564.056 155.102 74.216 80.886 1.679.124 | 838.798 840.326 49,77 99,82
Kab.Purbalingga 233.718 119.550 114.168 608.207 297.116 311.091 83.268 40.306 42.962 925.193 456.972 468.221 52,12 97,60
Kab.Banjarnegara 225.430 115.191 110.239 614.535 306.232 308.303 78.254 38.480 39.774 918.219 459.903 458.316 49,42 100,35
Kab. Kebumen 301.800 155.756 146.044 766.543 379.156 387.387 126.749 60.091 66.658 1.195.092 | 595.003 600.089 55,91 99,15
Kab. Purworejo 162.323 83.473 78.850 464.658 228.182 236.476 89.496 41.643 47.853 716.477 353.298 363.179 54,19 97,28
Kab. Wonosobo 199.958 102.231 97.727 520.604 263.149 257.455 66.822 33.735 33.087 787.384 399.115 388.269 51,24 102,79
Kab. Magelang 299.668 153.263 146.405 860.974 432.168 428.806 118.983 56.561 62.422 1.279.625 | 641.992 637.633 48,63 100,68
Kab. Boyolali 225.147 115.765 109.382 648.250 318.603 329.647 106.402 47.941 58.461 979.799 482.309 497.490 51,15 96,95
Kab. Klaten 249.429 128.629 120.800 787.865 385.895 401.970 134.117 60.300 73.817 1.171.411 574.824 596.587 48,68 96,35
Kab. Sukoharjo 194.045 99.440 94.605 613.127 302.327 310.800 78.033 36.760 41.273 885.205 438.527 446.678 44,38 98,18
Kab. Wonogiri 188.460 97.000 91.460 631.814 306.757 325.057 136.832 61.367 75.465 957.106 465.124 491.982 51,49 94,54
Kab. Karanganyar 199.746 102.459 97.287 598.619 296.130 302.489 80.713 36.137 44.576 879.078 434.726 444.352 46,85 97,83
Kab. Sragen 196.444 101.074 95.370 596.887 291.936 304.951 94.558 41.966 52.592 887.889 434.976 452.913 48,75 96,04
Kab. Grobogan 328.516 168.005 160.511 925.501 458.412 467.089 117.593 51.879 65.714 1.371.610 | 678.296 693.314 48,20 97,83
Kab. Blora 190.480 98.011 92.469 587.130 289.737 297.393 84.500 36.441 48.059 862.110 424.189 437.921 46,83 96,86
Kab. Rembang 139.465 72.128 67.337 444.600 222.533 222.067 49.519 21.028 28.491 633.584 315.689 317.895 42,51 99,31
Kab. Pati 275.920 141.534 134.386 860.600 415.205 445.395 116.779 50.263 66.516 1.253.299 | 607.002 646.297 45,63 93,92
Kab. Kudus 198.173 101.578 96.595 611.086 300.423 310.663 52.171 21.984 30.187 861.430 423.985 437.445 40,97 96,92
Kab. Jepara 309.821 158.756 151.065 844.312 421.340 422.972 86.467 38.326 48.141 1.240.600 | 618.422 622.178 46,94 99,40
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0-14 15-64 65+ Total Rasio Rasio
Kabupaten/ Kota Jumlah Laki- Perempu- Jumlah | Laki-Laki | T¢*™P% | jumlah Laki- Perempu- Jumlah Laki- Perempu- Ii:?:::;i:n K:le::nsin

Laki an an Laki an Laki an
Kab. Demak 293.200 150.459 142.741 788.897 389.994 398.903 69.699 30.028 39.671 1.151.796 | 570.481 581.315 46,00 98,14
Kab. Semarang 234.692 120.668 114.024 715.383 349.667 365.716 90.554 40.867 49.687 1.040.629 | 511.202 529.427 45,46 96,56
Kab. Temanggung 175.530 89.781 85.749 522.540 261.984 260.556 67.524 31.939 35.585 765.594 383.704 381.890 46,51 100,48
Kab. Kendal 228.154 116.825 111.329 663.215 339.160 324.055 72.737 32.633 40.104 964.106 488.618 475.488 45,37 102,76
Kab. Batang 182.967 93.482 89.485 525.690 262.816 262.874 53.720 24.276 29.444 762.377 380.574 381.803 45,02 99,68
Kab. Pekalongan 235.920 120.884 115.036 596.725 296.542 300.183 59.247 25.583 33.664 891.892 443.009 448.883 49,46 98,69
Kab. Pemalang 344.703 176.921 167.782 859.071 423.493 435.578 95.950 42.805 53.145 1.299.724 | 643.219 656.505 51,29 97,98
Kab. Tegal 382.937 197.235 185.702 953.218 473.615 479.603 101.070 43.455 57.615 1.437.225 | 714.305 722.920 50,78 98,81
Kab. Brebes 465.312 238.990 226.322 1.208.432 609.990 598.442 129.085 56.703 72.382 1.802.829 | 905.683 897.146 49,19 100,95
Kota Magelang 25.222 12.941 12.281 86.130 42.549 43.581 10.520 4.515 6.005 121.872 60.005 61.867 41,50 96,99
Kota Surakarta 104.762 53.536 51.226 375.931 182.490 193.441 37.194 15.746 21.448 517.887 251.772 266.115 37,76 94,61
Kota Salatiga 40.573 20.809 19.764 136.377 66.609 69.768 14.621 6.300 8.321 191.571 93.718 97.853 40,47 95,77
Kota Semarang 384.698 196.987 187.711 1.302.887 635.595 667.292 98.529 42.993 55.536 1.786.114 | 875.575 910.539 37,09 96,16
Kota Pekalongan 74.893 38.509 36.384 213.702 107.164 106.538 15.882 6.529 9.353 304.477 152.202 152.275 42,48 99,95
Kota Tegal 59.829 30.761 29.068 174.215 86.322 87.893 14.959 6.240 8.719 249.003 123.323 125.680 42,93 98,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Bonus demografi di Jawa Tengah mempunyai waktu peluang relatif
lebih pendek dibanding dengan tingkat nasional maupun provinsi lain di Pulau
Jawa, khususnya DKI, DIY, Jawa Timur dan Banten. Angka rasio
ketergantungan di Jawa Tengah telah mencapai di bawah 50, sejak tahun
2015 yaitu sebesar 48,1 dan diproyeksikan akan terus menurun sampai
dengan tahun 2020, dan kembali akan meningkat mulai tahun 2025. Sampai
dengan tahun 2030, rasio ketergantungan Jawa Tengah diproyeksikan akan
meningkat menuju angka 50. Artinya peluang bonus demografi Jawa Tengah
diproyeksikan hanya terjadi sampai dengan tahun 2030. Hal ini memerlukan
arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain
menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan
kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan
kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan
kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta strategi link and match antara
kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi di Jawa
Tengah telah disusun Grand Design Bonus Demografi Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2038, dimana di dalamnya berisi
serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut pengendalian kuantitas
penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan
pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara
mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan
Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah
peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan
secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/berusaha. Dalam
rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu
diupayakan peningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan angka
kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan wusia harapan.
Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi
dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal
tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi
kesempatan kerja/berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan
yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak
memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga
terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
relatif stabil pada kisaran 5,2% - 5,4%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun
2018 sebesar 5,32% meningkat dibandingkan tahun 2017 (5,26%), dan lebih
baik dibandingkan nasional (5,17%).
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Gambar 2.11.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 (%)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2014-2018 didukung

dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, dengan rata-rata

pertumbuhan tertinggi

adalah

informasi

dan komunikasi,

diikuti jasa

perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan tiap

lapangan usaha di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.8.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut
Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (%)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0,95 5,60 2,20 1,66 2,63
Pertambangan dan Penggalian 6,66 4,57 18,98 5,19 2,45
Industri Pengolahan 6,61 4,71 4,10 4,33 4,35
Pengadaan Listrik dan Gas 6,50 2,43 4,57 5,22 5,36
fongudeen Ab Pepgeoban Samwab | 505 | aes | 207 | est | ass
Konstruksi 4,38 6,00 6,52 7,13 6,07
Transportasi dan Pergudangan 9,26 7,69 4,91 6,30 7,55
;irrllii(riliaan Akomodasi dan Makan 7.61 6,79 6.26 6,45 8.17
Informasi dan Komunikasi 13,00 9,53 8,31 13,27 12,39
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,12 7,61 8,77 5,17 3,58
Real Estate 7,19 7,59 6,81 6,48 5,58
Jasa Perusahaan 7,97 8,49 10,62 8,72 9,48
Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,78 5,31 2,37 2,57 4,43
Wajib

Jasa Pendidikan 9,37 7,55 7,35 6,97 7,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,37 6,61 9,86 8,60 8,80
Jasa lainnya 8,50 3,21 8,64 8,98 9,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2

019
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Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, ekonomi
Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh paling rendah meskipun tetap tumbuh
positif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.9.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2014 - 2018 (%)

No Provinsi Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 | Banten 5,47 5,37 5,26 5,73 5,81
2 | Jawa Barat 5,06 5,03 5,67 5,35 5,64
3 | DKI Jakarta 5,95 5,88 5,85 6,20 6,17
4 | Jawa Tengah 5,27 5,47 5,25 5,26 5,32
5 | DIY 5,18 4,90 5,05 5,26 6,20
6 | Jawa Timur 5,86 5,44 5,55 5,46 5,50
Nasional 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan sebaran pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di

Jawa Tengah tahun 2017, Kabupaten Banyumas tumbuh paling tinggi

dibandingkan kabupaten/kota lainnya sebesar 6,34%, diikuti Kabupaten
Rembang (6,18%). Sedangkan ekonomi Kabupaten Cilacap tumbuh paling

rendah yaitu sebesar 2,45%,

diikuti

oleh Kabupaten Kudus

(2,97%).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun
2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017 (%)

Kabupten/Kota 2013 2014 2015 2016% 2017
1 Kab. Cilacap 1,66 2,93 6,46 5,06 2,45
2 Kab. Banyumas 6,97 5,67 6,12 6,05 6,34
3 Kab. Purbalingga 5,27 5,86 5,39 4,78 5,12
4 Kab. Banjarnegara 5,44 5,27 5,48 5,41 5,42
5 Kab. Kebumen 4,57 5,80 6,29 4,97 4,89
6 Kab. Purworejo 4,94 4,49 5,12 5,12 5,14
7 Kab. Wonosobo 4,00 4,89 5,12 5,13 3,16
8 Kab. Magelang 5,91 4,88 5,35 5,37 5,06
9 Kab. Boyolali 5,83 5,42 6,08 5,30 5,52
10 | Kab. Klaten 5,96 5,79 5,64 5,14 5,07
11 Kab. Sukoharjo 5,78 5,40 5,69 5,71 5,72
12 | Kab. Wonogiri 4,78 5,30 5,34 5,23 5,17
13 Kab. Karanganyar 5,69 5,22 5,05 5,37 5,52
14 | Kab. Sragen 6,70 5,58 6,05 5,74 5,81
15 Kab. Grobogan 4,57 4,07 5,96 4,46 5,65
16 | Kab. Blora 5,36 4,39 5,36 23,53 5,84
17 Kab. Rembang 5,43 5,14 5,49 5,23 6,18
18 | Kab. Pati 5,97 4,63 5,98 5,46 5,40
19 | Kab. Kudus 4,36 4,47 4,08 2,52 2,97
20 | Kab. Jepara 5,39 4,80 5,03 5,02 5,13
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Kabupten/Kota 2013 2014 2015 2016% 2017
21 Kab. Demak 5,27 4,29 5,93 5,05 5,56
22 Kab. Semarang 5,97 5,84 5,43 5,27 5,47
23 Kab. Temanggung 5,20 5,06 5,17 4,98 4,68
24 | Kab. Kendal 6,22 5,17 5,17 5,53 5,57
25 | Kab. Batang 5,88 5,43 5,60 4,98 5,29
26 Kab. Pekalongan 5,99 4,95 4,78 5,16 5,28
27 Kab. Pemalang 5,57 5,53 5,50 5,38 5,39
28 | Kab. Tegal 6,73 5,03 5,45 5,92 5,38
29 | Kab. Brebes 5,91 5,30 5,97 5,08 5,47
30 Kota Magelang 6,04 4,90 5,07 5,17 5,18
31 Kota Surakarta 6,25 5,28 5,44 5,32 5,33
32 Kota Salatiga 6,30 5,54 5,14 5,22 5,21
33 Kota Semarang 6,25 6,38 5,79 5,84 5,64
34 Kota Pekalongan 5,91 5,48 5,00 5,36 5,32
35 | Kota Tegal 5,67 5,03 5,43 5,44 5,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah,2018
Keterangan : *) Angka Sementara
**)  Angka Sangat Sementara

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan
dari Rp.764.959,150 trilyun (2014) menjadi Rp.941.283,278 trilyun (2018).
Demikian juga dengan nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku
pada periode yang sama meningkat dari Rp. 922.471,181 trilyun (2014)
menjadi Rp.1.268.700,96 trilyun (2018). Peningkatan nilai PDRB baik ADHK
Tahun 2010 dan ADHB didukung dengan peningkatan nilai PDRB pada
seluruh lapangan usaha. Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK
2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018**

Pertanian,
Kehutanan, dan 107.793.381 113.826.299 116.331.116 118.265.172 121.370.041
Perikanan

Pertambangan dan

. 15.566.649 16.278.165 19.367.597 20.373.383 20.873.488
Penggalian

Industri Pengolahan 271.526.773 284.306.592 295.960.836 308.770.222 322.203.738

Pengadaan Listrik

866.488 887.584 928.106 976.553 1.028.917
dan Gas

Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang

567.980 577.262 589.805 628.208 658.880

Konstruksi 76.681.877 81.286.113 86.589.002 92.762.018 98.393.741

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

110.899.194 115.430.121 121.970.807 129.301.748 136.673.489

Transportasi dan

24.868.281 26.780.920 28.097.072 29.867.333 32.121.009
Pergudangan

Penyediaan
Akomodasi dan 23.471.641 25.064.275 26.633.474 28.350.128 30.667.222
Makan Minum
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Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018**
Informasi dan 30.130.162 33.001.271 35.742.556 40.485.502 45.500.915
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 20.106.852 21.636.626 23.533.410 24.749.918 25.635.547
Asuransi
Real Estate 13.776.864 14.822.295 15.831.478 16.856.963 17.797.502
Jasa Perusahaan 2.526.616 2.741.143 3.032.330 3.296.655 3.609.298
Administrasi
Pemerintahan, 21.075.647 22.194.695 22.720.444 23.304.537 24.337.786
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 27.266.220 29.324.082 31.479.474 33.674.587 36.286.322
Jasa Kesehatan dan 5.916.711 6.307.617 6.929.496 7.525.670 8.187.909
Kegiatan Sosial
Jasa lainnya 11.917.818 12.300.031 13.362.351 14.561.838 15.937.473
Total PDRB 764.959.151 806.765.092 849.099.355 893.750.437 941.283.278
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan : *  Angka sementara

**)  Angka sangat sementara
Tabel 2.12.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017+ 2018#*
Pertanian,

Kehutanan, dan 140.435.087 157.201.724 164.512.013 168.535.067 178.075.520
Perikanan

Pertambangan dan 19.653.819 23.228.243 27.479.905 30.062.173 32.902.706
Penggalian

Industri Pengolahan 329.025.312 354.642.135 377.237.312 406.034.161 437.715.451
Pengadaan Listrik 842.921 906.761 088.648 1.128.082 1.225.338
dan Gas

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, 601.325 632.697 659.345 706.826 743.875
Limbah dan Daur

Ulang

Konstruksi 93.449.794 103.406.449 111.884.560 122.936.709 136.153.698
Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi 124.942.794 135.033.871 146.523.162 158.582.155 171.376.944
Mobil dan Sepeda

Motor

Transportasi dan 27.668.162 31.783.645 33.786.516 36.449.005 39.593.409
Pergudangan

Penyediaan

Akomodasi dan 27.787.794 30.968.362 33.658.311 36.204.667 39.506.557
Makan Minum

Informasi dan 28.403.004 30.511.263 33.075.352 39.125.735 43.963.887
Komunikasi

Jasa Keuangan dan 25.534.863 28.518.188 31.865.321 34.964.643 37.488.383
Asuransi

Real Estate 15.037.136 16.749.473 18.172.330 19.836.975 21.450.329
Jasa Perusahaan 3.018.353 3.448.318 3.957.047 4.465.106 5.021.624
Administrasi

Pemerintahan, 26.406.084 28.925.625 31.233.106 33.086.005 34.940.149
Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 38.446.225 41.989.359 46.454.032 51.741.342 57.040.985
Jasa Kesehatan dan 7.537.883 8.404.005 9.307.248 10.258.531 11.300.799
Kegiatan Sosial

Jasa lainnya 13.680.626 14.636.521 16.522.476 18.283.303 20.201.312
Total PDRB 922.471.181 1.010.986.637 1.087.316.683 1.172.400.482 1.268.700.966

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan : %)

Angka sementara

**) Angka sangat Sementara
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Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah menurut lapangan
usaha selama tahun 2014-2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha
utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor. Meskipun angka
distribusinya tidak selalu tumbuh positif dari tahun ke tahunnya.
Tabel 2.13.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (%)

Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15,22 15,55 15,13 14,38 14,04
Pertambangan dan Penggalian 2,13 2,30 2,53 2,56 2,59
Industri Pengolahan 35,67 35,08 34,69 34,63 34,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
Konstruksi 10,13 10,23 10,29 10,49 10,73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 13,54 13,36 13,48 13,53 13,51
Transportasi dan Pergudangan 3,00 3,14 3,11 3,11 3,12
Pgnyed1aan Akomodasi dan Makan 3,01 3,06 3,10 3,09 3,11
Minum
Informasi dan Komunikasi 3,08 3,02 3,04 3,34 3,47
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,77 2,82 2,93 2,98 2,95
Real Estate 1,63 1,66 1,67 1,69 1,69
Jasa Perusahaan 0,33 0,34 0,36 0,38 0,40
Admlmst‘ras1 Pem.ermtal}an, Pertahanan 2,86 2,86 2,87 2,82 2,75
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 4,17 4,15 4,27 4,41 4,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,82 0,83 0,86 0,88 0,89
Jasa lainnya 1,48 1,45 1,52 1,56 1,59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019

Keterangan : *)  Angka sementara

**)  Angka sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran selama tahun 2014-

2018 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan

lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup
besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta
impor dan ekspor barang dan jasa.
Tabel 2.14.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pengeluaran Konsumsi 570.433.401 620.264.015 660.988.586 714.362.513 768.534.014
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi 10.773.170 11.438.505 12.256.989 13.168.407 14.491.862
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi 75.556.449 85.225.912 87.589.147 94.261.559 98.712.449
Pemerintah
Pembentukan Modal 274.558.464 308.702.422 333.977.418 366.766.466 413.749.153
Tetap Bruto
Perubahan Inventori 27.054.493 14.268.808 7.307.461 9.627.928 15.699.070

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 26




Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017* 2018**
Ekspor Luar Negeri 84.542.042 92.813.476 92.562.664 106.463.041 124.316.368
Impor Luar Negeri 220.421.202 188.360.109 134.238.540 160.854.809 234.958.244
Net Ekspor Antar 99.974.365 66.633.608 26.872.958 28.605.378 68.156.295
Daerah
Total PDRB 922.471.181 1.010.986.637 | 1.087.316.683 | 1.172.400.482 | 1.268.700.966

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019
Keterangan : *  Angka sementara;
**)  Angka sangat sementara

Tabel 2.15.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017+ 2018%*
Pengeluaran Konsumsi 465.234.026 485.947.262 508.104.938 531.583.770 556.540.858
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi 8.299.374 8.047.359 8.498.966 8.875.110 9.551.014
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi 56.643.275 58.117.816 57.782.238 59.554.139 61.329.149
Pemerintah
?embenmkan Modal 220.772.866 232.335.202 246.247.089 264.716.106 285.045.113

etap Bruto
Perubahan Inventori 16.261.492 5.076.120 7.576.171 7.952.833 8.423.390
Ekspor Luar Negeri 68.523.198 68.716.856 66.644.885 75.670.848 84.767.419
Impor Luar Negeri 118.498.481 99.894.366 95.528.922 104.677.126 138.816.756
Net Ekspor Antar 47.723.401 48.418.843 49.773.989 50.074.758 74.443.091
Daerah
Total PDRB 764.959.151 806.765.092 849.099.355 893.750.437 941.283.278

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019
Keterangan : *)  Angka sementara;
**)  Angka sangat sementara

Rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB
Jawa Tengah selama lima tahun sebesar 61%, yang diikuti oleh PMTB sebesar
30%, dan impor barang jasa sebesar 17%. Kondisi ini menggambarkan bahwa
PDRB Jawa Tengah sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga,
meskipun trennya semakin tahun semakin menurun kontribusinya.

Tabel 2.16.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (%)

Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 61,84 61,35 60,79 60,93 60,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,17 1,13 1,13 1,12 1,14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,19 8,43 8,06 8,04 7,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto 29,76 30,53 30,72 31,28 32,61
Perubahan Inventori 2,93 1,41 0,67 0,82 1,24
Ekspor Luar Negeri 9,16 9,18 8,51 9,08 9,80

Impor Luar Negeri 23,89 18,63 12,35 13,72 18,52
Net Ekspor Antar Daerah 10,84 6,59 2,47 2,44 5,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan : *) Angka sementara
**)  Angka sangat sementara

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |1l - 27



Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga mendominasi struktur
perekonomian Jawa Tengah, namun tingkat pertumbuhannya rata-rata dalam
lima tahun sebesar 4,5%. Komponen lain yang rata-rata pertumbuhannya
cukup tinggi adalah PMTB sebesar 6,19% dan ekspor barang dan jasa sebesar
6,70%. Apabila kedua komponen ini terus diupayakan peningkatannya maka
akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
kedepan. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tahun
2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut
Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (%)

Jenis Pengeluaran 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,31 4,45 4,56 4,62 4,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 8,62 -3,04 5,61 4,43 7,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2,19 2,60 -0,58 3,07 2,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,52 5,24 5,99 7,50 7,68
Perubahan Inventori -22,63 -68,78 49,25 4,97 5,92
Ekspor Luar Negeri 10,66 0,28 -3,02 13,54 12,02
Impor Luar Negeri -7,29 -15,70 -4,37 9,58 32,61
Net Ekspor Antar Daerah -6,80 1,46 2,80 0,60 48,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan : *) Angka sementara
**)  Angka sangat sementara

2.2.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018
relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi
di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut.
Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan
indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga
memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Namun demikian, terkendalinya tingkat inflasi di Jawa Tengah selama
ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Jawa Tengah. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat
inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan
harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi
dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga. Disamping itu, Bank
Indonesia telah merilis aplikasi SiHati Generasi III yang berfungsi untuk
memantau informasi pasokan dan perkembangan harga komoditas kebutuhan
pokok masyarakat di Jawa Tengah. Informasi yang lebih komprehensif ini
sangat membantu pemerintah Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan
terkait dengan pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019
Gambar 2.12.

Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 (%)

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per
tahun. Selama kurun waktu tahun 2014-2018, PDRB per kapita Jawa Tengah
atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sampai
dengan tahun 2018, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 36,78 juta
rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah
mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB
ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah

Tabel 2.18.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun ADHB ADHK Tahun 2010
2014 27.518.381 22.819.616
2015 29.933.873 23.887.164
2016 31.962.041 24.959.562
2017 34.233.676 26.089.571
2018 36.784.603 27.291.484

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2019

Berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 diketahui
bahwa Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jawa Tengah
sebesar 113,20 juta rupiah per kapita, dan terendah adalah Kabupaten
Pemalang sebesar 16,79 juta rupiah per kapita. Selengkapnya data PDRB per
kapita kabupaten/kota tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.10.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.13.

PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 (Juta)

2.2.4. Indeks Gini

Selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 perkembangan Indeks Gini di
Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik, dari 0,390 di
tahun 2013 menjadi 0,365 di tahun 2017. Di kurun waktu tersebut, Indeks
Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,390 dan titik
timpang terendahnya pada tahun 2016 sebesar 0,357. Indeks Gini Jawa
Tengah termasuk dalam kategori menengah.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.14.

Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota tahun 2015,
diketahui Indeks Gini kabupaten dan kota di Jawa Tengah berada pada
kisaran antara 0,28 sampai 0,39. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini
tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Blora (0,39), Temanggung (0,38),
dan Purworejo (0,38). Sementara Kabupaten Kebumen, dan Pemalang memiliki
Indeks Gini terendah. Rincian Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.15.

Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa
Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank
Dunia, pada tahun 2017 distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah
tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari
angka 18,40% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan
rendah, sebesar 37,54% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan
sebesar 44,06% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Tabel 2.19.
Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia
Tahun 2013 - 2017

Kriteria Bank Dunia
No | Tahun 40% Penduduk 40% Penduduk 20% Penduduk
Pendapatan Rendah Pendapatan Menengah Pendapatan Tinggi
1 2013 18,38 34,55 47,07
2 2014 18,59 35,39 46,02
3 2015 18,64 34,82 46,54
4 2016 18,42 37,46 44,11
5 2017 18,40 37,54 44,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

2.2.6. Indeks Williamson

Guna melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di
Jawa Tengah, digunakan Indeks Williamson. Pada kurun waktu tahun 2012 -
2016, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,641
menjadi 0,62. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota
di Jawa Tengah yang semakin mengecil.
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Gambar 2.16.

2.2.7. Penduduk Miskin

Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016

Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2014 - 2018 terus

mengalami penurunan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar.

Jumlah penduduk miskin tahun 2018 (September) sebanyak 3,867 juta jiwa

(11,19%),

menurun sebesar

1,04 persen poin dibanding tahun 2017

(September) sebanyak 4,197 juta jiwa (12,23%). Jumlah penduduk miskin

lebih besar di perdesaan sebanyak 2,157 juta jiwa (12,80%), sedangkan di

perkotaan sebanyak 1,709 juta jiwa (9,67%).
Tabel 2.20.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Penduduk Miskin

Tahun Bulan (ribu jiwa) (%)
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
2014 Maret 1.948,29 | 2.891,17 4.836,45 12,68 15,96 14,46
September 1.771,53 | 2.790,29 4.561,83 11,5 15,35 13,58
Maret 1.837,19 | 2.739,85 4.577,04 11,85 15,05 13,58
2015 September 1.789,57 | 2.716,21 4.505,78 11,50 14,86 13,32
2016 Maret 1.824,08 | 2.682,81 4.506,89 11,44 14,89 13,27
September 1.879,55 | 2.614,20 4.493,75 11,38 14,88 13,19
2017 Maret 1.889,09 | 2.561,63 4.450,72 11,21 14,77 13,01
September 1.815,58 | 2.381,92 4.197,49 10,55 13,92 12,23
Maret 1.716,16 | 2.181,04 3.897,20 9,73 12,99 11,32
2018 September 1.709,56 | 2.157,86 3.867,42 9,67 12,80 11,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
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Gambar 2.17.
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Jika dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk miskin di
Jawa Tengah masih berada di atas nasional, bahkan selama lima tahun
terakhir, sebagaimana gambar berikut.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.18.
Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-
2018

Kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode
September tahun 2017-2018 menduduki peringkat 1 (terbaik) dibandingkan
Provinsi se Jawa Bali maupun Nasional. Kinerja penurunan persentase
kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai arahnya
(on the track).
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Tabel 2.21.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-
Bali Tahun 2017 - 2018

Periode
No. Provinsi Sept 2017 Sept 2018 Penurunan (%)
(Ribu Jiwa) (%) (Ribu Jiwa) | (%)

1 Jawa Tengah 4.197,49 12,23 3.867,42 11,19 -1,04
2 Jawa Barat 3.774,41 7,83 3.539,40 7,25 -0,58
3 DIY 466,33 12,36 450,25 11,81 -0,55
4 Jawa Timur 4.405,27 11,2 4.292,15 10,85 -0,35
5 Bali 176,48 4,14 168,34 3,91 -0,23
6 DKI Jakarta 393,13 3,78 372,26 3,55 -0,23
7 Banten 699,83 5,59 668,74 5,25 -0,34

Nasional 26.582,99 10,12 25.674,58 9,66 -0,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah
terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase
penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah
provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan
nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota men-
dasarkan data per Maret tahun 2018 (data kemiskinan kabupaten/kota
terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan
nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Blora, Grobogan, Demak,
Purworejo, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang,
Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo;

2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi
dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten/kota meliputi Kabupaten
Kendal, Pati, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Magelang, Pekalongan,
Wonogiri, dan Cilacap;

3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi
dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota
Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota
Tegal, Kabupaten Jepara,

Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.
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Gambar 2.19.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Melihat rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se
Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2014-2018), Kabupaten Rembang
merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar
1,11%, dan terendah adalah Kota Tegal (0,21%).
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018
Gambar 2.20.

Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)

Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2018 sebesar Rp.
357.600,00 per kapita per bulan, meningkat 5,54% dibandingkan dengan
September 2017 yang mencapai Rp.338.815,00 perkapita per bulan. Pada
periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar
Rp.359.526,00 per kapita per bulan atau naik 5,84% dari tahun 2017
(Rp.339.692,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga
mengalami peningkatan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp.355.306,00 per
kapita per bulan dibandingkan dari Rp.337.657,00 per kapita per bulan di

tahun 2017.
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Gambar 2.21.

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-
2018

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non
makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh
lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.
Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap
garis kemiskinan tahun 2018 (September) baik di perkotaan maupun
perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Komoditi
lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi
bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah
perkotaan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik sedangkan di
perdesaan adalah perumahan, bensin dan listrik.

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa
Tengah tahun 2018 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan
menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada
di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 17 kabupaten, yaitu
Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang,
Boyolali, Blora, Sragen, Cilacap, Wonosobo, Purbalingga, Tegal, Purworejo,
Semarang, Kebumen, Sukoharjo dan Karanganyar;

2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada
di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional,
terdapat di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pemalang, Kendal,
Pekalongan, Rembang, Grobogan, Banyumas, Jepara, Kota Salatiga,
Kabupaten Kudus, dan Klaten;

3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis
kemiskinan nasional, terdapat di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten
Demak, Brebes, Pati, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota
Surakarta dan Kota Magelang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah
Kabupaten Batang sebesar Rp. 256.549,- per kapita per bulan, sedangkan
garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp. 476.582,- per
kapita per bulan.
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Gambar 2.22.
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Selama periode Maret 2014 - September 2018 Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah telah mengalami penurunan. Pada
periode September 2018 sebesar 1,626 lebih baik dibandingkan dengan
periode Maret 2014 yaitu sebesar 2,254. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
semakin kecil.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018
Gambar 2.23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret
2014 - September 2018

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2018 di daerah
perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada
September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah
perkotaan sebesar 1,433, sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar
1,829. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran
penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar
dibandingkan dengan di perkotaan. Sedangkan untuk Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) kabupaten/kota pada periode Maret 2018, apabila
dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,85 dan P1 Nasional sebesar 1,71,
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diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan
tertinggi yaitu sebesar 3,51 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,58.
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Gambar 2.24.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki
P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi
Kabupaten Brebes, Wonosobo, Pemalang, Rembang, Purbalingga,
Banyumas, Kebumen, Sragen, Demak, Banjarnegara, dan Cilacap;

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang
memiliki P1 dibawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 3 kabupaten
Kendal, Klaten, dan Wonogiri;

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang
memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota
meliputi Kabupaten Karanganyar, Purworejo, Grobogan, Blora, Magelang,
Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pati, Temanggung, Boyolali,
Kota Tegal, Batang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sukoharjo, Kudus,
Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga
dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama periode Maret 2014 —
September 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah
mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu turun dari 0,565
menjadi 0,342. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2018 di
daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu
untuk daerah perkotaan sebesar 0,302 dan daerah perdesaan sebesar 0,384.
Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di
perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.
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Gambar 2.25.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret

2014 - September 2018

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa

Tengah pada periode Maret 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes
memiliki indeks tertinggi (1,04) dan Kota Semarang terendah (0,12).
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Gambar 2.26.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi, Dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) sebagai berikut:

1.

Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang
memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi
Kabupaten Brebes, Pemalang, Wonosobo, Rembang, Purbalingga,
Banyumas, Sragen, Kebumen, Demak, dan Kendal,

Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang
memiliki P2 di bawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 4 kabupaten
meliputi Banjarnegara, Semarang, Tegal, dan Cilacap;

Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang
memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota
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meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Blora, Purworejo,
Grobogan, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Kota Tegal,
Temanggung, Pati, Boyolali, Batang, Kota Pekalongan, Kota Magelang,
Kudus, Sukoharjo, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Capaian kinerja penanganan angka kriminalitas di Jawa Tengah selama
kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 68,0%. Kinerja penanganan
angka kriminalitas di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir cenderung meningkat dari 63,8% pada tahun 2014 menjadi
73,7% pada tahun 2018. Angka kriminalitas yang tertangani di Provinsi Jawa
Tengah selama periode tahun 2014-2018 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.22.
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Jumlah Tindak Pidana Kinerja Penanganan

No. Tahun Lapor Selesai Angka Kriminalitas (%)
1. 2014 16.733 10.672 63,8
2. 2015 15.245 9.771 64,1
3. 2016 13.425 9.176 68,4
4. 2017 11.420 8.489 74,3
5. 2018 9.834 7.251 73,7
JUMLAH 66.657 45.359 68,0

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2019

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator
kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan
manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.
Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yaitu dari 68,02 (tahun 2013) menjadi 70,52 (tahun 2017).
Namun demikian IPM Jawa Tengah masih dibawah rata-rata IPM Nasional.

a8.02

2013 2014 2015 2015 2017

i [awa Tengah e I azicnal

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018
Gambar 2.27.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013 - 2017
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Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, IPM Provinsi
Jawa Tengah tahun 2017 berada di posisi ke-5, dan sedikit lebih baik
dibandingkan Jawa Timur. Namun demikian, kinerja peningkatan IPM Jawa
Tengah tahun 2017 tertinggi jika dibandingkan provinsi lain se Pulau Jawa
yaitu 0,77 poin.

Tabel 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun

2016 - 2017
No. Provinsi 2016 2017 Kenaikan

1. DKI Jakarta 79,60 80,06 0,46
2. DI Yogyakarta 78,38 78,89 0,51
3. Banten 70,96 71,42 0,46
4. Jawa Barat 70,05 70,69 0,64
S. Jawa Tengah 69,98 70,52 0,77
6. Jawa Timur 69,74 70,27 0,53

Nasional 70,18 70,81 0,63

Sumber : BPS, 2018

Sebaran IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017
menggambarkan bahwa Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan IPM
terendah (64,86) dan tertinggi adalah Kota Semarang (82,01). Sebanyak 18
kabupaten di Jawa Tengah memiliki IPM lebih rendah dibandingkan Jawa
Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Tegal, Wonosobo,
Batang, Blora, Purbalingga, Kebumen, Temanggung, Magelang, Pekalongan,
Wonogiri, Grobogan, Cilacap, Rembang, Pati, dan Demak.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.28.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
Tahun 2017

Dari empat indikator pembentuk IPM di Jawa Tengah, seluruh indikator

meningkat dalam lima tahun terakhir. Perkembangan IPM Jawa Tengah
selama tahun 2013-2017 sebagai berikut.
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Tabel 2.24.
IPM Provinsi Jawa Tengah Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2013-

2017

Komponen Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
ﬁ;{gllfl‘;" harapan hidup saat lahir | 0 | 7308 | 73,88 | 73,96 | 74,02 | 74,08
Harapan lama sekolah (HLS) Tahun 11,89 12,17 12,38 12,45 12,57
Rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 6,80 6,93 7,03 7,15 7,27
gf;gsizf‘;:;‘ per kapita Rp.000 | 9.618 | 9.640 | 9.930 | 10.153 | 10.377
IPM Angka 68,02 68,78 69,49 69,98 70,52
Pertumbuhan IPM % 1,12 1,04 0,71 0,70 0,77

Sumber: BPS, 2018

Gambaran indikator pembentuk IPM Jawa Tengah secara lengkap dapat
dijabarkan berikut ini.
1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang
mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan
masyarakat Jawa Tengah secara umum semakin membaik berdasarkan rata-
rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH Jawa Tengah dalam lima
tahun terakhir meningkat dari 73,28 tahun pada tahun 2013 menjadi 74,08
tahun pada tahun 2017. Angka tersebut menggambarkan bahwa secara rata-
rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 — 74 tahun.

Apabila dibandingkan dengan nasional selama kurun waktu 2013-2017,
AHH Jawa Tengah lebih baik dari nasional. Tahun 2017, AHH Jawa Tengah
sebesar 74,08 tahun lebih baik dibandingkan nasional (71,06 tahun).
Perkembangan AHH Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2017 dapat
dilihat pada Gambar berikut.

76
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72
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.
2013 2014 2015 2016 2017
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.29.
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013-
2017 (Tahun)

Dibandingkan dengan Provinsi se-Pulau Jawa, AHH Jawa Tengah tahun
2017 berada pada urutan 2 setelah DIY dan diatas DKI Jakarta, Jawa Barat,
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Jawa Timur dan Banten. AHH Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun
2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.25.
Angka Harapan Hidup Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2013-2017 (Tahun)

No Provinsi Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 DIY 74,45 74,50 74,68 74,71 74,74
2 Jawa Tengah 73,28 73,88 73,96 74,02 74,08
3 DKI Jakarta 72,19 72,27 72,43 72,49 72,55
4 Jawa Barat 72,09 72,22 72,41 72,44 72,47
) Jawa Timur 70,34 70,45 70,68 70,74 70,80
6 Banten 69,04 69,13 69,43 69,46 69,49
Nasional 70,07 70,59 70,78 70,90 71,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Melihat sebaran kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, tercatat
Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan AHH terendah di Jawa Tengah
(68,61 tahun), dan tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo (77,49 tahun). Ada
17 kabupaten yang memiliki AHH lebih rendah dari Jawa Tengah, yaitu
Kabupaten Brebes, Tegal, Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, Pemalang,
Cilacap, Banyumas, Magelang, Pekalongan, Banjarnegara, dan Blora.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.30.
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017
(Tahun)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia
7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam
bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai
oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Jawa Tengah terus meningkat dari
sebesar 11,89 (tahun 2013) menjadi 12,57 (tahun 2017). Namun demikian,
apabila dibandingkan dengan nasional, HLS Jawa Tengah dibawah HLS
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nasional. Tahun 2017, HLS Jawa Tengah sebesar 12,57 tahun, sementara
nasional sebesar 12,85 tahun.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.31.
Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013-
2017 (Tahun)

Dibandingkan dengan Provinsi se-Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa
Tengah tahun 2017 berada pada urutan 5 setelah DIY, Jawa Timur, DKI
Jakarta, Banten, dan diatas Jawa Barat. HLS Provinsi di Pulau Jawa dan
Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2013-
2017 (Tahun)

No Provinsi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 DIY 14,67 14,85 15,03 15,23 15,42
2 Jawa Timur 12,17 12,45 12,66 12,98 13,09
3 DKI Jakarta 12,24 12,38 12,59 12,73 12,86
4 Banten 12,05 12,31 12,35 12,70 12,78
S Jawa Tengah 11,89 12,17 12,38 12,45 12,57
6 Jawa Barat 11,81 12,08 12,15 12,30 12,42
Nasional 12,10 12,39 12,55 12,72 12,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah, HLS tahun 2017 capaian
tertinggi adalah Kota Semarang (15,20 tahun), dan terendah adalah
Kabupaten Banjarnegara (11,41 tahun). Sebanyak 18 kabupaten/kota angka
harapan lama sekolahnya di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten
Banjarnegara, Wonosobo, Brebes, Batang, Pemalang, Purbalingga, Rembang,
Tegal, Temanggung, Blora, Boyolali, Pekalongan, Grobogan, Pati, Cilacap,
Wonogiri, Magelang, dan Demak.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.32.
.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017
(Tahun)

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan
penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah
penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS Provinsi Jawa Tengah dalam kurun
waktu tahun 2013 - 2017 meningkat dari 6,80 tahun menjadi 7,27 tahun.
Namun demikian, rata-rata lama sekolah Jawa Tengah masih dibawah
nasional. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke
atas di Jawa Tengah menjalani jenjang pendidikan sampai tingkat SD atau
maksimal SMP (kelas VII). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar
berikut.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.33.
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2013 - 2017 (Tahun)

Apabila disandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, rata-rata
lama sekolah Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke 6. Kedepan perlu
ada upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah, agar
setara dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 45



Tabel 2.27.
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi se-Pulau Jawa Dan Nasional
Tahun 2013-2017 (Tahun)

No Provinsi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 DKI Jakarta 10,47 10,54 10,7 10,88 11,02
2 DIY 8,72 8,84 9 9,12 9,19
3 Banten 8,17 8,19 8,27 8,37 8,53
4 Jawa Barat 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14
S Jawa Timur 6,90 7,05 7,14 7,23 7,34
6 Jawa Tengah 6,80 6,93 7,03 7,15 7,27
Nasional 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan kabupaten/kota, Kota Semarang mencatat RLS tertinggi di
Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 10,49 tahun, dan terendah adalah
Kabupaten Pemalang (6,05 tahun). Sebanyak 17 kabupaten, rata-rata lama
sekolahnya dibawah provinsi yaitu Kabupaten Pemalang, Brebes,
Banjarnegara, Batang, Blora, Wonosobo, Tegal, Pekalongan, Kendal, Grobogan,
Wonogiri, Purbalingga, Temanggung, Cilacap, Rembang, Sragen, dan Pati.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.34.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017
(Tahun)

4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Jawa Tengah mengalami
peningkatan dari Rp.9.617,92 ribu pada tahun 2013 menjadi Rp.10.377 ribu
pada tahun 2017. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran
per kapita penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan seiring dengan
peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah. Namun demikian,
pengeluaran per kapita disesuaikan ini masih dibawah rata-rata nasional,
dimana di tahun 2017 pengeluaran per kapita nasional sebesar Rp.10.664
ribu.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.35.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pun, pengeluaran per
kapita disesuaikan tahun 2017 masih berada di posisi ke-5 dibawah DKI
Jakarta, DIY, Banten, dan Jawa Timur, namun lebih baik dibandingkan
dengan Jawa Barat.

Tabel 2.28.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2013 - 2017 (Ribu Rupiah)

No Provinsi Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 | DKI Jakarta 16.827,58 16.897,51 17.075,43 17.468 17.707
2 | DIy 12.260,52 12.294,43 12.684,24 13.229 13.521
3 | Banten 11.061,34 11.150,00 11.261,48 11.469 11.659
4 | Jawa Timur 9.978,00 10.012,16 10.383,37 10.715 10.973
5 |Jawa Tengah 9.617,92 9.639,74 9.929,71 10.153 10.377
6 | Jawa Barat 9.421,30 9.447,16 9.777,61 10.035 10.285
Nasional 9.858,16 9.902,85 10.150,00 10.420 10.664

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, Kota
Salatiga adalah kota dengan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi di
Jawa Tengah sebesar Rp.14.921.000, sedangkan terendah Kabupaten
Pemalang sebesar Rp.7.785.000. Sebanyak 20 kabupaten memiliki
pengeluaran per kapita disesuaikan lebih rendah daripada provinsi yaitu
Kabupaten Pemalang, Kebumen, Magelang, Banjarnegara, Wonogiri,
Temanggung, Batang, Blora, Tegal, Purbalingga, Demak, Brebes, Purworejo,
Pekalongan, Grobogan, Rembang, Jepara, Pati, Cilacap, dan Wonosobo.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.36.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2017 (Ribu Rupiah)

2.2.10. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu
dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus
perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka
Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari
suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama
kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)
tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 terus
menurun yaitu dari angka 126,55/100.000 KH di tahun 2014 menjadi
78,60/100.000 KH di tahun 2017. Beberapa penyebab masih ditemukannya
kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi
dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan
metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari
ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang
dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil
keputusan. Perkembangan kondisi AKI Provinsi Jawa Tengah kurun waktu
tahun 2014 - 2018 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.37.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
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Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di
kabupaten/kota se-Jdawa Tengah tahun 2018, terdapat 5 kabupaten dengan
kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kabupaten Grobogan, Brebes, Demalk,
Cilacap, dan Batang. Secara rinci kasus kematian ibu di kabupaten/kota
tahun 2018 tercantum dalam gambar berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.38.
Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

2.2.11. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11
bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat
dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia
satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi
dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan
yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi,
dan komplikasi kehamilan.

Perkembangan AKB di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-
2018 menunjukkan tren menurun dari 10,08 per 1.000 KH pada tahun 2014
menjadi 8,36 per 1.000 KH pada tahun 2018. Namun demikian masih
diperlukan upaya penanganan untuk tetap menurunkan angka kematian bayi
di Jawa Tengah antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil
dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu. Kondisi AKB di Jawa Tengah
dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.39.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 - 2018
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Pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) kabupaten di Jawa Tengah dengan
jumlah kasus kematian bayi tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Grobogan,
Banjarnegara, Banyumas, dan Tegal. Sementara Kota Magelang dan Salatiga
adalah kota dengan kasus kematian bayi terendah di Jawa Tengah.
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Gambar 2.40.

Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018

2.2.12. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun
tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH.
Perkembangan AKABA di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 mengalami
tren yang menurun. Pada tahun 2014, AKABA sebesar 11,54 per 1.000 KH
menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH. Beberapa penyebab kematian pada
balita antara lain gizi buruk pada balita, kurangnya pemahaman orang tua
terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada
balita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita. Kondisi AKABA di
Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2.41.

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 - 2018
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Sebaran kasus kematian balita pada kabupaten/kota di Jawa Tengah
tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten dengan kasus
kematian balita tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Grobogan, Banjarnegara,
Banyumas, dan Klaten. Sementara jumlah kasus terendah ada di Kota
Magelang dan Salatiga.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.42.
Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

2.2.13. Kasus Gizi Buruk dan Stunting

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah masih cukup tinggi dari tahun ke
tahun. Bahkan kecenderungannya sangat fluktuatif selama lima tahun
terakhir. Tahun 2014, kasus gizi buruk di Jawa Tengah tercatat 933 kasus,
dan di tahun 2018 tercatat meningkat menjadi 961 kasus. Beberapa hal telah
diupayakan untuk mengurangi kasus gizi buruk antara lain melalui
intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu dan
dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas
kesehatan lainnya. Selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan
dan perawatan kepada balita gizi buruk.
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.43.
Kasus Balita Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |1l - 51



Sebaran kasus balita gizi buruk di kabupaten/kota di Jawa Tengah
tahun 2018, diketahui terdapat kabupaten dengan kasus balita gizi buruk
yang masih tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Wonogiri, Tegal, dan
Cilacap. Sementara tidak tercatat ada kasus balita gizi buruk di Kota
Surakarta pada tahun 2018.
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Gambar 2.44.
Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018

Sedangkan terkait dengan kondisi stunting di Jawa Tengah dalam tiga
tahun terakhir (2015-2017) angka prevalensinya cenderung fluktuatif, dilihat
dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia O-
23 bulan. Masih adanya kasus stunting di Jawa Tengah disebabkan oleh
beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam,
bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka
rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak,
serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.45.
Prevalensi Kasus Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017
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Mendasarkan prevalensi stunting di kabupaten/kota tahun 2018,
diketahui terdapat 14 kabupaten/kota berada diatas rata-rata provinsi yaitu
Kabupaten Grobogan, Magelang, Blora, Pekalongan, Tegal, Wonosobo,
Rembang, Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Batang, Pemalang,
Banjarnegara dan Temanggung.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.46.
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu
diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap
kebutuhan ASI Ekslusif. Tabel berikut menunjukkan kondisi pemenuhan ASI
Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.29.
Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif
Tahun 2014-2018

Tahun Jumlah Bayi Bayi yang diberi ASI Eksklusif Cakupan (%)
2014 263.049 159.571 60,66
2015 556.900 342.994 61,59
2016 555.313 291.206 54,22
2017 464.647 252.784 54,40
2018 262.604 159.629 60,79

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita
merupakan salah satu paya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut
sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM
sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki
daya saing.

2.2.14. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun
penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian
penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau
mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.
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Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular
langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular
meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.
a. Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi
Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).
Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami
penurunan pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2014, namun tidak
demikian dengan TB dan HIV/AIDS. Untuk kasus HIV/AIDS yang mengalami
peningkatan penemuan kasus di tahun 2018 jika dibanding tahun 2014,
dikarenakan semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Conselling Test (VCT)
di Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun disisi lain peningkatan angka
tersebut mengindikasikan kondisi masyarakat yang kurang pemahaman
tentang HIV/AIDS terutama pemahaman remaja terhadap akibat
penyalahgunaan narkoba, serta adanya kecenderungan meningkatnya
perilaku yang menyimpang. Peningkatan penemuan kasus TB juga merupakan
salah satu ukuran kinerja pelayanan kesehatan yang semakin baik yang
ditunjukkan dari peningkatan upaya deteksi dini petugas Puskesmas yang
langsung turun ke masyarakat.

Tabel 2.30.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
ahun IRl gglgo%er CFRDBD | CNRTB | SR TB HIV / AIDS
penduduk (%) (%) (%) Kasus HIV | Kasus AIDS

2014 33,28 1,44 56 87,01 1.399 1.081
2015 47,9 1,56 117 >85 1.467 1.296
2016 43,4 1,46 118 68 1.402 1.867
2017 21,6 1,24 121 67,77 2.033 1.296
2018 8,68 1,25 143 77,13 2.654 1.879

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

b. Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup
yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang
aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya
penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Peningkatan PTM dapat
mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak
ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan
Kanker. Kondisi PTM di Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.31.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -

2018
Tahun Jenis PTM
Diabetes Milletus Hipertensi Kanker

2014 95.340 337.220 576
2015 100.448 324.320 5.801
2016 30.432 96.968 1.215
2017 94.890 262.327 4.099
2018 971.518 1.463.818 247.603

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.2.15. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada
masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program Open
Defacation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang
telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah
desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban
kepada kepala keluarga. Tahun 2018, jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah
yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 4.556 desa/kelurahan. Sebaran
kabupaten/kota yang terverifikasi ODF di Jawa Tengah tahun 2018
sebagaimana gambar berikut.
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Gambar 2.47.
Sebaran Desa/Keluarahan Di Provinsi Jawa Tengah Yang Terverifikasi
ODF Tahun 2018

2.2.16. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka menyikapi bonus demografi, penduduk wusia lanjut
(penduduk usia 60 tahun keatas) lima tahun kedepan yang jumlahnya
diperkirakan sebanyak 6.170.114 jiwa perlu mendapat perhatian dalam
pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap
menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada
orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan
cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah pada tahun 2018
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sebesar 58,16 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017
sebesar 50,44 persen. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia terus
dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan
akses pelayanan kesehatan lanjut usia, pemberdayaan masyarakat untuk
hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.
Perkembangan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah tahun 2014 —
2018 sebagaimana gambar berikut.
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.48.
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -
2018 (%)

2.2.17. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka
pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga
menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/
SDG’s). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks
Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan
dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan
ketimpangan gender. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan
gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan
perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan
pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Capaian IPG maupun IDG selama periode 2013-2017 menunjukkan
perkembangan yang semakin meningkat. Angka IPG sebesar 91,94 di tahun
2017 lebih baik dibandingkan tahun 2013 sebesar 91,5. Demikian pula
dengan capaian IDG yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar
71,22 menjadi 75,1 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa
pembangunan berbasis gender di Jawa Tengah kian membaik.
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Gambar 2.49.
IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, IPG Jawa
Tengah tahun 2017 berada di posisi ketiga dibawah DKI Jakarta dan DIY, dan
lebih baik dari nasional. Sedangkan IDG Jawa Tengah tahun 2017 tertinggi
apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa.

96 94,39 94,7
93
90

87

84

BANTEN
JAWA
TENGAH

'_
.:1:
o
<T
(= s]
<
=
E

JAWATIMUR
DKI JAKARTA

==l Provinsi =—=Nasional

DI
YOGYAKARTA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Gambar 2.50.
IPG Jawa Tengah, Provinsi Se Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2017
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Gambar 2.51.
IDG Jawa Tengah, Provinsi Se Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2017
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Meskipun tren perkembangan pembangunan Dberbasis gender
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Jawa Tengah ke depan masih
dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan
gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan
antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran
serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan
pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2017, diketahui bahwa
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan
lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan lebih rendah
dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2017
sebesar 6,78 tahun lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 7,79 tahun. Hal
ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah
hanya sampai tingkat SD kelas VI. Sedangkan pengeluaran per kapita
perempuan sebesar 9,21 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-
laki sebesar 14,21 juta rupiah per kapita per tahun. Rata-rata lama sekolah
perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih
adanya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi
daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta
masih dijumpainya pernikahan wusia anak dibeberapa daerah yang
mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan. Sedangkan
ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan disebabkan antara lain
kompetensi perempuan yang masih rendah, dan akses ekonomi terhadap
perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-
laki.

80 +

60 -

40 A

20 A

PPP Disesuaikan
(Juta Rp)

AHH (Tahun) HLS (Tahun) RLS (Tahun)

M Laki-Laki 72,16 12,52 7,79 14,21
M Perempuan 76,02 12,63 6,78 9,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Gambar 2.52.
IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2017

Apabila dilihat dari indikator pembentuk IDG selama tahun 2013-2017

trennya terus meningkat kecuali keterlibatan perempuan dalam parlemen
yang cenderung tetap (pemilihan legislatif lima tahun sekali).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Gambar 2.53.
IDG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2013-
2017

Sebagaimana komponen pembentuk IDG di atas diketahui bahwa peran
perempuan dalam berbagai sektor masih lemah yang disebabkan antara lain
masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam
berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2014-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Jawa
Tengah mengalami peningkatan, dari 72,00 menjadi 78,60. Bahkan apabila
dibandingkan dengan nasional, APK PAUD Jawa Tengah dalam lima tahun
terakhir selalu lebih baik dibandingkan nasional. Namun demikian APK PAUD
ini tetap perlu ditingkatkan guna mendukung upaya perwujudan pendidikan
untuk semua di Jawa Tengah.

80,00 -

78,00

76,00 -

74,00 -

72,00

72,00

70,00

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.54.

APK PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
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Tabel 2.32.
APK PAUD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2018

APK
No Tahun
Provinsi Nasional

1 2014 72,00 65,16
2 2015 75,12 68,10
3 2016 77,23 70.06
4 2017 79,04 72,35
5 2018 78,60 74,30

b. Pendidikan Dasar
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

2018. APK SMP/MTs juga menurun pada periode tahun yang sama dari
100,54 menjadi 99,80. Jika dibandingkan dengan nasional, terutama di
tahun 2018, APK SD/MI maupun APK SMP/MTs Jawa Tengah lebih rendah
dibandingkan nasional.
optimal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, terjadi putus sekolah
di SD/MI dan SMP/MTS, juga beberapa anak usia SMP/MTS telah

Beberapa penyebab APK Jawa Tengah belum

bersekolah dijenjang SMA/SMK/MA.

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pada tahun 2014-2018, capaian APK pada jenjang pendidikan SD/MI
mengalami penurunan dari 109,10 di tahun 2014 menjadi 104,40 di tahun

Tabel 2.33.
APK Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -
2018

SD / MI (%) SMP / MTs (%)

No Tahun
Provinsi Nasional Provinsi Nasional

1 2014 109,10 110,68 100,54 96,91
2 2015 109,31 109,05 100,69 100,51
3 2016 109,46 108,00 100,72 100,72
4 2017 109,47 106,44 100,73 101,05
S 2018 104,40 105,09 99,80 102,10

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi

Banjarnegara (95,4).

Kasar

(APK)
kabupaten/kota pada tahun 2018, tertinggi adalah Kabupaten Batang (114,1),
dan terendah adalah Kabupaten Demak (98,3). Sedangkan APK SMP/MTs,
tertinggi adalah Kota Pekalongan (104,2) dan terendah adalah Kabupaten

SD/MI

di Jawa Tengah menurut
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.55.
APK SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2)

Gambar 2.56.
APK SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-
masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu.
Pada tahun 2014-2018, capaian APM pada jenjang pendidikan SD/MI
mengalami penurunan dari 98,32 menjadi 91,70. Sedangkan APM
SMP/MTs meningkat dari 77,83 menjadi 77,00. Jika dibandingkan dengan
capaian APM nasional sampai dengan tahun 2017, baik SD/MI maupun
SMP/MTS capaian Jawa Tengah lebih tinggi. Namun kondisi sebaliknya
terjadi di tahun 2018.
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Tabel 2.34.
APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -

2018
No Tahon SD/MI SMP/MTs
Provinsi Nasional Provinsi Nasional

1 2014 98,32 93,30 77,83 76,55
2 2015 98,43 93,53 79,51 80,76
3 2016 98,95 93,38 80,09 81,01
4 2017 98,97 93,73 80,11 76,29
S 2018 91,70 93,00 75,50 77,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Jawa Tengah menurut
kabupaten/kota pada tahun 2017, terlihat capaian tertinggi adalah Kota
Salatiga (125,53), dan terendah Kabupaten Banjarnegara (96,06). Sedangkan
APM SMP/MTs di Jawa Tengah pada tahun 2017, terlihat capaian tertinggi
adalah Kota Tegal (104,41), dan terendah Kabupaten Kendal (75,01).
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.57.

APM SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.58.

APM SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
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3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian APS tahun 2013-2017 pada usia 7-12 tahun cenderung
meningkat, dari 99,28 (tahun 2013) menjadi 99,62 (tahun 2017). Pada usia
13-15 tahun, APS meningkat dari 90,73 menjadi 95,48. Perkembangan APS
di Jawa Tengah sebagaimana berikut.

Tabel 2.35.
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Jenjang Pendidikan
2014 2015 2016 2017 2018
1 | SD/MI (7-12 th) 99,51 99,56 99,58 99,62 99,70
2 | SMP/MTs (13-15 th) 94,85 95,30 95,41 95,48 95,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selama tahun 2013-2017, APS usia 7-12 tahun Provinsi Jawa Tengah
selalu lebih baik dibandingkan nasional. Dan di tahun 2017, apabila
dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati
posisi ke-3 dalam capaian APS usia 7-12 tahun.

Tabel 2.36.
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Provinsi se-Pulau Jawa Dan
Nasional Tahun 2013 - 2017

No Provinsi/Nasional 2013 2014 2015 2016 2017
1. | D.I. Yogyakarta 99,96 99,94 99,89 99,84 99,87
2. | DKI Jakarta 99,40 99,47 99,56 99,61 99,67
3. | Jawa Tengah 99,28 99,51 99,56 99,58 99,62
4. | Jawa Timur 98,60 99,36 99,45 99,66 99,57
S. | Jawa Barat 98,85 99,30 99,57 99,54 99,51
6. | Banten 99,05 99,29 99,41 99,43 99,31

Nasional 98,42 98,92 99,09 99,09 99,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sementara itu untuk capaian APS usia 13-15 tahun dalam lima tahun
terakhir Provinsi Jawa Tengah selalu lebih baik dibandingkan nasional.
Namun di tahun 2017, apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau
Jawa, APS usia 13-15 tahun Jawa Tengah menempati posisi ke-5.

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Provinsi se-Pulau Jawa Dan
Nasional Tahun 2013-2017

No Provinsi/Nasional 2013 2014 2015 2016 2017
1. D.I. Yogyakarta 96,79 99,48 99,68 99,62 99,63
2. DKI Jakarta 95,47 96,69 97,19 97,47 97,64
3. Jawa Timur 91,32 96,36 96,53 96,69 96,77
4. Banten 92,83 94,87 95,29 95,59 95,67
5. Jawa Tengah 90,73 94,85 95,30 95,41 95,48
6. Jawa Barat 89,40 92,84 95,19 93,41 93,77

Nasional 90,81 94 .44 94,72 94,88 95,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
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4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang
pendidikan tertentu per 10.000 penduduk wusia sekolah. Rasio ini
mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung
seluruh penduduk usia sekolah.

Pada kurun waktu 2014-2018 ketersediaan sekolah pada jenjang
pendidikan SD/MI mengalami penurunan, namun meningkat untuk
jenjang pendidikan SMP/MTs. Pada jenjang SD/MI dari 23.378 wunit
menjadi 23.041 unit, sedangkan untuk SMP/MTs dari 5.026 unit menjadi
5.059 wunit. Perkembangan pada tahun 2014-2018 sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 2.38.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan
Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 | Jumlah SD/MI 23.378 23.291 23.244 23.070 23.041
2 | Jml SMP/MTs 5.026 4.996 4.929 4.935 5.059
3 |Jmlpendudukusia | 5 509 045 | 3.300.915 | 3.341.200 | 3.366.400 | 3.419.000
7 s.d 12 th
4 |Jmlpendudukusia | gu5 597 | 1685431 | 1.673.400 | 1.670.100 | 1.662.300
13 s.d 15 th

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000
penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2014-2018, rasio
tersebut mengalami peningkatan, dari 66,62 menjadi 67,39, dan telah
memenuhi kondisi ideal. Untuk SMP/MTs, dalam periode yang sama juga
mengalami peningkatan dari 26,80 menjadi 30,43, namun demikian belum
memenuhi rasio ideal sebesar 52,08.

Tabel 2.39.
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Penduduk Usia Sekolah
SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Ra§10 SD/MI per 10.000 penduduk 66,62 70,37 69,57 68,53 67,39
Usia 7 — 12 tahun
Rasio SMP/MTs per 10.000
2 penduduk Usia 13 — 15 tahun 26,80 29,64 29,46 29,55 30,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

5) Rasio Guru terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah
murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.
Melihat data rasio guru terhadap murid di Jawa Tengah selama
tahun 2014-2018, dapat tergambarkan bahwa kondisi ketersediaan guru
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dibandingkan murid cukup memadai baik untuk jenjang SD/MI maupun

SMP/MTs.
Tabel 2.40.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
No Jen;ja.ng Tahun
Pendidikan 2014 2015 | 2016 2017 2018

SD/MI
Jumlah guru 249.717 195.307 231.314 229.035 230.505
Jumlah murid 3.678.191 3.731.535 | 3.595.555 | 3.487.996 | 3.488.436
Rasio 14,73 19,01 15,62 15,21 15,13

II  SMP/MTs
Jumlah guru 119.996 73.418 108.408 122.959 124.429
Jumlah murid 1.773.646 1.690.182 | 1.645.171 | 1.659.765 | 1.667.813
Rasio 14,78 23,02 14,96 13,49 13,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

c. Pendidikan Menengah
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2014-2018, capaian APK SMA/SMK/MA meningkat
dari 73,05 menjadi 83,00. Meskipun meningkat cukup baik, apabila
dibandingkan dengan APK SMA/SMK/MA nasional, APK Jawa Tengah
masih pada kondisi lebih rendah dibandingkan nasional.

Tabel 2.41.
APK SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -

2018
No Tahun SMA/SMK/MA
Provinsi Nasional

1 2014 73,05 74,63
2 2015 74,01 75,53
3 2016 76,43 76,45
4 2017 78,01 81,95
5 2018 83,00 86,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Jawa Tengah
menurut kabupaten/kota pada tahun 2018 terlihat capaian tertinggi
adalah Kota Surakarta (100,4), dan terendah adalah Kabupaten Brebes
(58,6).
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. Kab/Kota Jawa Tengah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.59.
APK SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Pada tahun 2014-2018, APM SMA/SMK/MA di Jawa Tengah
meningkat dari 59,20 menjadi 61,80. Jika dibandingkan dengan capaian
nasional sampai dengan tahun 2017, APM SMA/SMK/MA Jawa Tengah
lebih baik dibandingkan nasional. Namun di tahun 2018, APM Jawa
Tengah berada pada kondisi lebih rendah dibandingkan nasional.
Rendahnya APM Jawa Tengah disebabkan beberapa hal antara lain
kemampuan ekonomi masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs tidak
mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih
memilih untuk bekerja) dan keberadaan sekolah menengah, terutama
SMK (belum semua kecamatan terdapat SMA/SMK/MA).

Tabel 2.42.
APM SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -

2018
APM SMA/SMK/MA
No Tahun
Provinsi Nasional
1 2014 59,20 55,88
2 2015 60,18 57,15
3 2016 62,21 59,10
4 2017 64,02 61,20
S 2018 61,80 63,70
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah,
2019

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA di Jawa Tengah
menurut kabupaten/kota pada tahun 2018, terlihat capaian tertinggi

adalah Kabupaten Boyolali (86,2), dan terendah adalah Kabupaten
Brebes (42,8).
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.60.

APM SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018

3) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian APS pendidikan menengah di Jawa Tengah cenderung
meningkat, namun demikian kondisi tersebut belum sebanding dengan
capaian APS SMP/MTs. Rendahnya APS pendidikan menengah antara
lain disebabkan belum memadainya jumlah SMA/SMK/MA di beberapa
wilayah kecamatan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat
(sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja). Bahkan jika
dibandingkan APS Nasional, APS Jawa Tengah berada dibawah nasional
selama kurun waktu lima tahun terakhir.

74
72 - 70,61 70,83 a2
70 - a
68 = - = —
66 63.8a 67,54 67,66 67,95 8,48
64
62
60
58 59,81
56
54

2013 2014 2015 2016 2017

—a— Jawa Tengah - Nasional

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.61.

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dan
Nasional Tahun 2013 - 2017

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, pada tahun
2017 APS SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-4
setelah Provinsi DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan diatas Provinsi Banten

serta Jawa Barat.
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Tabel 2.43.
APS SMA/SMK/MA Provinsi se-Pulau Jawa Dan Nasional Tahun 2013-2017

No Provinsi/Nasional 2013 2014 2015 2016 2017
1. D.I. Yogyakarta 81,41 86,44 86,78 87,20 87,61
2. Jawa Timur 62,32 70,25 70,44 70,54 71,51
3. DKI Jakarta 66,09 70,23 70,73 70,83 71,50
4. Jawa Tengah 59,88 67,54 67,66 67,95 68,48
S. Banten 62,89 66,25 66,73 67,00 67,77
6. Jawa Barat 59,98 65,48 65,72 65,82 66,62

Nasional 63,84 70,31 70,61 70,83 71,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan
jumlah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah menengah.
Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan SMA/SMK/MA
mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah.

Pada kurun waktu 2014-2018, jumlah SMA/SMK/MA meningkat
dari 2.881 unit menjadi 3.215 unit, dengan jumlah jumlah penduduk
usia 16-18 tahun tahun 2014 sebanyak 1.556.312 orang menjadi
1.696.000 orang. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah
untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2014-2018 mengalami
peningkatan dari 18,51 menjadi 18,95.

Tabel 2.44.
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah SMA/SMK/MA 2.881 2.388 2.361 3.000 3.215

Jumlah penduduk usia
16-18 th

Rasio SMA/SMK/MA
per 10.000 penduduk 18,51 15,37 15,54 18,89 18,95
Usia 16 — 18 tahun

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

1.556.312 1.553.498 1.519.321 1.587.478 | 1.696.000

S5) Rasio Guru terhadap Murid
Pada tahun 2014-2018, rasio ketersediaan guru per 10.000 jumlah
murid SMA/SMK/MA di Jawa Tengah membaik, yaitu dari 1:922 menjadi
1:765.
Tabel 2.45.
Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah guru 105.874 59.908 60.507 97.100 97.170
Jumlah murid 1.151.909 1.149.668 1.161.164 1.238.330 1.270.167
Rasio 1:919 1:521 1:521 1:784 1:765

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
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6) Serapan Tamatan SMK

Serapan tamatan SMK di Jawa Tengah yang bekerja pada tahun
2018 cenderung meningkat dibanding tahun 2017, termasuk yang
menjadi wirausaha juga meningkat cukup tinggi. Sementara itu, jumlah
yang belum bekerja di tahun 2018 semakin menurun. Lulusan SMK yang
belum bekerja antara lain disebabkan karena belum mengikuti uji
kompetensi (bersertifikat), belum berpengalaman kerja, usia lulusan SMK
yang belum cukup memenuhi persyaratan usia kerja, kemampuan
berwirausaha yang rendah, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang
lebih tinggi.

Tabel 2.46.
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah siswa kelas III/IV 160.988 | 169.842 | 188.970 195.354 | 164.231
Jumlah lulusan 159.652 | 169.095 | 188.308 194.768 164.231
- Bekerja 120.314 | 117.961 99.558 100.500 | 111.096
- Wirausaha 1.373 1.623 1.393 1.266 13.159
- Melanjutkan 28.865 37.793 49.412 55.762 22.568
- Belum bekerja 9.100 11.178 | 37.944 37.240 17.048

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Pendidikan Khusus
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2014-2018, capaian APK Pendidikan Khusus di Jawa
Tengah meningkat dari 54,00 menjadi 65,39. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Khusus menurut kabupaten/kota pada tahun 2018 terlihat
capaian tertinggi adalah Kabupaten Magelang (98,29), dan terendah adalah
Kabupaten Brebes (22,88).

Rendahnya APK Pendidikan Khusus disebabkan beberapa hal antara
lain kemampuan ekonomi masyarakat, keterbatasan akses SLB, kesadaran
masyarakat dan belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan khusus
melalui inklusi di sekolah reguler.
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.62.

APK Pendidikan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.63.

APK Pendidikan Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018

Pada tahun 2014-2018 jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus
yang sudah bersekolah di SLB mengalami peningkatan dari 14.735 menjadi
17.955, dari jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus sebanyak
29.436 pada tahun 2018. Jumlah Sekolah Luar Biasa juga meningkat dari 164
menjadi 187.

Tabel 2.47.
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, SLB, dan Rasio Anak Berkebutuhan
Khusus Yang Bersekolah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah anak usia sekolah
berkebutuhan khusus yang sudah 14.735 14.444 15.405 16.618 17.955
sekolah di SLB
Jumlah anak usia sekolah
berkebutuhan Khusus 35.420 35.541 35.872 37.085 29.436
Jumlah Sekolah Luar Biasa 164 172 182 185 187
Rasio jumlah Anak Usia Sekolah
berkebutuhan khusus yang sudah
sekolah : Jumlah anak usia sekolah 0,416 0,406 0,429 0,448 0,609
berkebutuhan khusus
Rasio jumlah Anak Berkebutuhan
Khusus - Jumlah SLB 215,976 | 206,634 | 197,099 | 200,459 | 157,412

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan
yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada
suatu wilayah. Selama kurun waktu 2013-2017, APT tingkat SD dan SMA
cenderung menurun, dan APT SMP cenderung meningkat. Hal tersebut
menggambarkan bahwa jumlah penduduk lulusan SD di Jawa Tengah
semakin menurun, dan bergeser pada tingkatan SMP. Namun demikian,
masih cukup tingginya persentase penduduk yang hanya menamatkan
pendidikan sampai dengan SD/MI disebabkan oleh banyaknya penduduk

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 70



yang masih berpendidikan SD tidak mengikuti ujian persamaan, belum
optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang
lebih tinggi, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian
persamaanSMP dan SMA.

APT SMA pada periode yang sama juga cenderung menurun, meskipun
di tahun 2017 angkanya meningkat dibandingkan tahun 2016, yang artinya
sebagian penduduk lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan
menengah. Inilah yang menjadi tantangan ke depan yaitu bagaimana
mendorong upaya peningkatan jumlah penduduk yang berkualifikasi
pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi
SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

Tabel 2.48.

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Angkatan

Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tahun Jumlah Jumlah
SD APT SLTP APT SLTA + APT
2013 16.986.776 | 8.574.472 | 50,48 |3.182.203| 18,73 |4.207.373 | 24,77 | 15.964.048
2014 17.547.026 | 8.983.154 | 51,19 |3.118.191| 17,77 | 4.449.337 | 25,35 [16.550.682
2015 17.298.925 | 5.530.439 | 31,97 | 3.344.253| 19,33 | 2.086.195| 12,06 |10.960.887
2016 18.010.612 | 5.516.851 | 30,63 | 3.451.745| 19,06 | 1.916.989 | 10,64 | 10.885.585
2017 17.186.674 | 5.369.117 | 31,24 | 3.402.961| 19,80 | 3.480.301 | 20,25 |12.252.380
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
f. Fasilitas Pendidikan
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya

dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional
pendidikan. Pada tahun 2014-2018, kondisi ruang kelas pada jenjang
(SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) mengalami
penurunan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)
mengalami peningkatan.

pendidikan dasar

Tabel 2.49.
Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa
Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 - 2018 (%)

Tahun
No Jenjang
2014 2015" 2016 2017 2018
1 | SD/MI/SDLB 95,02 67,97 68,53 70,15 70,76
2 | SMP/MTs/SMPLB 98,82 79,36 80,42 80,50 80,99
3 | SMA/SMK/MA 82,00 84,33 86,32 88,01 90,02

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Ket:"tidak termasuk mebelair

g. Angka Putus Sekolah (APS)

Pada kurun waktu 2014-2018, angka putus sekolah untuk jenjang
pendikan dasar dan menengah mengalami penurunan. Pada SD/MI/ SDLB,
dari 0,09 menjadi 0,050; SMP/MTs/SMPLB dari 0,30 menjadi 0,10; serta
SMA/SMK/MA, dari 0,06 menjadi 0,050.
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Tabel 2.50.

Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Jenjang Pendidikan
2014 2015 2016 2017 2018
1 SD/MI/SDLB 0,09 0,077 0,062 0,060 0,050
2 SMP/MTs/SMPLB 0,30 0,232 0,190 0,170 0,10
3 SMA/SMK/MA 0,06 0,059 0,060 0,059 0,050
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,2019
h. Angka Kelulusan
Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam

menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian
Angka Kelulusan pada tahun 2014-2018 wuntuk jenjang SD/MI/SDLB
mengalami peningkatan dari 99,95 menjadi 99,99, namun tidak demikian
halnya dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB yang mengalami penurunan dari
99,98 menjadi 99,81. Untuk jenjang SMA/SMK/MA angka kelulusan di tahun
2018 sangat baik mencapai angka 100, dimana di tahun-tahun sebelumnya
masih berada dibawah 100.
Tabel 2.51.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Jenjang Pendidikan
2014 2015 2016 2017 2018
1 SD/MI/SDLB 99,95 99,99 99,99 99,99 99,99
2 SMP/MTs/SMPLB 99,98 99,81 99,99 99,97 99,81
3 SMA/SMK/MA 99,94 99,97 99,98 99,99 100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

i. Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang
pendidikan berikutnya selama kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami
peningkatan baik pada jenjang SD/MI ke SMP/MTs maupun untuk SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA.

Tabel 2.52.
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
1 ke SMP/MTs 97,13 97,89 97,89 99,99 99,99
Angka Melanjutkan (AM) dari
2 SMP/MTs ke SMA/SMK /MA 83,18 83,90 83,90 99,97 99,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

j- Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik
yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional
Pendidikan. Kondisi pada tahun 2014-2018, capaian kinerjanya menunjukkan
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peningkatan, yaitu untuk jenjang PAUD dari 31,05 menjadi 49,85; kemudian
SD/MI/SDLB dari 53,61 menjadi 86,44; SMP/MTS dari 86,41 menjadi 95,72;
dan SMA/SMK/MA dari 93,50 menjadi 98,86.
Tabel 2.53.
Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun
2014 2015 2016 2017 2018

No Uraian

1 Pendidik PAUD berkualifikasi
S1/D4

2 Pendidik SD/MI/SDLB
berkualifikasi S1/D4

3 | Pendidik SMP/MTs/SMPLB
berkualifikasi S1/D4

4 Pendidik SMA/SMK/MA
berkualifikasi S1/D4

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

31,10 46,66 | 47,27 | 48,69 | 49,85

53,61 77,90 78,80 84,10 86,44

86,41 91,45 92,55 94,10 95,72

93,50 96,89 96,95 97,69 98,86

2. Kesehatan
a. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk
Puskesmas merupakan  fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2018, rasio puskesmas
terhadap jumlah penduduk semakin kecil dibandingkan dengan tahun 2014
sebesar 1:21.871. Hal ini menandakan bahwa pelayanan puskesmas semakin
optimal yang artinya 1 unit Puskesmas melayani 21.871 penduduk di tahun
2018. Kondisi ini sudah memenuhi standar ideal oleh Permenkes yaitu 1
puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun, dalam rangka mendukung
pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dari BPJS, pelayanan di Puskesmas
masih perlu ditingkatkan utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
Tabel 2.54.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

No Tahun Rasio Puskesmas
1 2014 1:37.610

2 2015 1:38.599

3 2016 1:38.879

4 2017 1:24.922 (FKTP)
S 2018 1:21.871 (FKTP)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

b. Rasio dokter persatuan penduduk

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan
dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan. Dalam kurun waktu 2014-2018 rasio dokter per
satuan penduduk di Jawa Tengah cenderung meningkat, terutama untuk
dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, meskipun dokter spesialis di
tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Hal yang perlu mendapatkan
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perhatian adalah pemerataan dokter utamanya pada penempatan fasilitas
pelayanan tingkat pertama (puskesmas).

Tabel 2.55.
Rasio Dokter Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
2014 4.188 12,40 2.706 8,01 1.071 3,17
2015 4.188 12,40 2.706 8,01 1.071 3,17
2016 4.429 13,02 4.486 13,19 1.070 3,15
2017 4.467 13,06 4.517 13,21 1.121 3,28
2018 6.004 16,00 9.327 13,00 1.495 4,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksankan oleh dokter
juga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi,
dan tenaga gizi juga penting keberadaannya, karena mendukung pelayanan
kesehatan agar semakin optimal. Dari keempat tenaga paramedis tersebut,
sampai dengan tahun 2017 rasio perawat masih relatif kecil yaitu sebesar
0,85. Rasio terbesar adalah bidan dikarenakan adanya perekrutan bidan PTT
guna memenuhi satu bidan satu desa.

Tabel 2.56.
Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Perawat Bidan Tenaga Farmasi Tenaga Gizi
Tahun

Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio
2013 28.483 0,856 16.284 0,490 3.850 0,116 1.572 0,047
2014 28.483 0,849 16.284 0,485 5.982 0,178 1.572 0,046
2015 28.483 0,855 16.284 0,488 5.982 0,178 1.572 0,046
2016 29.150 0,90 15.017 0,484 2.208 0,153 1.573 0,046
2017 34.892 0,85 19.966 0,58 5.546 0,16 1.728 0,50

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

d. Persentase rumah sakit yang dibina untuk akreditasi

Akreditasi terhadap suatu layanan merupakan indikator jaminan mutu
utamanya pada pelayanan rumah sakit. Pengakuan terhadap rumah sakit
yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut
dinilai telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk
meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.
Jumlah Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan pada tahun
2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dimana penilaian
akreditasi pelayanan menggunakan versi tahun 2012 dan banyak rumah sakit
yang habis masa akreditasinya pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun
2013-2015 cenderung meningkat dikarenakan adanya pendampingan dari
komite akreditasi rumah sakit serta merupakan salah satu syarat dalam
pelaksanaan ijin operasional.
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Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan di Rumah Sakit perlu
adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui pemenuhan sarana dan
prasarana yang menunjang syarat pelaksanaan akreditasi.

Tabel 2.57.
Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun Jumlah Rumah Sakit Jumlah Z;l:f d‘iltiz:lila untuk Persentase
2014 284 118 66,19
2015 276 188 68,12
2016" 279 65 23,29
2017 279 134 48,03
2018 287 201 70,03

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya
dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran
kebutuhan dasar maka dilaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional
Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan JKN Non PBI APBN. Pada tahun 2018
penerima manfaat jamkesda mengalami penurunan dikarenakan adanya
perubahan mekanisme pengcoveran penduduk miskin penerima manfaat
berdasarkan data BDT.

Tabel 2.58.
Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Jumlah Penduduk Jumlah yang Jumlah yang
Tahun Miskin-Rentan menerima % menerima %
Miskin Jamkesmas Jamkesda
2014** 15.758.436 14.151.037 89,80 1.300.587 8,25
2015** 15.758.436 14.151.037 89,80 1.300.587 8,25
2016** 15.758.436 14.152.522 89,81 1.605.914 10,19
2017 15.758.436 15.405.248 97,76 926.342 5,88
2018 15.522.000 15.449.972 99,54 357.962 2,31

Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2018
Keterangan : *) sumber Kementrian kesehatan

**) sumber PPLS 2011

***) Sumber PBDT 2015

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum yang harus ditangani sesuai kewenangan
provinsi meliputi jalan, jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, dan
jasa konstruksi.
a. Jalan dan Jembatan

Panjang jalan di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan provinsi
sebesar 7,70% dari total panjang jalan di Jawa Tengah (31.244,380 km).
Sebagian besar jalan di Jawa Tengah (87,44%) merupakan kewenangan
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Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional

(4,86%).

Kondisi jalan kewenangan provinsi yang telah sesuai dengan standar
yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 841,90 km
atau 35,01%. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59.
Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan
Tahun 2018

Kondisi Ruas Jalan
Kewenangan . - To.tal
Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Panjang

km % km % km % Km % (km)
Nasional 783,65 | 51,62 669,86 | 44,13 58,46 | 3,85 6,11 0,40 1.518,090
Provinsi 2.154,657 | 89,60 250,094 | 10,40 0,000 | 0,00 0,000 | 0,00 2.404,741
Kabupaten/Kota 15.790,98 | 59,41 4.181,97 | 15,73 3.620,22 | 13,62 2.984,98 | 11,23 26.578,15
Jumlah Jateng 18.712,50 | 61,35 5.143,90 | 19,61 3.652,57 | 11,98 2.992,00 9,81 30.500,98

Catatan :

- Sumber Kondisi Jalan Nasional : SNVT P2JN Jawa Tengah, 2019
- Sumber Kondisi Jalan Provinsi : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2019
- Sumber Kondisi Jalan Kabupaten / Kota : Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2019

b. Sumber Daya Air
Pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah menghadapi tantangan
yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas
daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan
meningkat, baik penyediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian,
industri, pemukiman, dan sektor lainnya. Di Jawa Tengah, kebutuhan air
irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m3/tahun dengan asumsi
memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim
tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Sedangkan
ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum)
mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir (2014-2018) dari 52,33%
menjadi 60,89%.
Tabel 2.60.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -

2018
Tahun
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

Kebutuhan Air Baku (juta m?/tahun) 708,49 | 734,15 | 739,65 | 745,02 | 750,25
(air minum, industri, dan lain-lain) ’ ’ ’ ’ ’
Ketersediaan Air Baku (juta m3/tahun)

(air minum, industri, dan lain-lain) 381,21 400,04 417,83 435,84 456,83
Ketersediaan Air Baku (%) 52,33 54,49 56,49 58,50 60,89

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pemenuhan kebutuhan air antara lain dapat diperoleh dari sungai,
waduk, embung dan irigasi. Salah satu sumber penyediaan air baku adalah
waduk. Di Jawa Tengah terdapat 9 waduk besar dengan ketersediaan air
sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.
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Tabel 2.61.
Ketersediaan Air Waduk Besar (> 10.000.000 m?3) Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018

Nama Kapasitas Elevasi (m) Volume ( juta m3) Persentase
No. Waduk Areal (Ha) . . L.
Juta m3 | Rencana | Realisasi | Rencana Realisasi Realisasi
1 Malahayu 35.162 31,14 48,85 48,75 3,957 3,758 94,97
2 | Cacaban 17.481 49,02 67,27 71,08 5,986 16,315 272,55
3 | Rawapening 19.972 49,90 460,98 460,90 15,398 14,560 94,56
4 | Kedungombo 59.544 689,09 77,70 72,80 228,402 134,819 59,03
S | Wonogiri 28.109 440,00 127,68 128,00 72,396 79,033 109,17
6 | Sempor 6.485 38,04 54,70 67,44 10,286 29,620 287,96
7 | Wadaslintang 31.109 388,72 166,00 159,03 208,492 153,791 73,76
8 | Sudirman 8.400 23,24 227,50 230,11 4,510 14,840 329,05
9 | Jatibarang - 17,67 149,30 146,69 17,670 8,354 47,28
JUMLAH 206.262 1.726,82 567,097 455,090 80,25
Persentase 100 % 80% 14%

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan: *) Data dinamis per Bulan Desember 2018
Rasio ketersediaan air berdasarkan volume rencana dan realisasi:

>100% : Volume di atas rencana
85%-100% : Volume sesuai rencana

<85% : Volume dibawah rencana

0% : Waduk dalam keadaan air habis

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terdapat 3 waduk besar yang
realisasi ketersediaan airnya dibawah rencana yang dimiliki yaitu waduk
Kedungombo, Wadaslintang, dan Jatibarang. Kondisi tersebut disebabkan
pada akhir tahun 2018 curah hujan menurun/kecil sehingga inflow waduk
berkurang yang menyebabkan realisasi volume waduk lebih kecil dari rencana
volume waduk.

fEramfilk Worlasrryes Wimol il SE 1SS T E PGS -
S owamFeaaan

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.64.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3)
Tahun 2014-2018

Grafik diatas menunjukan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke
tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara
bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan
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Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk
di Jawa Tengah mengalami penurunan kebutuhan air di Jawa Tengah tetap
bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk
mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui
Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen
hujan.

Dukungan terhadap ketahanan pangan selain melalui pembangunan
embung, ditempuh juga dengan pengelolaan irigasi. Di Jawa Tengah, total luas
area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan
pusat seluas 347.674 ha (36,45%), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865
ha (9,11%) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha
(54,44%).

Tabel 2.62.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah
No. Kewenz;:nigg::iDaerah Luas Area (ha) % Dill'lia:‘otal J umi:?g;):;erah
. | Pusat 347.674 36,45% 33
2. | Provinsi 86.865 9,11% 108
3. | Kab/Kota 519.265 54,44% 11.401
Total Jawa Tengah 953.804 100,00% 11.542

Sumber: Permen PUPR RI No.14/PRT/M/2015

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan
irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun
demikian, masih dijumpai jaringan irigasi dalam kondisi rusak hingga rusak
ringan dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Kerusakan jaringan irigasi
sampai tahun 2018 tidak ada yang masuk dalam kategori rusak berat, namun
demikian jaringan irigasi dengan kondisi rusak ringan sampai sedang
jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya
rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.63.
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
Tahun 2014 - 2018

Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi
Tahun Baik Ringan Sedang Berat {(:;asl
Ha % Ha % Ha % Ha % (Ha)
2014 2.560 4 63.790 70 20.336 23 179 3 86.865
2015 1.528 4 67.473 72 17.804 23 60 1 86.865
2016 1.730 6 67.754 73 17.044 19 337 2 86.865
2017 4.433 6 64.207 74 18.225 20 0] 0 86.865
2018 4.941 7 63.349 75 18.575 18 0 0 86.865

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan
membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup
dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Jawa
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Tengah adalah sebesar 28,24 milyar m3/tahun. Rincian kebutuhan air di Jawa
Tengah sebagaiman tabel berikut.
Tabel 2.64.
Kebutuhan Air Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Uraian Jumlah Satuan Kebutuhan air Jumlah

Penduduk (ltr/hari/org) (m3/tahun)
Jumlah Penduduk 34.019.110 orang 120 1.490.037.018
Lahan Padi 307.943,47 Ha 1 9.717.956.966
Lahan Padi Tadah 873.438,57 Ha 0,3 8.269.087.519
Hujan
Lahan Kering 907.979,00 Ha 0,3 8.595.091.397
Lainnya

946.310
Industri (jumlah Jiwa 500 172.701.575
tenaga kerja)
Total 28.245.874.474

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan hal tersebut, maka daya dukung lingkungan dalam
menyediakan air bagi kebutuhan layak penduduk Jawa Tengah mengalami
defisit sebesar 9,06%. Untuk mencukupi kebutuhan yang defisit dilakukan
dengan pengambilan air tanah CAT lintas kabupaten/kota maupun CAT
kabupaten/kota. Secara rinci hitungan daya dukung air dapat dilihat dalam
tabel berikut.

Tabel 2.65.

Daya Dukung Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
No Daya Dukung Air (Ni]illl;::'arlrlﬂ) Keterangan
1 Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air 25,69
5 Kebutqhan Air (layak ur}tuk seluruh kegiatan 34.26

manusia 1.000 m3/kapita/tahun standar WHO) ’

3 Kebutuhan Air per Kegiatan 28,25
4 Defisit pemenuhan kebutuhan air layak 2,56 9,06%
5 Daya Dukung Air Permukaan 0,91
6 Potensi CAT lintas dan dalam kabupaten kota 7,57 Surplus

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam memenuhi kebutuhan air di Jawa Tengah diperlukan komitmen
bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air
(politik air) dikarenakan air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah
dan lintas kepentingan. Adapun untuk mendukung Proyek Strategis Nasional
(PSN) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
berperan melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

c. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan pada tahun 2017
sebesar 80,98% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun
2016 sebesar 80,45%. Sedangkan untuk perdesaan, cakupan pelayanan akses
air minum pada tahun 2017 sebesar 72,80% sama jika dibandingkan dengan
tahun 2016. Untuk cakupan layanan sanitasi pada tahun 2017 sebesar
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80,00% yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016
yaitu sebesar 77,00%.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air
minum di Jawa Tengah maka berdasarkan MoU bersama Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pada tahun 2011 telah direncanakan
Pembangunan 8 (delapan) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air
curah bagi PDAM kabupaten/kota. dengan tahun 2017 telah
terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas dan terdapat 3 (tiga) SPAM
Regional
Wososukas, Petanglong, dan Keburejo.

Tabel 2.66.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

Sampai

lainnya dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Air Minum
- Perkotaan (%) 63,99 72,48 75,76 80,45 80,98
- Perdesaan (%) 49,13 65,57 68,00 72,80 72,80
2 Sanitasi (%) 64,50 76,94 77,00 77,07 80,00

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka pengelolaan layanan air minum dan sanitasi yang

berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan

kelompok masyarakat pengelolanya dimana kondisi pengelolaannya

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Akses Kondisi PDAM Kondisi Kondisi Sanitasi
. BPSPAM Akses
Kabupaten/ Air Akses . Sanitasi
abup Minum |AirMinum| Kapasi- Jum- . .
Kota Status Fung Air
Perkota-|Perdesaan tas Kiner- lah si Limbah Nama/Loka Status [Jumlah
an Produk- : BPSPA . tmba SiIPLT Operasi | KPP
. ja Baik
si M
Cilacap 69,28 77,60 649,83 Sehat 100 75 71,52 Tritih Lor Beroperasi 1
Banyumas 83,08 | 5867 | 700,99 | Sehat 134 116 | 85,20 Gumlgngug Tidak 30
Purbalingga 80,00 66,00 425,29 Sehat 120 115 62,00 - -
Banjarnegara 85,00 66,50 199,03 |Kurang 108 91 41,04 - -
Kebumen 99,00 33,76 259,80 Sehat 113 96 80,23 Kaligending | Beroperasi 14
Purworejo 86,34 86,05 207,71 Sehat 128 123 81,27 Jetis Tidak 17
Wonosobo 83,63 88,01 1. 189’5 Sehat 115 106 51,36 Wonorejo Beroperasi | n/a
Magelang 80,88 78,55 779,69 Sehat 140 137 83,64 - - 12
Boyolali 18,52 65,74 366,42 Sehat 110 101 88,29 Winong Tidak 32
Klaten 90,02 84,34 514,55 Sehat 109 99 88,22 Jomboran Beroperasi 50
Sukoharjo 73,86 72,66 251,24 Sehat 88 72 72,38 Mojorejo Beroperasi 10
Wonogiri 91,45 74,28 396,80 Sehat 114 108 87,03 - - 33
Karanganyar 71,53 | 70,56 | 566,79 | Sehat 109 107 | 87,20 Mojo Beroperasi | 30
Gedang
Sragen 100,00 67,88 721,20 Sehat 138 129 78,53 Tanggan Beroperasi 20
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Akses Kondisi PDAM Kondisi Kondisi Sanitasi
. BPSPAM Akses
b ten/ Air Akses s Sanitasi|
Kabupa Minum |AirMinum| Kapasi- Jum- . .
Kota tas Status lah Fung Air | Nama/Loka Status [Jumlah
Perkota-|Perdesaan Kiner- si Limbah i i
an Produk- . BPSPA . siIPLT Operasi KPP
. ja Baik
si M
Kuran .
Grobogan 78,00 72,00 372,00 " 111 83 64,00 Ngembak Beroperasi | n/a
Blora 85,13 94,81 176,59 Sehat 127 116 85,54 Temurejo Beroperasi 20
Rembang 77,49 75,20 192,36 Sehat 119 102 88,19 Kerep Beroperasi 21
Pati 84,08 74,07 258,08 Sehat 141 130 86,52 Sukoharjo Beroperasi 22
Kudus 89,00 85,03 366,60 | Sehat 69 60 86,34 | Tanjungrejo | Beroperasi 50
Jepara 86,92 55,33 470,70 Sehat 33 32 82,85 Bandengan Beroperasi 95
Demak 56,35 73,62 441,26 Sehat 118 105 55,76 Kalikondang Tidak 6
Semarang 91,61 86,49 464,14 Sehat 103 102 87,83 - - 39
Temanggung 82,50 70,61 388,38 Sehat 119 119 89,74 Kranggan Konstruksi | n/a
Kendal 12,71 57,88 487,71 Sehat 105 95 68,59 - - 13
Batang 80,20 | 65,00 | 417,50 | Sehat 107 103 | 70,76 Randu Beroperasi | 4
Kuning
Pekalongan 76,26 78,10 131,50 Sehat 114 107 69,85 Wiradesa Konstruksi 4
Pemalang 98,31 82,44 371,74 Sehat 124 104 70,48 | Pegongsoran | Beroperasi 3
Tegal 85,30 66,56 326,23 Sehat 104 79 87,56 Kedungjati Beroperasi | n/a
Brebes 88,80 88,80 327,26 Sehat 107 87 77,48 - - 1
Kota Magelang 88,00 0 501,88 Sehat 0 0 96,85 Tegal rejo Beroperasi 21
Kota Surakarta 81,85 0 775,92 Sehat 0 0 97,35 | Putri Cempo | Beroperasi 50
Kota Salatiga 81,20 0 285,56 Sehat 0 0 82,96 Ngronggo Tidak n/a
Kota Semarang 82,00 0 3'4; 1,2 Sehat 88 66 96,50 | Tambak Lor | Beroperasi 1
Kota 85,12 0 382,50 | Sehat 47 43 | 91,42 Dega Beroperasi | 50
Pekalongan ’ ’ ’ sayu p
Kota Tegal 54,00 0 244,63 Sehat 0 0 80,00 Muara Rejo | Beroperasi 8
Jawa Tengah 80,98 72,80 |17.942,76 3362 3008 80,00

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

d.

Jasa Konstruksi

Pengelolaan jasa konstruksi

di

Jawa Tengah pada tahun 2017

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Sertifikasi Hasil Uji

pada tahun 2017 mencapai
dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 1.671.

1.853 mengalami peningkatan kondisi jika

Informasi Jasa

Kontruksi pada tahun 2017 sejumlah 4 kegiatan meningkat jika dibandingkan

dengan tahun 2016 sejumlah 3 kegiatan. Demikian pula dengan pelaku jasa

konstruksi di tahun 2017 sejumlah 1.228 orang meningkat jika dibandingkan

dengan tahun 2016 sebesar 1.065 orang.
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Tabel 2.68.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
Sertifikasi Hasil Uji (SHU) 573 899 1.426 1.671 1.853
2 | Informasi Jasa Kontruksi 2 3 2 3 4
{sosialisasi, bintek terkait jakon
(peraturan jasa konstruksi, HSD,
HSPK, dsb), pelaksanaan event |/
pameran}
3 | Pelaku Jasa Kontruksi (orang) 585 630 1.230 1.065 1.228

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

2) Penataan Ruang

Pelayanan umum urusan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah
diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang
terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud
ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang
sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat
dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta
pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan,
bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu
disusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,
dan telah dilakukan revisi terkait dengan kesesuaian dengan kebutuhan
ruang untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terjadinya
dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, revisi RTRW Nasional,
serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional.

Sebagai penjabaran RTRW Provinsi Jawa Tengah, baru ditetapkan 1
(satu) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis
Provinsi (KSP), yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang dari 25 (dua puluh lima)
Kawasan Strategis.

Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah memiliki Perda
RTRW, tetapi belum ada yang memiliki Perda RDTR. Terhadap perda RTRW,
seluruh kabupaten/kota melaksanakan proses Revisi RTRW, tetapi baru 2
(dua) Kabupaten yang telah menetapkan perda Revisi RTRW, yaitu Kabupaten
Pemalang dan Kabupaten Sukoharjo.
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Tabel 2.69.
Kondisi RTRW Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018%)

Revisi Proses Proses Proses . Perda
No Kabupaten/Kota Dan PK Rekom Persub Evaluasi Baru
Gub ATR Gub
1 | Cilacap \ \
2 | Banyumas \
3 | Purbalingga \ \ \
4 | Banjarnegara \
S | Kebumen \
6 | Purworejo \
7 | Wonosobo \
8 | Magelang \
9 | Boyolali \ \ \
10 | Klaten \
11 | Sukoharjo \/ V V Xl \/
12 | Wonogiri \ \
13 | Karanganyar \ \ \
14 | Sragen V v
15 | Grobogan \
16 | Blora \ \
17 | Rembang v
18 | Pati v
19 | Kudus \
20 | Jepara \
21 | Demak \ \ \
22 | Semarang \/
23 | Temanggung V
24 | Kendal \ \
25 | Batang \ \ \/
26 | Pekalongan \ \ \/
27 | Pemalang V \ \ \ \
28 | Tegal \
29 | Brebes V \
30 | Kota Magelang \ \ \
31 | Kota Surakarta V \
32 | Kota Salatiga \
33 | Kota Semarang \ \ \
34 | Kota Pekalongan V \
35 | Kota Tegal V \
JUMLAH 35 19 11 2 2
% 100 54,29 31,43 5,71 5,71

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2018
Keterangan: *) Data per 10 Agustus 2018
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Berdasarkan amanat UU 26/2007, mewajibkan pemenuhan ruang
terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20%. Amanat
tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ruang perkotaan yang
nyaman bagi masyarakat. Kondisi luasan RTH publik di Jawa Tengah, tahun
2017 sebesar 44.772 ha, atau sebesar 9,31% dari luas perkotaan di Jawa
Tengah.

Tabel 2.70.
Kodisi RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah Tahun 2017
Lusa Luas
No Kabupaten/Kota Perkotaan Luas RTH | Persentase | Kebutu haln Kekurangan
(Ha) (%) RTH Publik (Ha)
(Ha) (Ha)
1| Kota Semarang 38.674.00 |  4.980.41 12.88 7.734.80 2.75439
2 | Kab. Semarang 16.45546 |  1.974.71 12,00 3.291,09 1.316,38
3 | Kota Salatiga 527829 | 101348 19,20 1.055,66 42,18
4 | Kab. Kendal 16.19517 | 211092 13,03 3.239,03 1.128.11
5 | Kab. Demak 19.425,88 901,60 4,64 3.885,18 2.983,58
6 | Kab. Grobogan 18.853,02 |  3.156,31 16,74 3.770,60 614,29
7 | Kab. Pati 19.612,15 |  1.092,16 5,57 3.922.43 2.830.27
8 | Kab. Kudus 16.859,25 | 246593 14,63 3.371,85 905,92
9 | Kab. Jepara 15.603,01 1.440,88 9,23 3.120,60 1.679,72
10 | Kab. Blora 12.95582 |  1.768,32 13.65 2.591,16 822,84
11 | Kab. Rembang 767363 | 147821 19,26 153473 56,52
12 | Kab. Klaten 56.751,52 958,71 1,69 11.350,30 10.391,59
13 | Kab. Boyolali 14.702,98 172,72 1,17 2.940,60 2.767,88
14 | Kab. Wonogir 1499897 |  1.269,10 8,46 2.999.79 1.730,69
15 | Kab. Sukoharjo 1775434 | 1.12162 6,32 3.550,87 242925
16 | Kab. Sragen 10.230.29 536,74 5,25 2.046,06 1.509,32
17 | Kota Surakarta 471,77 644,55 13,68 942,35 297 80
18 | Kab. Karanganyar 1132922 | 1.834,14 16,19 2.265,84 431,70
19 | Kab. Purworejo 10.733,66 643,12 599 2.146,73 1.503 61
20 | Kab. Temanggung 4647.70 152,58 3,28 929,54 776,96
21 | Kab. Wonosobo 4.981,43 941,66 18,90 996,29 54 63
22 | Kab. Kebumen 1544403 | 226779 14,68 3.088,81 821,02
23 | Kab. Magelang 95.262.08 286.24 0,30 19.052.42 18.766,18
24 | Kota Magelang 17.515,23 70,23 0,40 3.503,05 3.432,82
25 | Kab. Banjamegara 6.308,32 396,51 B6,29 1.261,66 865,15
26 | Kab. Banyumas 6.308,32 |  1.130,54 17.92 1.261,66 131,12
27 | Kab. Batang 8.817,52 614,00 6,96 1.763,50 1.149,50
28 | Kab. Brebes 14.390,90 834,59 580 2.878,18 2.043,59
29 | Kab. Cilacap 37.762.77 | 512052 13,56 755255 2.432.03
30 | Kota Pekalongan 439475 388,54 8,84 878,95 490,41
31 | Kota Tegal 42922 13,28 3,09 85,84 72,56
32 | Kab. Pekalongan 7.193.66 24017 3,34 143873 1.198,56
33 | Kab. Pemalang 16.966,12 |  1.692,46 9,98 3.393,22 1.700,76
34 | Kab. Purbalingga 9.675,13 315,33 3,26 193503 1.619,70
35 | Kab. Tegal 7.827.85 783.25 10,01 1.565,57 782,32
JUMLAH 586.72346 | 44.772,04 9,31 117.344,69 72.533,35

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Selanjutnya seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan
rencana tata ruang. Kondisi saat ini, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Tengah sebesar 68,725%. Angka ini
tentu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui upaya pengendalian
pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat
merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah
ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan
dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan
Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Kebutuhan
rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju
pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sebesar 0,78% dimaknai juga sebagai
pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan
kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah /tempat tinggal sangat bergantung pada
sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan
dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi
kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh
kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap
antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan
Backlog rumabh.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah backlog rumah tahun 2015
sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan baik
sisi backlog kepenghunian maupun backlog kepemilikan. Berdasarkan
perhitungan data perumahan dari BPS tahun 2015-2017, laju pertumbuhan
rata—rata jumlah rumah di Jawa Tengah sebesar 0,25% per tahun. Angka rata-
rata laju pertumbuhan rumah tersebut tidak sebanding dengan laju
pertumbuhan rata — rata pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sebesar
0,71% per tahun pada tahun yang sama.

Tabel 2.71.
Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2017
2015 2016 2017
No | Kabupaten/Kota | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog
Milik Huni Milik Huni Milik Huni
1 | Kab.Cilacap 20.135 13.670 32.646 22.679 33.567 27.166
2 | Kab.Banyumas 21.384 14.077 29.630 10.546 35.597 20.585
3 | Kab.Purbalingga 10.976 9.679 11.783 9.773 17.222 12.611
4 | Kab.Banjarnegara 3.837 1.594 11.453 10.066 15.998 13.472
5 | Kab.Kebumen 19.142 14.983 20.562 17.866 32.727 28.145
6 | Kab.Purworejo 27.812 21.479 27.732 22.961 42.034 35.907
7 | Kab.Wonosobo 10.553 6.794 10.512 7.309 17.374 13.274
8 | Kab.Magelang 19.687 13.537 24.509 16.179 26.327 20.343
9 [ Kab.Boyolali 7.293 4.207 8.506 6.610 18.443 12.296
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2015 2016 2017
No | Kabupaten/Kota | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog
Milik Huni Milik Huni Milik Huni

10 | Kab.Klaten 21.644 16.274 27.504 21.953 46.233 37.381
11 | Kab.Sukoharjo 37.265 20.370 30.408 19.762 45.826 28.524
12 | Kab.Wonogiri 6.545 3.931 8.099 6.441 13.596 10.417
13 | Kab.Karanganyar 9.075 4.631 9.892 3.749 15.296 11.247
14 | Kab.Sragen 15.367 10.672 9.063 6.172 24.891 22.439
15 | Kab.Grobogan 12.091 8.683 17.407 16.544 24.885 19.207
16 | Kab.Blora 11.372 8.520 10.468 7.382 17.298 14.118
17 | Kab.Rembang 6.237 3.933 8.916 6.963 9.345 7.824
18 | Kab.Pati 12.658 9.073 17.879 16.568 23.240 20.447
19 | Kab.Kudus 18.966 13.890 12.377 10.536 15.271 11.077
20 | Kab.Jepara 13.956 10.274 18.930 16.949 31.954 26.733
21 | Kab.Demak 6.470 4.118 14.617 11.867 15.832 12.934
22 | Kab.Semarang 19.801 9.175 27.936 15.597 20.992 10.294
23 | Kab.Temanggung 8.617 3.939 10.482 7.989 11.566 8.316
24 [ Kab.Kendal 11.441 8.122 21.203 19.408 27.457 22.103
25 | Kab.Batang 6.814 3.908 7.402 5.774 13.732 11.734
26 | Kab.Pekalongan 14.603 12.948 20.518 18.788 32.780 29.183
27 | Kab.Pemalang 11.359 8.428 22.652 19.940 44.367 35.865
28 | Kab.Tegal 65.175 59.634 66.837 61.195 72.469 70.231
29 | Kab.Brebes 57.698 51.053 58.604 55.283 71.536 66.400
30 | KotaMagelang 9.035 4.850 10.628 4.644 12.775 7.236
31 | KotaSurakarta 58.084 25.145 54.313 26.496 60.653 33.446
32 | KotaSalatiga 13.758 3.209 13.510 4.376 19.772 6.732
33 | KotaSemarang 118.806 60.936 | 142.504 75.941 163.643 94.962
34 | KotaPekalongan 19.480 17.836 16.629 14.192 21.994 17.208
35 | KotaTegal 25.712 20.131 25.625 20.434 30.142 24.290

Jumlah Total 752.848 | 503.703 | 861.738 | 618.932 | 1.127.202 [ 844.226

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa tingkat pendapatan rumah
tangga juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk memiliki rumabh.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Miskin (Maskin)
akan sulit memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni karena
rendahnya pendapatan.

Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 di Jawa
Tengah, jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan tingkat kesejahteraan
40% terendah sebanyak 3.885.900 KRT. Dari 3.885.900 KRT, jumlah Kepala
Rumah Tangga (KRT) Miskin di Jawa Tengah yang tidak tidak memiliki rumah
dan tidak memiliki aset tanah sejumlah 359 KRT.
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Tabel 2.72.
Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) Tingkat Kesejahteraan 40%
Terendah Yang Belum Memiliki Rumah Di Jawa Tengah Tahun 2015

No Kabupaten/Kota Jumlah KRT No Kabupaten/Kota Jumlah KRT
1 Cilacap 27 19 Kudus S
2 Banyumas - 20 Jepara 17
3 | Purbalingga 10 21 Demak 28
4 | Banjarnegara 6 22 Semarang 3
S | Kebumen 2 23 Temanggung 12
6 | Purworejo 11 24 Kendal
7 | Wonosobo 2 25 Batang S
8 | Magelang 20 26 Pekalongan 34
9 | Boyolali - 27 Pemalang -
10 | Klaten 25 28 Tegal 58
11 | Sukoharjo - 29 Brebes 20
12 | Wonogiri 5 30 Kota Magelang 2
13 | Karanganyar - 31 Kota Surakarta 3
14 | Sragen 6 32 Kota Salatiga 1
15 | Grobogan - 33 Kota Semarang 4
16 | Blora 10 34 Kota Pekalongan -
17 | Rembang 14 35 Kota Tegal -
18 | Pati 23 Jumlah total 359

Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), 2015

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh
pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Jawa
Tengah tercatat sebesar 1.691.660 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

1) Prioritas 1, tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin)
tidak layak sebanyak : 72.935 KRT;

2) Prioritas 2, dua dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin)
tidak layak sebanyak : 848.387 KRT; dan

3) Prioritas 3, satu dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin)
tidak layak sebanyak : 770.338 KRT.

Tabel 2.73.
Persebaran Jumlah RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015

No Kabupaten/ Kota Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Jumlah

1 | Cilacap 3.775 35.908 44.614 84.297
2 | Banyumas 8.504 43.970 61.218 113.692
3 | Purbalingga 11.125 19.371 42.751 73.247
4 | Banjarnegara 3.720 8.829 19.152 31.701
S | Kebumen 1.848 17.144 29.521 48.513
6 | Purworejo 659 14.461 14.054 29.174
7 | Wonosobo 5.538 22.435 32.178 60.151
8 | Magelang 70 32.943 33.260 66.273
9 | Boyolali 96 34.271 22.619 56.986
10 | Klaten 19 7.031 17.725 24.775
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No Kabupaten/ Kota Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Jumlah
11 | Sukoharjo 9 6.272 12.093 18.374
12 | Wonogiri 28 16.804 28.981 45.813
13 | Karanganyar 33 3.000 11.979 15.012
14 | Sragen 25 36.120 16.004 52.149
15 | Grobogan 195 130.737 23.896 154.828
16 | Blora 72 78.017 14.757 92.846
17 | Rembang 42 39.118 20.493 59.653
18 | Pati 333 49.212 37.819 87.364
19 | Kudus 9 1.658 6.654 8.321
20 | Jepara 913 21.613 32.702 55.228
21 | Demak 89 53.822 35.136 89.047
22 | Semarang 34 22.696 18.825 41.555
23 | Temanggung 1.359 17.007 21.409 39.775
24 | Kendal 1.194 35.910 20.786 57.890
25 | Batang 5.205 25.858 20.137 51.200
26 | Pekalongan 3.870 7.949 13.203 25.022
27 | Pemalang 16.188 22.406 34.517 73.111
28 | Tegal 6.776 14.992 22.892 44.660
29 | Brebes 1.077 23.453 44.108 68.638
30 | Kota Magelang 4 102 706 812
31 | Kota Surakarta 6 210 1.736 1.952
32 | Kota Salatiga S 520 1.904 2.429
33 | Kota Semarang 108 4.159 10.042 14.309
34 | Kota Pekalongan 1 338 1.827 2.166
35 | Kota Tegal 6 51 640 697
Jumlah 72.935 848.387 770.338 1.691.660

Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), Tahun 2015

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011
dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh
Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini
dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin
di Jawa tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio
Rumah Layak Huni tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Jawa Tengah
dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.74.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

Sumber Pembiayaan
Tahun APBD APBD Swadaya/ Jumlah
APBN Prov. Kab/Kota CSR lainnya (Unit)
2013 22.545 2.344 40.366 " - - 65.255
2014 50.928 3.870 14.448" 1817 641" 70.068
2015 21.319 900 3.378Y 5727 - 26.169
2016 5.839 3.601 8.070" 1.045") - 18.555
2017 5.221 19.587 9.589" 445™) - 34.842
Total 105.852 30.302 75.851" 2.243™ 641™ 214.889

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018
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Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2019
Gambar 2.65.
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014-2018

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya
faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan yaitu:

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
provinsi;

b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan
bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data
rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018

No Kabupaten/Kota J u.mlflh Rusak Rusak R.usak
Kejadian Berat Sedang Ringan
1 Cilacap 67 54 91 576
2 Banyumas 45 38 28 239
3 Purbalingga 15 14 9 31
4 Banjarnegara 83 356 282 422
S Kebumen 32 10 25 139
6 Purworejo 9 - 2 9
7 Wonosobo 35 14 4 39
8 Magelang 72 10 10 228
9 Boyolali 28 6 73
10 [ Klaten 15 5 8 67
11 [ Sukoharjo 4 4 - 2
12 | Wonogiri 71 9 17 125
13 | Karanganyar 26 4 6 35
14 | Sragen 51 6 ) 113
15 | Grobogan 37 27 14 277
16 | Blora 12 16 11 66
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No | mabupaten/kota | ponll | TO | cedame | Ringan
17 | Rembang 4 - - 12
18 | Pati 57 19 15 36
19 | Kudus 55 7 2 37
20 | Jepara 35 12 6 21
21 | Demak 23 26 2 6
22 | Semarang 9 5 1 6
23 | Temanggung 60 15 12 111
24 | Kendal 34 8 18 54
25 | Batang 6 2 1 -
26 | Pekalongan 35 8 1 17
27 | Pemalang 14 10 12 12
28 | Tegal 53 20 15 9
29 | Brebes 49 39 134 168
30 | Kota Magelang 1 - - 1
31 | Kota Surakarta 8 4 1 -
32 | Kota Salatiga 1 - - -
33 | Kota Semarang 121 15 14 56
34 | Kota Pekalongan 7 1 8 1
35 | Kota Tegal 10 - 2 1
TOTAL 1.184 764 757 2.989

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018
Keterangan: *) Data dari Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2018

Selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, hal
lain yang perlu menjadi perhatian adalah kawasan permukiman kumuh yang
masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Rendahnya tingkat kesejahteraan,
rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap
kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan
permukiman kumuh di Jawa Tengah. Kawasan kumuh umumnya terdapat di
kawasan perkotaan daripada di kawasan perdesaan.

Selain itu sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan
baru di Jawa Tengah turut menciptakan peluang lapangan pekerjaan.
Implikasi dari peluang tersebut adalah terjadinya urbanisasi dari masyarakat
untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini selanjutnya akan
meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat yang pada akhirnya dapat
meningkatkan  intensitas pemanfaatan lahan untuk  permukiman
(meningkatkan kepadatan bangunan).

Peningkatan pemanfaatan lahan untuk hunian yang dilaksanakan
secara swadaya oleh masyarakat khususnya kategori MBR seringkali tidak
diimbangi dengan aksesibilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang
memadai. Tidak terdapatnya akses air minum, air bersih, sanitasi di kawasan
permukiman salah satu contohnya. Akibatnya kualitas kawasan permukiman
semakin lama akan semakin menurun. Kondisi ini dapat berakibat munculnya
kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan kumuh sesuai keputusan
Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah, jumlah total kawasan kumuh di
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Jawa Tengah seluas 3.952,98 ha. Berdasarkan luasan sesuai pembagian
urusan, maka luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu
dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah
10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha
merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha
merupakan tanggung jawab Pusat.
Tabel 2.76.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Provinsi Jawa Tengah

No Uraian <10 ha 10-15 ha >15 ha Total
1 | Luas (ha) 1.029,6 612,48 2.310,9 3.952,98 Ha
2 | Jumlah kawasan 267 51 92 410 Kawasan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Penanganan permukiman kumuh di Jawa Tengah tahun 2013 seluas
mencapai 73,19 ha (7,80 %) dan meningkat mencapai 362,94 ha (16,62%)
pada tahun 2017. Adapun perkembangan luas kawasan permukiman kumuh
yang tertangani di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun Jumlah Capaian Kumulatif % Capaian per % Capaian
per Tahun (Ha) Capaian (Ha) Tahun Kumulatif
2013 14,44 73,19 1,54 7,80
2014 47,20 120,39 5,03 12,83
2015 11,25 131,65 1,20 14,03
2016 141,27 272,92% 1,54 15,57
2017 90,02 362,94 0,98" 16,62

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Pendataan perumahan dan kawasan permukiman menjadi persoalan
tersendiri saat ini. Belum adanya koordinasi dan sinergi pendataan dapat
berakibat terbatasnya data yang dimiliki serta kurang sinerginya penanganan
permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik,
maka pemenuhan statistik dasar diselenggarakan oleh BPS. Sedangkan
statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup
tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan. Oleh
karena itu diharapkan adanya sinergi dalam pendataan yang dilakukan oleh
BPS dan instansi pemerintah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah dapat diukur dari jumlah tindak pidana yang
tertangani. Capaian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana di Jawa Tengah
selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 68,0%. Kinerja
penyelesaian tindak pidana di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 63,8% pada tahun 2014
menjadi 73,7% pada tahun 2018.
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Tabel 2.78.
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No. Tahun Jumlah Tindak Pidana Kirferja Peflyelesaian
Lapor Selesai Tindak Pidana (%)
1. 2014 16.733 10.672 63,8
2. 2015 15.245 9.771 64,1
3. 2016 13.425 9.176 68,4
4. 2017 11.420 8.489 74,3
5. 2018 9.834 7.251 73,7
JUMLAH 66.657 45.359 68,0

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2019

Selain jumlah tindak pidana yang tertangani, kondusivitas wilayah juga
dapat diukur dari jumlah unjuk rasa berdasarkan kelompok massa maupun

tuntutan.

Tabel 2.79.
Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Tahun / Jumlah
No. Kelompok Massa
2014 2015 2016 2017 2018
1 Guru 1 0 1 1 2
2 Mahasiswa 99 240 8 1 10
3 Buruh 67 117 S 7 17
4 Masyarakat 207 46 65 50 79
5 Warga Desa 0 0 0 0 0
6 Ormas/Parpol 0 0 0 0 0
JUMLAH 374 403 369 279 108

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2019

Unjuk rasa berdasar kelompok massa dari tahun ke tahun cenderung

menurun, bahkan jumlah unjuk rasa pada tahun 2018 merupakan jumlah

unjuk rasa terendah intensitasnya dalam kurun waktu S (lima) tahun terakhir.

Kondisi demikian secara umum dapat menunjukkan situasi di Jawa Tengah

relatif semakin kondusif.

Tabel 2.80.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -
2018
No | Tuntutan Tahun Total
2014 2015 2016 2017 2018

1 | Ideologi 0 0 0 0 0 0

2 Politik 279 226 300 201 10 1.016
3 | Ekonomi 62 127 40 51 31 311
4 Sosbud 4 35 ) 4 60 108
S Hukum dan HAM 29 15 17 11 7 79
6 | Pendidikan 0 0 7 12 0 19

7 | Kesehatan 0 0 0 0 0 0

Jumlah 374 403 369 279 108 1.533

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2018
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Unjuk rasa berdasarkan tuntutan selama periode tahun 2014 - 2018
dominan di jenis tuntutan politik (69,27%) yang tentunya sangat rawan
apabila tidak ditangani secara tuntas dan sedini mungkin. Melihat kondisi
tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan upaya
penciptaan kondusivitas wilayah melalui optimalisasi fungsi Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dalam upaya deteksi dini terhadap potensi dan
kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa yang strategis, dan
meningkatkan sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi
Vertikal (Kodam, Polda, BINDA, dan Kejati), dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

b. Kualitas Kehidupan Demokrasi Jawa Tengah

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty),
hak-hak politik (political rights), dan kelembagaan demokrasi (democratic
institution), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI
Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung
meningkat dari 60,84 pada tahun 2013 menjadi 70,85 pada tahun 2017.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel
Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih dan Dipilih,
Peran DPRD, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.81.
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Tahun (Skor)
No. Aspek/Variabel

2013 2014 2015 2016 2017

I. | Kebebasan Sipil 79,18 87,87 79,44 66,06 69,07

113}3 ii?fﬁ:‘tsan Berkumpul dan 35,00 | 91,25 92,97 12,50 6,25

2. Kebebasan Berpendapat 61,09 76,12 72,89 75,70 61,82

3. Kebebasan Berkeyakinan 81,31 87,06 71,58 66,51 81,54
4. Kebebasan dari Diskriminasi 96,53 93,23 96,43 80,03 63,53

II. | Hak-Hak Politik 46,29 67,08 67,28 67,24 67,24
1. Hak Memilih dan Dipilih 42,59 84,16 84,57 84,48 84,48

2. Partisipasi Politik dalam
Pengambilan Keputusan dan 50,00 50,00 50,00 50,00 50.00
Pengawasan ’

III. | Lembaga Demokrasi 60,89 80,77 61,48 66,69 78,82
1. Pemilu yang Bebas dan Adil 94,94 86,71 86,71 86,71 86,71

2. Peran DPRD 43,32 43,22 46,75 50,50 79,74
3. Peran Partai Politik 100,0 99,96 48,49 74,29 100,00

4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 80,30 98,48 30,13 27,43 83,16

S. Peran Peradilan yang Independen 0,00 75,00 100,00 100,00 50,00
Skor IDI 60,84 77,44 69,75 66,71 70,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Meskipun pencapaian IDI Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami

peningkatan selama kurun waktu 2013 — 2017, namun ada beberapa variabel
capaian IDI Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 mengalami penurunan
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dibanding tahun 2016, yang perlu mendapat perhatian dan upaya strategis
untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pada variabel kebebasan
berkumpul dan Dberserikat; kebebasan berpendapat; kebebasan dari
diskiriminasi; dan peran peradilan yang independen.

c. Pendidikan Politik dan Tingkat Partisipasi Pemilih

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pendidikan
politik bagi 20.260 orang yang merupakan unsur elemen masyarakat dalam
kurun waktu tahun 2014-2018, sebagai salah satu upaya peningkatan
pemenuhan hak-hak politik masyarakat Jawa Tengah untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak maupun
Pilpres dan Pileg.

6.000 - T T T T :
5.340 5. 235

5000 | UNG Ny

4.000 f--------------4F R R B T PRy ai  EEEEREEEEEEEEEE i

: : ' 3.435 : ’
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3.000 —------ 5}———————}—————————————————;L —————— Q———————;L ————————————————— o

2.000 t t t t
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Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.66.

Jumlah Masyarakat Jawa Tengah Yang Telah Diberikan Pendidikan Politik
Tahun 2014-2018

Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada
Kabupaten/Kota pada tahun 2017 adalah sebesar 79,79% yang merupakan
tingkat partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan tahun 2013, 2015, dan 2018.
Selanjutnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah adalah sebesar 73,19% pada tahun 2018, lebih tinggi
dibandingkan tahun 2013, serta tingkat partisipasi pemilih dalam Pilleg
sebesar 74% dan Pilpres sebesar 71,25% pada tahun 2014.

Tabel 2.82.
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan
Umum Tahun 2013-2018

Tahun (Persentase Rata-Rata)
No. Pemilihan Umum
2013 2014 | 2015 | 2016 2017 2018
1 Pilkada Kabupaten/Kota 64,40 - 68,54 - 79,79 77,40
2 | Pilgub dan Wagub 55,64 - - - - 73,19
3 | Pilleg DPR/DPRD - 74 - - - -
4 | Pilpres dan Wapres - 71,25 - - - -

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa untuk pilkada
kabupaten/kota dan pilgub, partisipasi masyarakat telah cukup tinggi, yang
masih perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan partisipasi pemilih
dalam pilleg dan pilpres tahun 2019. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat
adalah melalui peningkatan sinergi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan
dan lintas sektor dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat
khususnya perempuan, kelompok marginal, pemilih pemula, dan penyandang
disabilitas.

d. Kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah

Kondisi ketahanan nasional di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari
berbagai aspek pembangunan (8 gatra), baik gatra geografi, demografi, sumber
kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan
dan keamanan. Ketahanan nasional tersebut mencerminkan ketangguhan
suatu wilayah dan dapat dianalisis dari Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang
didalamnya mencakup 8 gatra, 37 aspek, 108 variabel, dan 821 indikator
berbagai aspek pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.83.
Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
Tahun (Skor)
2013 2014 2015 2016 2017
N
o GATRA Status Status Status Status St:tl:t
Skor Kondis | Skor . . Skor . . Skor Kondis Skor
i Kondisi Kondisi i Kon
disi
1. | Geografi 2,83 ® |24 2,63 ® 2,81 ® 281 | @
2. | Demografi 3,16 o 3,16 ® 3,12 ® 3,13 ® 3,09 o
® ® ®
3. | Sumber 2,66 () 2,66 2,65 2,63 2,63 o
Kekayaan Alam
Ideologi 2,97 M) 2,97 ® 2,61 ® 2,58 2,58
Politik 3,13 o 3,08 ® 2,94 ® 3,03 ® 3,03 [ )
Ekonomi 2,04 M) 2,91 ® 2,62 ® 2,74 ® (.5 | @
~ ® ® ®
7. | Sosial dan 2,73 () 2,80 2,96 3,01 3,01 ()
Budaya
® ® ®
g. | Pertahanan dan 2,50 2,76 2,78 3,08 3,08 ()
Keamanan
Skor IKN 2,85 o 2,86 o 2,80 o 2,89 o 2,89 o
Sumber : Lemhannas, 2018
Keterangan:
® : Sangat Tangguh
® : Tangguh
® : Cukup Tangguh
: Kurang Tangguh
® : Rawan

Pada tabel di atas dapat dicermati bahwa pencapaian skor IKN Provinsi
Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat
dari 2,85 pada tahun 2013 menjadi 2,89 pada tahun 2017. Tren peningkatan
skor IKN tersebut menunjukkan kondisi ketahanan 8 (delapan) gatra
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pembangunan di wilayah Jawa Tengah secara makro pada level yang cukup
tangguh, yaitu berada dalam kondisi yang cukup memadai untuk menghadapi
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pembangunan, baik pada
lingkup internal maupun eksternal wilayah Jawa Tengah. Pencapaian skor IKN
terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,80 pada
tahun 2015, yaitu pada skor gatra ideologi, politik, dan ekonomi. Hal tersebut
mencerminkan adanya ancaman terhadap kinerja pembangunan pada ketiga
gatra tersebut pada tahun 2015. Selain itu pada tahun 2016 dan 2017, gatra
ideologi terutama aspek wawasan kebangsaan masih menunjukkan kinerja
yang kurang tangguh, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya pada
aspek tersebut. Ancaman tersebut dapat segera diatasi melalui kerjasama
yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Instansi
Vertikal serta dibuktikan dengan adanya peningkatan skor IKN menjadi
sebesar 2,89 pada tahun 2016 dan 2017.

e. Kehidupan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Jawa Tengah

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan
pokok bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Jawa Tengah. Kerukunan
antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Hal ini salah satunya tercermin dari jaminan
perlindungan negara terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara
untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya tersebut.
Seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Jawa Tengah
berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar
umat beragama sebagai wujud dari toleransi beragama. Implementasi prinsip
toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama diharapkan akan
mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dianalisis dari Indeks
Kerukunan Umat Beragama yang selengkapnya bisa dilihat pada Tabel
berikut.

Tabel 2.84.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

Tahun (Skor)
No. DIMENSI
2013 2014 2015 2016 2017
Toleransi NA NA NA NA 73,9
Kesetaraan NA NA NA NA 73,1
Kerjasama NA NA NA NA 74,2
Skor IKUB NA NA 76,5 77,6 73,7

Sumber : Balitbang Kemenag, 2018

Pencapaian skor IKUB Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun
2015-2017 cenderung menurun dari 76,5 pada tahun 2015 menjadi 73,7 pada
tahun 2017. Tren penurunan skor IKUB tersebut menunjukkan kehidupan
toleransi dan kerukunan umat beragama di wilayah Jawa Tengah terpengaruh
oleh kondisi tahun politik dan isu agama pada saat sebelum dan menjelang
pilkada serentak, akan tetapi secara makro kehidupan masyarakat Jawa
Tengah berada pada kategori rukun, yang artinya implementasi prinsip
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toleransi (menerima dan menghormati perbedaan), kesetaraan, dan kerjasama
antar umat beragama di wilayah Jawa Tengah secara umum dalam kondisi
baik.

f. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah provinsi dilaksanakan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2014 - 2018 rasio Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 0,53 menjadi 0,76.
Kenaikan ini dikarenakan masuknya urusan ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga kelembagaan Satpol PP baik
provinsi maupun kabupaten/kota ditingkatkan dan jumlah personil Satpol PP
diperbanyak disesuaikan tugas pokok Satpol PP dalam penegakkan Peraturan
Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.

Tabel 2.85.
Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio
1 2014 1.798 33.522.663 0,53
2 2015 3.081 33.774.140 0,91
3 2016 2.672 33.774.140 0,79
4 2017 2.769 34.257.865 0,81
5 2018 2.635 34.257.865 0,76

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2019

Meskipun jumlah anggota Satpol PP mengalami peningkatan namun
tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah, oleh
karena itu salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan
meningkatkan kemampuan Kader Siaga Tramtib (KST) yang telah terbentuk di
35 kabupaten/kota agar lebih dapat berdayaguna dan meningkat peran
sertanya dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan
daerah, meningkatkan dukungan upaya-upaya preventif dalam penanganan
gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta dalam
perlindungan masyarakat.

Tabel 2.86.

Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
No Tahun | poiincear Perda | | Pelanggaran Perda |  FOTSentase

1 2014 1.357 1.357 100

2 2015 2.042 2.042 100

3 2016 1.425 1.425 100

4 2017 1.101 1.101 100

S 2018 1.000 1.000 100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas persentase penyelesaian pelanggaran Perda
setiap tahunnya dapat mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa setiap
pelanggaran Perda yang terdata telah dapat diselesaikan semuanya baik
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melalui cara-cara yang sifatnya persuasif maupun represif. Upaya yang akan
dilakukan pada masa mendatang adalah dengan melakukan pembinaan
kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kepatuhan
terhadap Perda, sedangkan upaya yang sifatnya represif baru akan dilakukan
jika upaya pembinaan tidak dipatuhi oleh pelanggar.

g. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan
salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan
kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang
dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas.
Tabel 2.87.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio
1 2014 269.342 33.522.663 80,34
2 2015 255.810 33.774.140 75,74
3 2016 249.031 34.019.095 73,20
4 2017 242.020 34.257.865 70,64
5 2018 311.746 34.257.865 90,99

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah linmas terhadap jumlah
penduduk Jawa Tengah dari tahun 2014 - 2018 mengalami penurunan dari
80,34% di tahun 2014 menjadi 70,64% pada tahun 2017, dan kembali naik di
tahun 2018 menjadi sebesar 90,99%. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah
faktor yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota
linmas, kemampuan dan keterampilan, serta kesejahteraan anggota linmas di
kabupaten/kota.

h. Penanggulangan Bencana

Karakteristik Jawa Tengah yang memiliki potensi bencana besar
mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk
melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi,
kesiapiagaan serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi
secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagan
dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu
kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan
ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Melihat banyaknya ancaman bencana di Jawa Tengah, setidaknya
terdapat 1.674 desa/kelurahan atau 19,5% dari seluruh desa/kelurahan di
Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan atau
24,9% rawan tanah longsor. Selain itu, pesatnya pembangunan menyebabkan
meningkatnya risiko bencana kebakaran yang terjadi di pusat-pusat
pembangunan dan kegiatan masyarakat, baik kebakaran hutan, lahan
maupun perumahan. Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di Jawa
tengah terlihat pada gambar peta berikut.
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‘ Peta Resilco Bencana Banjir ‘ ‘ Peta Fegiko BencanaTanah Longser

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017
Gambar 2.67.
Peta Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki
kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana
yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana yaitu penguatan
kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di
dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat,
sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem
kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi paska bencana. Perkembangan pembentukan desa tangguh
bencana (destana) di Jawa Tengah kurun waktu 2014 — 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.88.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2014 - 2018

No Tehun yang dibentuk por Tahun | | Tetbemtuh
1 2014 6 34 desa
2 2015 10 44 desa
3 2016 8 52 desa
4 2017 8 60 desa
S 2018 8 68 desa

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah
melalui mitigasi non struktural, antara lain dengan usaha peningkatan
kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem
peringatan dini) berbasis masyarakat dilokasi yang rentan terhadap bencana.
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Tabel 2.89.

Pemasangan EWS Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No Tahun EWS Jumlah
BPBD ESDM

1 2014 - 14 14
2 2015 2 12 14
3 2016 2 - 2
4 2017 S - S
S 2018 8 - 8

Total Jawa Tengah 17 29 46

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selain pemasangan Early Warning System (sistem peringatan dini) pada
daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, upaya lain dalam rangka
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penempatan rambu-rambu
jalur evakuasi.

Tabel 2.90.
Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-
2018
No Tahun Jumlah Rambu Jalur Evakuasi

1 s/d 2013 90
2 2014 90
3 2015 90
4 2016 120
5 2017 90
6 2018 150

Total Jawa Tengah 630

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tingginya resiko bencana di Jawa Tengah dan banyaknya potensi dan
daerah rawan bencana, upaya mitigasi bencana berupa pemasangan Early
Warning System (EWS) dan rambu-rambu jalur evakuasi masih belum banyak
dipasang, sehingga ketika bencana terjadi, banyak masyarakat belum
memahami, siap dan tanggap saat kejadian bencana. Oleh sebab itu, di lokasi
yang rentan terhadap bencana perlu adanya pemasangan EWS dan jalur-jalur
evakuasi ini disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga
ketika terjadi bencana dapat dihindari ataupun diminimalisir adanya korban
jiwa dan kerugian harta benda.

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang mewarnai kondisi
kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian yang serius pemerintah dan
masyarakat. Korban bencana alam merupakan kelompok masyarakat yang
perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan
fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang
dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial
pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana,
pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah

yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2014 - 2018,
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Bencana yang terjadi di Jawa Tengah baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia terinci pada tabel berikut.
Tabel 2.91.
Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Jumlah Korban
Tahun Jumllgah Kejadian Meninggal . Luka .
encana Dunia Hilang Berat Luka Ringan
2014 904 249 153 27 96
2015 1.574 25 - 25 65
2016 2.112 129 96 61 96
2017 2.463 60 3 60 107
2018 1.760 39 4 17 124

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah kejadian bencana di 35 kabupaten/kota dari tahun 2014 -
2017 menunjukkan bahwa intensitas kejadian bencana terbesar berada di
Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Semarang, Wonosobo, Magelang
Temanggung dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah
longsor, banjir, kebakaran.
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Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.68.

Jumlah Kejadian Bencana 35 Kabupaten/Kota Tahun 2014 - 2017

Mendasarkan data kejadian bencana di Jawa Tengah tahun 2015 - 2018,
menunjukkan bahwa kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan
adalah bencana tanah longsor dan banjir. Sedangkan dari aspek kerusakan/
kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah
bencana kebakaran. Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di
Jawa Tengah selama tahun 2015 - 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.
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Tabel 2.92.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018
No BJenis Kerugian Kerugian Kerugian jml Kerugian
eneana | Jml | pp.000) | "™ | (Rp. 000) |"™| (Rp. 000) (Rp.000)
1 |Angin Topan | 308 3.440.523 419 7.648.565 490 8.016.727 407 5.445.666
2 |Banjir 176 2.481.860 298 |1.914.023.342 | 270 7.731.340 171 2.924.463
3 Eiﬁg?or 491 | 6.220.084 | 927 | 185.627.303 |1.091| 21.025.867 | ©°°° 5.111.986
Kekeringan - - - - - - 30 4.311.250
Kebakaran 572 |135.602.002| 468 |1.127.741.291| 600 | 40.622.373 589 33.866.505
Gempa Bumi - - - - - - 3 65.000
7 Letusan . . . . _ . . 5
Gunung Api
8 |Lainnya 27 4.152 - - 12 9.771.788
1.574 |47.748.621| 2.112 | 3.235.040.501 [2.463| 87.168.095 1.760 51.724.870

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

6. Sosial
Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah
Pilar

perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS

Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar.

non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada
saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial
diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan
pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat,
serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga
perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha
Kesejahteraan Sosial.
a. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Provinsi memiliki peran
strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam
penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam
panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran,
asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang
perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 807 unit termasuk Taman
Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang, guna optimalisasi
pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang
menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses
rehabilitasi sosial.

Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 93
unit rusak berat (tidak dapat digunakan), 86 rusak sedang (dimanfaatkan
tetapi dapat membahayakan keselamatan jiwa), 93 rusak ringan (dimanfaat-

kan dengan alih fungsi), dan 535 baik/fungsional (operasional).
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Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tabel 2.93.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial

No | Tamun | JumlabUse | mondist | il | QiGk | Rusak
Ringan Sedang Berat
1 2014 769 573 76 58 62
2 2015 770 550 74 77 69
3 2016 775 544 70 86 75
4 2017 807 535 93 86 93
5 2018 807 578 93 86 50

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

Panti

Pelayanan Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis yang

melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan

standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Daftar panti pelayanan sosial milik Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.94.

Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No Nama Panti Nama Rumah Pelayanan Daya Jenis Pelayanan Tempat
Sosial Tampung PMKS Kedudukan
L. UPT Kelas A
Panti Pelayanan Sosial Pengemis .
Pengemis,
1 Gelandangan dan Orang 110 Gelandanean dan Kota
Terlantar “MARDI UTOMO” g Semarang
Orang Terlantar
Semarang
Rumah Pelayanan Sosial Penyandang
Disabilitas Intelektual 50 | Disabilitas g‘;}fn‘g{aten
Pamardi Mulyo Intelektual
Panti Pelayanan Sosial Anak Kota
2 “MANDIRI” Semarang 55 Anak Nakal Semarang
Rumah Pelayanan Sosial . .
Lanjut Usia “PUCANG 115 %:ﬁ;‘ﬁtgrsla Is{;)rtjaran
GADING” &
3 Panti Pelayanan Sosial Anak 70 Anak Putus Kabupaten
“WIRA ADHI KARYA” Ungaran Sekolah Semarang
Rumah Pelayanan Sosial . .
Lanjut Usia “WENING 90 | anjut Usia Kabupaten
WERDOYO” &
Rumah Pelayanan Sosial Kota
Anak Balita “WILOSO 30 Balita Terlantar Salatica
TOMO” &
Panti Pelayanan Sosial
4 | Disabilitas Mental “NGUDI 187 PD?;‘;’&%‘:::%RH cal Eiﬁgﬁf‘ten
RAHAYU” Kendal
Rumah Pelayanan Sos
Disabilitas Mental “BINA 50 PD?SzSii?::%den tal E?ﬁgﬁf ten
SEJAHTERA”
5 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 100 Lanjut Usia Kabupaten
Usia “CEPIRING” Kendal Terlantar Kendal
Rumah Pelayanan Sosial 40 Lanjut Usia Kabupaten
Lanjut Usia “WELERI” Terlantar Kendal
6 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 70 Lanjut Usia Kabupaten
Usia“TURUSGEDE” Rembang Terlantar Rembang
Rumah Pelayanan Sosial . .
Lanjut Usia “MARGO 75 Lanjut Usia Kabupaten
MUKTI” Terlantar Rembang
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No Nama Panti Nama Rumah Pelayanan Daya Jenis Pelayanan Tempat
Sosial Tampung PMKS Kedudukan
Panti Pelayanan Sosial
7| Disabilias Menial o |Fenvendene | | Kabupaten
“PANGRUKTIMULYO” Rembang g
Rl.lma.h. Pelayanan Sos Penyandang Kabupaten
Disabilitas 50 Disabilitas Mental Remban,
Mental“PAMARDI KARYA” g
Panti Pelayanan Sosial Penyandang Kabupaten
8 Disabilitas Sensorik “PENDOWO” 50 Penyandang Ku duz
Kudus Disabilitas Sensorik
Rumah Pelayanan Sosial
Disabilitas Mental “MURIA | 65 | Lenyandang Kabupaten
" Disabilitas Mental Kudus
JAY.
Panti Pelayanan Sosial . .
9 | LanjutUsia “POTROYUDAN” go | Lanjut Usia Kabupaten
Terlantar Jepara
Jepara
lelmah. Pelayanan Sos Penyandang Kabupaten
Disabilitas Mental 80 Disabilitas Mental Jepara
“WALUYOTOMO” p
10 Panti Pelayanan Sosial Wanita 150 Eks Wanita Tuna Kota
“WANODYATAMA?” Surakarta Susila Surakarta
Rl.lma.h. Pelay, anan Sos Penyandang Kota
Disabilitas Sensorik 75 Disabilitas Sensorik | Surakarta
"BHAKTI CANDRASA"
11 Panti Pelayanan Sosial Anak 75 Anak Putus Kabupaten
“TARUNA YODHA” Sukoharjo Sekolah Sukoharjo
Rgmah Pelayanan Sosial Penyandang Kabupaten
Disabilitas Mental 110 Disabilitas Mental Wonogiri
“ESTITOMO” g
Rl.lma.h. Pelayanan Sos Penyandang Kabupaten
Disabilitas Menta 65 Disabilitas Mental Klaten
I“HESTINING BUDI”
12 Panti Pelayanan Sosial Anak 75 Anak Putus Kabupaten
“DHARMA PUTERA” Purworejo Sekolah Purworejo
Rumah Pelayanan Sosial . .
Lanjut Usia “WILOSO 60 %2?&;25161 gﬁf‘;"gf‘;‘?
WREDHO” J
Rumah Pelayanan Sosial Penvandan
Disabilitas Sensorik shyandang . Kabupaten
. « S0 Disabilitas Sensorik .
Rungu Wicara “WIRA Runeu Purworejo
KARYA TAMA” g
13 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 100 Lanjut Usia Kabupaten
Usia “ADI YUSWO” Purworejo Terlantar Purworejo
Rumah Pelayanan Sosial .
. Pengemis
Pengemis Gelandangan Kabupaten
50 Gelandangan dan
dan Orang Terlantar Orane Terlantar Kebumen
“MARDIGUNO” g
14 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 100 Lanjut Usia Kabupaten
Usia “DEWANATA” Terlantar Cilacap
R.uma.\ljl Pelayanan Sosial Penyandang Kabupaten
Disabilitas Mental 80 Disabilitas Mental Cilaca
“MARTANI” b
Rumah Pelayanan Sosial Kabupaten
PMKS “PAMARDI 50 PMKS Banjarnegar
RAHARJO” a
Panti Pelayanan Sosial Penyandang
15 | Disabilitas Intelektual 100 Disabilitas g?;ii aten
“RAHARJO” Sragen Intelektual g
Rumah P'elayanan Sosial Lanjut Usia Kabupaten
Lanjut Usia 50 Terlantar Sragen
“MOJOMULYO” g
Rumah Pelayanan Sosial 50 Penyandang Kabupaten
Disabilitas Fisik Gondang Disabilitas Fisik Sragen
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. Nama Rumah Pelayanan Daya Jenis Pelayanan Tempat
No Nama Panti Sosial Tampung PMKS Kedudukan
Rumah Pelayanan Sosial Kabupaten
Anak Pamardi Siwi 100 Anak Terlantar Sragen
Panti Pelayanan Sosial s
16 | Disabilitas Mental “SAMEKTO 140 f:?ﬁ‘ﬁi?gmsablh ?:‘b;paten
KARTI” Pemalang g
Rumah Pelayanan Sosial 50 Anak Putus Kabupaten
Anak “PUTERA HARAPAN” Sekolah Tegal
Panti Pelayanan Sosial Lanjut . .
17 | Usia “BISMA UPAKARA” 100 | Lawut Usia Kabupaten
Terlantar Pemalang
Pemalang
Rumah Pelayanan Sosial .
. Pengemis
Pengemis Gelandangan Kabupaten
50 Gelandangan dan
dan Orang Terlantar Orane Terlantar Pemalang
“KARYA MANDIRI” g
18 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 100 Lanjut Usia Kabupaten
Usia “BOJONGBATA” Pemalang Terlantar Pemalang
Rumah Pelayanan Sosial 90 Lanjut Usia Kabupaten
Lanjut Usia “KLAMPOK” Terlantar Brebes
Rl.lma.h. Pelay: anan Sosial Penyandang Kabupaten
Disabilitas Sensorik 50 Disabilitas Sensorik | Pemalan
"DISTRARASTRA" &
Panti Pelayanan Sosial
1o | Disabiias Sensor s |Fevendng | Kabureten
“PENGANTHI” Temanggung sguns
Rumah Pelayanan Sosial Kabupaten
Anak “MARDI YUWONO” 75 | Anak Terlantar Wonosobo
Panti Pelayanan Sosial PMKS Kota
20 “MARGO WIDODO” Semarang 150 PMKS Semarang
Rumah Pelayanan Sosial
Disabilitas Mental “SONO 85 g?:e}:s inli(‘gaa:%/len tal g?:;,l cI)) a;fln
RUMEKSO” &
II. UPT KelasB
Panti Pelayanan Sosial Anak Kabupaten
21 | “KASIH MESRA” Demak 80 | Anak Terlantar Demak
Panti Pelayanan Sosial Anak Kabupaten
22 | “PAMARDI UTOMO” Boyolali 80 | Anak Terlantar Boyolali
Panti Pelayanan Sosial Anak
23 “SUKO MULYO” Tegal 90 Anak Terlantar Kota Tegal
Panti Pelayanan Sosial Anak Kota
2% | “WORO WILOSO” Salatiga 130 | Anak Terlantar Salatiga
Panti Pelayanan Sosial Anak Kota
25 | “KUMUDA PUTERA PUTERI” 120 Anak Terlantar
Magelang
Magelang
26 Panti Pelayanan Sosial Anak 75 Anak Jalanan Eabupaten
“TAWANGMANGU” Karanganyar oransanya
27 Panti Pelayanan Sosial Lanjut 100 Lanjut Usia Kabupaten
Usia “SUDAGARAN” Banyumas Terlantar Banyumas
TOTAL DAYA TAMPUNG 54 (PANTI/RUMPELSOS) DALAM 1 TAHUN 4.472
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018
b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Populasi PMKS di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, hal ini
dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan,
keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan

perdagangan orang,

serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat

melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya
melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial,
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rehabilitasi sosial,
Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinsos tahun 2013-2018 sebanyak
60.381 jiwa atau 4,45 % atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5% selama 5
tahun, dimana 12.764 jiwa diantaranya adalah PMKS non produktif dan

penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

terlantar penerima bantuan sosial program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Tabel 2.95.

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Populasi PMKS Pei:?gl::an Persentase
1 2014 5.016.701 33.712 0,67
2 2015 4.982.989 34.807 0,70
3 2016 4.948.182 35.232 0,71
4 2017 4.941.435 39.446 0,80
5 2018 4.882.380 60.381 1,24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga,
menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2017
terdiri atas 43.513 orang.

Tabel 2.96.

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 - 2017

NO JENIS 2013 2014 2015 2016 2017
1 Karang Taruna 8.577 8.578 8.578 8.578 8.578
2 LKs/Orsos 1.367 899 914 914 911
3 PSM 36.478 28.260 28.260 28.260 28.260
4 | TKSK 568 573 573 573 573
S |LK3 0 39 39 39 39
6 Kader Perempuan 550 550 550 550 550
7 | Dunia Usaha 1.239 3330 3.330 3.330 3.330
8 |Tagana 1.377 1.272 1.272 1.272 1.272

Jumlah 50.156 43.501 43.516 43.516 43.513

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur
masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS
dalam

disekitarnya. PSKS merupakan wupaya

mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap

Peningkatan kapasitas

percepatan penanganan PMKS.
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Tabel 2.97.
Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No Tahun Populasi PSKS Jumllz{;.:pl;:ir:i:atan Persentase
1 2014 43.501 2.298 5,28
2 2015 43.516 2.368 5,44
3 2016 43.516 2.468 5,67
4 2017 43.513 3.579 8,23
5 2018 43.513 7.851 18,04

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dari seluruh PSKS yang ada di Jawa Tengah, jumlah PSKS yang telah
diberikan penguatan pengetahuan dan ketrampilan masih belum optimal.
Selama kurun waktu tahun 2013-2018 telah dilaksanakan penguatan
kapasitas terhadap 20.764 orang atau 47,05% dari populasi PSKS yang akan
menjadi potensi dalam rangka penanganan PMKS. Ke depan tetap diperlukan
dorongan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam mendukung
penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS disekitarnya.

d. Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi
nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan keterangan dasar sosial
ekonomi rumah tangga dan individu, yang dijadikan acuan utama penetapan
sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam
skala nasional maupun daerah. BDT juga berisi tentang identifikasi rumah
tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia
SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu
sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas
program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah
yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak.

Basis Data Terpadu (BDT) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat
kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut
dengan desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah
tangga dapat dibagi kedalam 10 desil. Pengelompokan desil adalah sebagai
berikut:

1) Desil 1 rumah tanggal dalam kelompok 10 % terendah;

2) Desil 2 rumah tanggal dalam kelompok 10 - 20 % terendah;
3) Desil 3 rumah tanggal dalam kelompok 20 - 30 % terendah;
4) Desil 4 rumah tanggal dalam kelompok 30 - 40 % terendah.

Rekapitulasi BDT Jawa Tengah tahun 2018 mendasar Keputusan
Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 sebanyak 15.522.020 jiwa atau
4.483.922 KRT tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Rekapitulasi
BDT tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi sebagai dasar intervensi
penanggulangan kemiskinan lintas sektor.
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e. Lanjut Usia Terlantar

Paska bonus demografi kedepan, jumlah lansia akan semakin meningkat
akibat penduduk usia produktif secara perlahan memasuki masa pensiun dan
lansia (Silver Revolution). Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki
dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan
masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia baik
potensial dan non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu
ditingkatkan melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual; kesehatan;
kesempatan kerja; pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan
fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum; jaminan sosial;
perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; dan pemberian penghargaan.

Lanjut wusia terlantar merupakan salah satu kelompok Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu mendapatkan perhatian
khusus karena populasinya dari waktu ke waktu meningkat seiring dengan
meningkatkan angka harapan hidup yang sebagai konsekuensi semakin
membaiknya fasilitas kesehatan, konsumsi serta kesadaran sehat. Mendasar
pada Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Nomor
71/HUK/2018 di Jawa Tengah terdapat 2.356.635 jiwa warga lanjut usia 60
tahun ke atas tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

1. Tenaga Kerja
a. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung
menurun. Sampai dengan tahun 2017, jumlah pencari kerja yang terdaftar
sebanyak 242.702 orang. Di tahun 2017, jumlah pencari kerja terdaftar
terbanyak adalah lulusan SMK sebanyak 71.509 orang.

Tabel 2.98.
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

P::;‘ij:i‘l‘g a 2014 2015 2016 2017 2018
SD 4.738 18.558 12.352 10.378 19.012
SMP 17.292 46.885 26.004 25.102 27.712
SLTA 147.093 188.366 169.738 136.349 142.303
D-I 10.267 7.004 6.506 7.654 -
D-II 8.790 9.686 6.544 7.390 -
D-III 15.212 13.833 17.934 21.038 18.351
D-IV 5.512 14.512 6.343 5.257 -
S-I 27.087 36.609 34.158 20.547 32.868
S-II 9.153 12.862 5.727 6.987 -
Jumlah 245.144 348.315 285.306 242.702 240.246

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019
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b.

Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar

Pendidikan

Menurut Tingkat

Jumlah permintaan tenaga kerja terdaftar mengalami peningkatan pada
tahun 2015, namun jumlahnya menurun pada tahun 2016 dan tahun 2017,

tetapi kembali mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja/lowongan
pada tahun 2018. Permintaan tenaga kerja terbanyak adalah untuk lulusan

SLTA di tahun 2018.

Tabel 2.99.
Jumlah Permintaan Tenaga Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Pendidikan 2014 2015 2016 2017 2018
SD 5.166 8.110 13.442 830 13.428
SMP 13.351 23.612 23.331 1.551 45.656
SLTA 50.212 81.260 48.185 5.162 107.425
D-I-D.IV 5.148 8.682 9.116 993 53.713
S-1 15.725 20.196 31.436 2.112 40.284

S-1I 4.818 4.679 10.199 690 8.057
Jumlah 160.935 257.429 218.398 20.369 268.563

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar Berdasarkan Sektor

Lapangan Usaha

Jumlah permintaan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha
dapat dilihat pada tabel dibawah nampak bahwa pada tahun 2018 lebih
banyak didominasi sektor industri padat karya seperti sektor industri
pengolahan, pertambangan, dan perdagangan besar yang pada umumnya
membutuhkan lulusan dengan tingkat pendidikan menengah.

Tabel 2.100.
Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Sektor Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018
Industri Pengolahan 15.632 40.125 69.443 55.478 2.686

2 Pertambangan dan Penggalian 12.812 28.211 10.009 24.041 24.171
Perdagangan besar dan eceran,

3 reparasi dan perawatan mobil dan 13.224 16.003 15.024 23.296 37.596
sepeda motor

4 | Pengadaan Listrik,Gas,uap/air panas | 1,507 | 13956 | 7.165 | 15.490 ;
dan udara dingin
Pengadaan air,pengolahan sampah

5 dan daur ulang, pembuangan dan 5.841 10.460 6.797 13.389 5.371
pembersihan limbah dan sampah

6 Transportasi dan pergudangan 10.351 15.459 6.474 12.586 13.428

7 Jasa keuangan dan asuransi 7.715 8.333 8.212 8.456 29.542

8 Konstruksi 13.030 18.125 6.314 8.240 31.691
Penyediaan akomodasi dan

9 penyediaan makan minum 6.741 14.079 5.919 8.150 94.977
Jasa persewaan, Ketenagakerjaan,

10 | agen perjalanan dan penunjang 4.614 9.272 7.760 7.498 18.799
usaha lainnya )
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No Sektor Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018

11 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9.004 8.561 8.534 7.009 -
12 | Informasi dan komunikasi 4.936 15.221 6.959 6.957 32.228
13 | Kegiatan jasa lainnya 10.025 13.734 7.201 6.524 11.548
14 | Jasa professional, ilmiah dan teknis 5.126 15.321 6.868 6.415 10.743
15 | Real estate 4.517 15.986 6.217 6.209 16.114
Jasa perorangan yang melauani
rumah tangga, kegiatan yang
16 | menghasilkan barang dan jasa oleh 3.004 9.038 7.598 5.838 -
rumah tangga yang digunakan
sendiri untuk memenuhi kebutuhan
17 | Pertanian,Kehutanan dan Perikanan 8.201 12.771 8.476 5.805 -
18 | Jasa Pendidikan 4.790 17.248 7.025 5.794 8.057
19 Adm}nlsfcra51 penjlermt?l.h, pertahanan 4.481 12.541 6.809 5.511 -
dan jaminan sosial wajib
20 | Kebudayaan, hiburan dan rekreasi 3.262 8.912 7.105 5.106 1.612
21 Kegiatan badan Internasional dan 3.009 14.827 7 097 4.910 )

Badan ekstra internasional lainnya

Jumlah 160.522 | 318.183 | 218.398 | 242.702 | 268.563

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
periode tahun 2013-2016 cenderung mengalami penurunan, namun kembali
meningkat dari tahun 2017 menjadi 65,96 persen dan di tahun 2018 menjadi
65,50 persen.

Tabel 2.101.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk | Rasio Kesempatan
yang Bekerja (orang) | Usia Kerja (orang) Kerja (%)
1 2014 16.544.552 25.181.967 65,70
2 2015 16.435.142 25.492.463 64,47
3 2016 16.511.136 25.782.899 64.04
4 2017 17.190.000 26.060.000 65,96
S 2018 17.250.000 26.340.000 65,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2014-2016
cenderung mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan dari 1.285
kasus pada tahun 2016 menjadi 1.927 kasus pada tahun 2017, yang
kemudian kembali mengalami penurunan kasus menjadi 265 di tahun 2018.
Namun demikian, semua kasus di setiap tahun semuanya dapat diselesaikan
100 persen, yang antara lain disebabkan adanya peningkatan pembinaan
hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
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Tabel 2.102.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No Tahun Jumlah Kasus Status
1 2014 2.721 100% terselesaikan
2 2015 2.301 100% terselesaikan
3 2016 1.285 100% terselesaikan
4 2017 1.927 100% terselesaikan
S 2018 265 100% terselesaikan

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2014-2016
cenderung mengalami penurunan dari 70,72 persen menjadi 67,15 persen dan
mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,11, dan kembali menurun
di tahun 2018 menjadi 68,56 persen. Penyebab penurunan TPAK tahun 2014 —
2018 dikarenakan antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan dan
berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja
menjadi bukan angkatan kerja, serta belum sesuainya permintaan tenaga
kerja dengan kebutuhan calon tenaga kerja.

Tabel 2.103.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Pend;;tei;l; Usia Angkatan Kerja® TPAK (%)
1 2014 25.181.967 17.547.026 69,68
2 2015 25.492.463 17.298.925 67,85
3 2016 25.782.899 17.312.466 67,15
4 2017 26.060.000 18.010.000 69,11
5 2018 26.340.000 18.060.000 68,56

Sumber : BPS Provinsi Jateng dan Pusdatinaker, 2019
Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan
pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil menekan tingkat
pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari tahun 2014
sebesar 5,68% menjadi 4,51% pada Agustus tahun 2018.
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Tabel 2.104.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Jumla(l':) :::5: nggur TPT (%)
1 2014 996.344 5,68

2 2015 863.783 4,99

3 2016 800.000 4,63

4 2017 820.000 4,57

S 2018 810.000 4,51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Posisi relatif TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017
dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,57% dan
rata-rata TPT Nasional sebesar 5,50% masih terdapat 9 kabupaten/kota
berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu Kota Tegal, Brebes,
Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang, Cilacap, Batang, Pemalang dan
Kebumen. Sedangkan 6 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah
dan di bawah Nasional, 20 kabupaten/kota lainnya berada di bawah atau
lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Persebaran TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.69.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

h. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun
waktu 2014 — 2018 cenderung menurun, dimana di tahun 2014 sebesar 71,55
persen menjadi 69,61 persen di tahun 2018. Untuk itu kedepan perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses
informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan
pasar kerja.
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Tabel 2.105.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -

2018
2014 426.435 305.134 71,55
2015 329.605 257.108 78,00
2016 285.306 218.398 76,55
2017 309.952 210.256 67,84
2018 240.246 167.247 69,61

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

i. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa besar PDRB
yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas
tenaga kerja Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terus meningkat,
dari 46,30 juta rupiah di tahun 2014 menjadi 54,57 juta rupiah di tahun
2018.
Tabel 2.106.
PDRB ADHK Tahun 2010 Per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

No Tahun Pl)(l}ftggﬁl{. 2010 Jumlah '!‘enaga 20 ll:)]:/)ifn:]g):l II{{erja
piah) Kerja (Juta Rupiah)
1 2014 766.271.771,3 16.550.682 46,30
2 2015 811.715.070,0 16.512.277 49,16
3 2016 849.383.600,0 16.511.136 51,44
4 2017 894.050.470,0 17.190.000 52,01
5 2018 941.283.280,0 17.250.000 54,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

j- Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga
Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga
terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode
tahun 2014 - 2018 cenderung fluktuatif. Ditahun 2105 meningkat cukup
tinggi dibandingkan tahun 2014, namun kemudian turun kembali di tahun
2016, dan terus meningkat sampai tahun 2018. Proporsinya di tahun 2014
sebesar 31,96 persen, menurun menjadi 31,64 persen ditahun 2018. Angka ini
menunjukkan bahwa pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga atau
pekerja di sektor informal lebh sedikit dibandingkan pekerja di sektor formal,
namun angka tersebut semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.70.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga
Terhadap Total Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018 (%)

k. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding
Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama
periode tahun  2013-2018 relatif mengalami peningkatan yang
mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan
hidup layak, namun demikian masih perlu ditingkatkan dengan mendekatkan
tempat tinggal dan kemudahan transportasi ke lokasi pekerjaan.

Tabel 2.107.
Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota
Dibanding KHL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun UMK (Rp/bln/orang) (Rp /bll{:;lc;rang) Rasio (%)
1 2014 1.066.603,43 1.077.793,30 98,96

2 2015 1.224.532,43 1.220.073,32 100,33
3 2016 1.415.552,94 1.416.985,12 100,32
4 2017 1.547.905,94 1.416.985,12 109,12
S 2018 1.685.712,17 1.416.316,73 119,02

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

1. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah)
yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2014 - 2018
terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan
dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin
meningkat.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |1l - 114



Tabel 2.108.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No Tahun Jumlah Perusahaan (Unit) Jumlah( g:;:lagg)a Kerja
1 2014 22.630 1.249.434

2 2015 22.657 1.198.925

3 2016 30.094 1.274.715

4 2017 45.121 1.425.903

5 2018 56.574 1.698.265

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

m. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta

program Jamsostek

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah)
mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja
Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2014-2016 mengalami
peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian
mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan
pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan
perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa
(ASN/Non ASN), dan sebagainya. Peningkatan kepersertaan pada tahun 2014-
2018 mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal
(Bukan Penerima Upah) terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin
meningkat.
Tabel 2.109.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti
Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1 2014 44.535

2 2015 105.464

3 2016 170.980

4 2017 150.832

5 2018 1.465.847

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan
kesejahteraan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Hal ini diperlukan
untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan
keluarga, masyarakat, pemenuhan hak anak, dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk.
a. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan
merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga
negara termasuk perempuan dan anak. Dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2018 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender
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tercatat masih sangat tinggi yaitu 9.971 korban. Artinya dalam setahun ada
1.194 perempuan yang mengalami kekerasan, atau ada 166 perempuan yang
mengalami kekerasan dalam setiap bulan, atau ada S5 perempuan yang
mengalami kekerasan dalam setiap hari. Tingginya jumlah perempuan yang
mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan
keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasaan yang
dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik.
Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga
mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya
jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Tabel 2.110.
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 - 2018
Kelompok Perempuan 2014 2015 2016 2017 2018
Perempuan Dewasa 1.150 990 984 920 1.017
Anak Perempuan 1.054 981 1.060 949 866
Jumlah 2.204 1.971 2.044 1.869 1.883

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dari 9.971 perempuan korban, mayoritas mengalami kasus kekerasan
seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Tahun
2017, dari 1.869 korban, tercatat 788 kasus merupakan kasus kekerasan
seksual atau sebesar 42,16%. Dan di tahun 2018, dari 1.883 korban tercatat
858 merupakan kasus kekerasan seksual atau 45,57%.

Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 kabupaten/kota.
Di tahun 2018, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo
dan Kabupaten Demak merupakan kabupaten/kota dengan kasus kekerasan
terhadap perempuan tertinggi.

Selain korban kekerasan, juga terdapat kelompok-kelompok
perempuan lain yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, seperti
korban trafficking, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan
pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja
migran, perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang
disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Dari tahun 1993 sampai dengan September 2017 tercatat ada 20.168
orang dengan HIV/AIDS di Jawa Tengah dan sebesar 37% adalah perempuan.
(Data Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017). Dari IPPI (Ikatan Perempuan
Positif HIV/AIDS Indonesia) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang
terpapar HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai 2017. Sebagian besar ibu rumah
tangga yang terpapar HIV/AIDS, terpapar dari pasangannya.

Untuk perempuan pekerja rumahan tahun 2016 sebesar 1.069
perempuan dan meningkat di tahun 2017 sebesar 2.140 perempuan. (Yasanti
tahun 2018). Untuk kasus trafficking perempuan tahun 2017 tercatat 21
kasus dan meningkat di tahun 2018 sebesar 86 kasus. Untuk jumlah
perempuan dengan penyandang disabilitas di Jawa Tengah di tahun 2017
tercatat 59.551 perempuan. Untuk tahun 2017 di Jawa Tengah, tercatat ada
5.463 perempuan sebagai kepala keluarga.
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b. Perlindungan Anak

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 6.911 anak
yang mengalami kekerasan. Artinya rata-rata dalam setiap tahun terdapat
1.382 anak mengalami kekerasan, atau terdapat 115 anak yang mengalami
kekerasan dalam setiap bulannya, atau terdapat 3 sampai 4 anak yang
mengalami kekerasan setiap hari. Dari 6.911 anak yang mengalami kekerasan,
mayoritas mengalami kekerasan seksual yaitu sebesar 3.207 atau 46,40%.

Tabel 2.111.
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2014 - 2018

Kelompok Anak 2014 2015 2016 2017 2018
Anak Perempuan 1054 981 1060 949 866
Anak laki-laki 358 404 390 441 408

Jumlah 1.412 1.385 1.450 1.390 1.274

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Selain kekerasan, terdapat situasi anak yang membutuhkan
perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak
berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi,
pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak
terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan
(perkawinan anak).

Untuk anak yang berkebutuhan khusus, dari tahun 2014 sampai
dengan 2017 tercatat 113.387 anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari
2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 181 anak (IPPI, Tahun 2017).
Untuk anak terlantar di Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai 2017 tercatat
ada 396.040 anak. Untuk perkawinan anak dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2017 tercatat ada 3.068 anak di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kasus
trafficking atau perdagangan anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 tercatat ada 112 kasus.

c. Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya
peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pemenuhan hak tumbuh
kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan
hak identitas. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan
dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk
melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar
kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi
meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari
diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi
hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan
dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota
ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA) sebanyak 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil
pemeringkatan capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat
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pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama. Capaian
pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, tingkat madya,
tingkat nindya dan tingkat utama di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut.
Tabel 2.112.
Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kategori Tingkat Pratama,
Tingkat Madya, Tingkat Nindya Dan Tingkat Utama Di Kabupaten/Kota
Tahun 2014 - 2018

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Jumlah %

Tahun Utama Nindya Madya Pratama (kab/kota) (kab/
(kab/kota) (kab/kota) (kab/kota) (kab/kota) kota)

2014 - 1 4 15 20 57,14
2015 - 1 6 15 22 62,85
2016 - 1 6 15 22 62,85
2017 1 1 5 14 21 60,00
2018 1 1 6 21 29 82,86

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi capaian indikator KLA
pada seluruh kategori menunjukkan tren meningkat dari tahun 2014 sebesar
20 kabupaten/kota (57,14%) menjadi 29 kabupaten/kota (82,86%) di tahun
2018. Namun demikian, belum seluruh kabupaten/kota memenuhi capaian
indikator minimal KLA yang perlu didorong dalam implementasinya untuk
secara nyata melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas
hidup anak sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan.
Berikut rincian kab/kota kota yang telah mendapat penghargaan KLA samapi
dengan tahun 2018:
a. Tingkat Utama (1)
b. Tingkat Nindya (1)

Kota Surakarta;
Kota Magelang;

c. Tingkat Madya (6) Kabupaten Magelang, Rembang, Brebes,
Pekalongan, Klaten, Kota Semarang;
d. Tingkat Pratama (21) Kabupaten Demak, Wonosobo, Temanggung,

Tegal, Blora, Kendal, Purworejo, Sragen, Salatiga,
Boyolali, Pemalang,
Cilacap, Pati,
Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan.

Sukoharjo, Semarang,

Grobogan, Kudus, Jepara,

Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya atau sebesar 17,14% perlu
didorong peningkatan pemenuhan indikator KLA agar pemenuhan hak anak
semakin meningkat dirasakan anak di seluruh kabupaten/kota di Jawa

Tengah.

3. Pangan

Peningkatan produksi bahan pangan tumbuh seiring dengan
pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung,
kedelai
kebutuhan, pada komoditas padi, jagung dan gula mengalami surplus. Adapun
kedelai, ketersediaannya belum mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat.

dan gula. Pada kurun tahun 2014-2018 ketersediaan dengan

untuk komoditas
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Gambar 2.71.

Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.72.

Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.73.

Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 - 2018
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.74.
Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -
2018

Pada komoditas beras, meskipun dari ketersediaan mengalami surplus,
namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun. Gambar berikut
menunjukkan bahwa pada akhir tahun atau caturwulan ketiga, ketersediaan
relatif menurun.
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.75.
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Beras) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta Food
Security And Vulnerability Atlas (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek
ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun.
Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada
prioritas 1 sampai 6. Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori
prioritas 6. Peta FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 573 Kecamatan,
kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 538
kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat
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33 kecamatan, dan kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas
4) terdapat 2 kecamatan. Berdasarkan kondisi terebut maka masih diperlukan
upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan
prioritas 4 dan 5.

< oE e Komposit

" . # & Il Prioritas 1
I Prioritas 2
[ prioritas 3
[ Prioritas 4
I Prioritas 5

1
) ) I Frioritas 6
&

Analisis komposit FSVA dilakukan dengan metode pembobotan pada Sembilan indikator
untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah perkotaan yang diakukan
secara terpisah. Bobot pada wilayah kabupaten berbeda dengan bobot pada wilayah

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.76.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses
pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur
dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga
semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama
kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113.
Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2014 -2018

No Komoditas Koefisien Variasi Rata-
2014 2015 2016 2017 2018 Rata

1 Tepung Terigu 1,79 1,34 1,22 2,72 1,59 1,73
2 Minyak Goreng 5,25 3,15 6,88 2,42 3,22 4,18
3 Daging Sapi 2,18 4,03 3,17 1,21 1,63 2,87
4 Telur Ayam Ras 6,97 7,25 6,88 6,43 6,82 6,93
5 Daging Ayam Ras 5,79 9,41 5,55 3,13 6,48 6,48
6 Ejzfiinl\g/[erah 69,22 | 34,31 | 34,55 40,47 22,60 37,62
Bawang Merah 11,72 24,7 9,76 17,39 20,18 18,70

Gula Pasir Lokal 3,53 7,99 9,89 4,20 3,25 5,09
Kedelai 1,06 2,43 3,65 3,17 1,27 3,30

10 Jagung 2,34 3,25 4,27 8,06 3,41 3,95
11 Beras Termurah 2,71 3,84 1,51 4,59 3,18 3,26
12 Beras Medium 3,01 4,53 1,34 2,60 4,38 3,05
13 Beras Premium 2,37 3,34 1,53 2,41 2,94 2,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
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Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan
strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami
fluktuasi. Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi
antara lain cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan
gula pasir lokal.

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola
Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2018, skor PPH sebesar 87,30, lebih tinggi
dibandingkan capaian sebelumnya. Capaian Skor PPH tahun 2016 lebih
rendah dari tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan sumber data dalam
metode penghitungan. Sebelum tahun 2016 menggunakan metode survei
langsung, adapun mulai tahun 2017 menggunakan Susenas.

Tabel 2.114.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
No Tahun
Kelompok Pangan Standar

2014 2015 2016 2017 2018
1 | Padi-padian 25,0 25,00 25,00 24,90 25,00 25,00
2 | Umbi-umbian 2,5 2,21 2,09 1,90 0,88 1,42
3 | Pangan Hewani 24,0 17,96 17,96 19,20 19,45 17,09
4 | Minyak & lemak 5,0 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
S | Buah/biji berminyak 1,0 1,00 1,00 0,90 1,00 0,70
6 | Kacang-kacangan 10,0 10,00 10,00 10,00 6,87 10,00
7 | Gula 2,5 1,79 1,80 2,00 2,50 2,37
8 | Sayur & buah 30,0 28,82 28,87 28,00 25,71 25,71
9 | Lain-lain 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skor PPH Jateng 100,0 91,78 91,45 91,80 86,41 87,30
Skor PPH Nasional 100,0 81,8 85,2 85,20 90,40 90,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2019

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2014 - 2018 untuk
kelompok pangan padi-padian dan gula diatas standar sehingga perlu upaya
untuk penurunan konsumsi, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-
umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga
perlu upaya untuk peningkatan konsumsi.

Standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII Tahun 2004 ditentukan
sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Mulai tahun 2017, standar konsumsi sebesar
2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012.
Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi
energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.115.

Tahun 2014 - 2018

Ideal Ideal
No Indikator WNPG 2014 2015 2016 WNPG 2017 2018
VIII X
Beras
1 91,00 88,54 98,96 99,11 97,80 99,40 94,92
(Kg/Kap/Th)
Umbi-umbian
2 35,60 24,80 21,85 15,13 39,20 21,85 18,99
(Kg/Kap/Th)
Pangan hewani
3 54,80 38,53 40,04 44,37 58,80 | 40,04 | 30,17
(Kg/Kap/Th)
4 |Sayurdanbuah | o) 34 | g710 | 67,22 | 67,82 | 98,10 | 67,22 | 83,34
(Kg/Kap/Th) b b b b b b b
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Tabel 2.116.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018
Ideal Tahun
No Kelompok Pangan WNP
P g Gvi| 2014 2015 2016 w;l;glx 2017 2018
1 | Padi-padian 1.000 | 1.001,12 | 1.007,14 | 1.068,58 | 1.075,0 | 1.252,6 | 1.235,31
2 | Umbi-umbian 120 88,28 88,28 81,84 129,0 37,8 61,26
3 Pangan Hewani 240 179,59 179,59 206,63 258,0 209,1 183,77
4 | Minyak & lemak 200 | 256,65 | 256,65 | 283,84 215,0 253,5 215,33
S Buah/biji berminyak 60 54,85 43,90 40,12 64,0 47,0 30,22
6 Kacang-kacangan 100 223,45 214,76 195,47 108,0 73,9 125,58
7 | Gula 100 71,61 72,08 84,74 108,0 128,1 102,02
8 Sayur & buah 120 115,29 115,48 120,23 129,0 110,6 110,53
9 Lain-lain 60 13,66 35,14 20,29 64,0 37,1 26,15
JUMLAH 2000 | 2.004,50 | 2.003,74 | 2.101,75 | 2.150,0 2.149,5 2.090,17
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per

kapita/hari, menunjukkan bahwa konsumsi beras perlu diturunkan. Adapun

konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di

masyarakat merupakan salah

satu permasalahan dalam mewujudkan

ketahanan pangan. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan

secara insidentil, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah.
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Tabel 2.117.
Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2014 - 2018

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Uraian Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah |Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah [ Jumlah | Jumlah
sampel | sampel | sampel | sampel | sampel | sampel | sampel | sampel | sampel | sampel
diuji aman diuji aman diuji aman diuji aman diuji aman
Prima 2 - - 1 1 - - - - - -
Prima 3 10 10 6 6 8 8 10 10 10 10
PSAT 54 54 59 59 39 39 51 51 83 83
:izgassea;r 33 26 66 56 70 66 79 67 168 160
Total 97 84 132 122 117 113 140 128 261 253
Prosentase Aman 86,60% 92,42% 96,58% 91,43% 96,93%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Memperhatikan tabel di atas, perlu ditingkatkan pengawasan pangan
segar baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat
persentase keamanan pangan belum mencapai 100%.

4. Pertanahan

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan
Pertanahan yaitu Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan
subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
Daerah Provinsi, Penetapan tanah wulayat yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah tanah
kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Inventarisasi
dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas
Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah
khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan
merupakan supporting kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan
mengkoordinasikan penggadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum dengan keluaran ditetapkannya ijin penetapan lokasi yang bertujuan
agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara
hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan diharapkan
mendapat ganti kerugian yang layak dari pemerintah.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan triwulan 2 tahun 2018 ijin
penetapan lokasi aktif sebanyak 20 ijin yang terdiri dari pembangunan jalan
tol, bendungan, saluran irigasi, tanggul pantai, RDMP yang kesemuanya
mempunyai batas waktu selama 2 tahun dan apabila pengadaan tanah
terkendala sampai lebih dari 2 tahun maka akan dilakukan perpanjangan
selama 1 tahun bila belum selesai juga maka akan diperbaharui dengan ijin
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lokasi yang baru. Dari 20 ijin yang masih aktif ada 3 ijin lokasi yang
melakukan pembaharuan yang disebabkan karena belum selesainya proses
pengadaan lahan sampai dengan batas waktu ijin lokasinya habis. Hal ini
disebabkan karena (1) kesiapan instansi yang memerlukan tanah, (2) prosedur
tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf, tanah perhutani dan
tanah negara lain yang berbeda, (3) kesiapan dana.

Terkait kesiapan instansi yang memerlukan tanah bahwa pengadaan
tanah berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekarang dan
akan datang, sehingga tidak mudah meyakinkan masyarakat bahwa dengan
mendapatkan ganti kerugian akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik
ditempat yang baru apalagi bila tanah yang terkena dampak tersebut
merupakan tanah satu-satunya sebagai sumber penghidupan. Untuk itu perlu
kesiapan instansi yang memerlukan tanah dalam mengelola pendekatan
kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta
koordinasi intensif dengan forkompinda dan forkompincam setempat.

Terkait prosedur TKD, Tanah Wakaf, Tanah Perhutani dan tanah
negara masing-masing mempunyai mekanisme dan ketentuan peraturan
sendiri-sendiri. Untuk TKD mencari tanah pengganti sesuai dengan ketentuan
permendagri masih sulit, Tanah Wakaf ijinnya harus sampai ke Kementerian
Agama Pusat dan Tanah Perhutani sampai ke Kementerian BUMN.

Terkait kesiapan dana, proses pengadaan tanah mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan membutuhkan dana.
Dan bagi masyarakat menjadi hal yang ditunggu-tunggu apabila proses
pengadaan lahan sudah dimulai maka argo sudah berjalan dan masyarakat
akan menunggu kapan ganti rugi akan dibayarkan. Apabila sampai dengan
waktu yang telah dijanjikan (sesuai jadual) kesiapan dana tidak dibayarkan
maka masyarakat akan semakin resistan dan upaya pengadaaan tanah dari
awal akan mendapatkan kendala yang lebih sulit karena kurangnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selama kurun waktu tahun 2013 -2017, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah telah mengupayakan tanah pengganti tanah kas desa, dalam upaya
mempertahankan luasan tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan
pembangunan (seperti untuk pembangunan gedung/ruang pendidikan,
perkantoran, jalan). Berdasarkan data tanah kas desa pengganti sejak tahun
2013-2017 mengalami perluasan.

Selanjutnya dalam wupaya mempertahankan kawasan lindung dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), telah dilakukan upaya
pelibatan/pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sertifikasi lahan
masyarakat yang berlokasi di kawasan lindung diluar hutan dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Diharapkan selain masyarakat
berkomitmen menjaga fungsi lahannya, status lahannya juga lebih
baik/bersertifikat. Namun hal ini masih belum didukung dengan regulasi yang
mengatur insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan animo
masyarakat petani menjadikan tanahnya sebagai LP2B. Hal itu diperburuk
dengan rendahnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masih
terbatas, yang terlihat dari masih minimnya Kabupaten/Kota yang sudah
mempunyai Perda terkait Penetapan Lokasi LP2B diwilayahnya. Dalam kurun
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waktu 2013-2017 luas kawasan lindung yang disertifikasi cederung menurun,
sementara lahan Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) semakin luas.
Perkembangan pelayanan urusan pertanahan di Jawa Tengah dapat dilihat
pada Tabel berikut.
Tabel 2.118.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan Di Provinsi Jateng Tahun
2013-2017 (Penggantian Tanah Kas Desa dan Stimulan Pembuatan
Sertifikat Lahan)

. Tahun
No Uraian
2013 | 2014 \ 2015 \ 2016 \ 2017
1 | Penggantian tanah kas desa
Luas semula (ha) 285.306 285.306 | 329.754 164.977 1.287.521
Luas menjadi (ha) 87.213 & | 1.440.194 &

351.810 | 351.810 | 474.844 UGR 32M | UGR 199 M

2 | Stimulasi pembuatan sertifikat lahan

Kawasan lindung diluar

hutan & Lahan pertanian
6 900 1.759 1.325 125

pangan berkelanjutan (LP2B) 22 2 2

(ha)

Sumber : Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria,
bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor
590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria
(GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat
provinsi.

5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status
mutu air, informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan
iklim dan emisi gas rumah kaca

Dari hasil perhitungan status mutu kualitas air sungai dengan
menggunakan metode indeks pencemar yang mengacu pada Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penentuan Status Mutu Air, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa anak
sungai Bengawan Solo seperti Sungai Premulung, Mungkung, Samin Palur
masuk dalam kategori cemar sedang, sedangkan lainnya dalam kondisi
tercemar ringan-baik. Pada saat masuk ke sungai utama Bengawan Solo
terjadi peningkatan kualitas air dikarenakan sungai yang memiliki daya pulih
alami dan ditambah dengan debit air yang cukup besar sehingga dapat
meningkatkan kualitas air sungai. Peningkatan kualitas air sungai Bengawan
Solo tidak bisa dipisahkan oleh penanganan permasalahan di anak sungai
Bengawan Solo yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
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Tabel 2.119.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2015-2017

2015 2016 2017

No. | Nama Sungai Nlii? i Status Mutu Ng,ai Status Mutu Ng,ai Status Mutu
1 Baki 4,16 | Cemar Ringan 2,28 | Cemar Ringan 4,56 | Cemar Ringan
2 Premulung 9,79 | Cemar Sedang 7,71 | Cemar Sedang 5,52 | Cemar Sedang
3 Mungkung 7,17 | Cemar Sedang 6,13 | Cemar Sedang 5,23 | Cemar Sedang
4 Grompol 5,78 | Cemar Sedang 2,05 | Cemar Ringan 4,80 | Cemar Ringan
5 Samin 4,32 | Cemar Ringan 4,28 | Cemar Ringan 5,38 | Cemar Sedang
6 Jlantah 3,86 | Cemar Ringan 2,46 | Cemar Ringan 3,80 | Cemar Ringan
7 Palur 10,19 | Cemar Berat 3,94 | Cemar Ringan 5,54 | Cemar Sedang
8 Pepe 7,35 | Cemar Sedang 2,01 | Cemar Ringan 4,57 | Cemar Ringan
9 Babon 4,45 | Cemar Ringan 4,86 | Cemar Ringan
10 | Bogowonto 1,94 | Cemar Ringan
11 Garang 2,85 | Cemar Ringan 4,50 | Cemar Ringan 4,00 | Cemar Ringan
12 Gung 3,39 | Cemar Ringan 2,88 | Cemar Ringan 3,28 | Cemar Ringan
13 | Kupang 3,99 | Cemar Ringan
14 | Luk Ulo 1,82 | Cemar Ringan
15 Lusi 2,43 | Cemar Ringan 2,55 | Cemar Ringan 2,21 | Cemar Ringan
16 | Pemali 7,63 | Cemar Sedang 6,64 | Cemar Sedang 3,10 | Cemar Ringan
17 | Sambong 3,84 | Cemar Ringan
18 Serang 1,95 | Cemar Ringan 2,99 | Cemar Ringan 2,63 | Cemar Ringan
19 | Serayu 2,82 | Cemar Ringan 3,26 | Cemar Ringan 1,91 | Cemar Ringan
20 | Tuntang 2,47 | Cemar Ringan 3,11 | Cemar Ringan 3,49 | Cemar Ringan
21 Wulan 4,70 | Cemar Ringan 4,07 | Cemar Ringan 4,75 | Cemar Ringan
22 }Sce)fé) gawan 7,60 | Cemar Sedang 4,51 | Cemar Ringan 2,18 | Cemar Ringan
23 Progo 2,57 | Cemar Ringan 3,26 | Cemar Ringan 1,53 | Cemar Ringan
24 | Citanduy 2,31 | Cemar Ringan 4,86 | Cemar Ringan 0,92 | Kondisi Baik
25 | Cisanggarung 2,68 | Cemar Ringan 5,13 | Cemar Sedang 0,75 | Kondisi Baik
Tliirllziaﬂb Jawa 4,80 | Cemar Ringan 3,96 | Cemar Ringan 3,46 | Cemar Ringan
%ﬁ;ﬁgsungai 20 21 25

Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan
tahun 2013 dan 2014 di 35 kabupaten/kota, dengan titik sampel pada 3 (tiga)
lokasi pengukuran yakni kawasan perumahan, kawasan industri, dan
kawasan padat lalu lintas menunjukan bahwa nilai Hidrokarbon di semua
titik sampel telah melebihi baku mutu. Sedangkan nilai Total Partikel Debu
(TSP) di beberapa titik sampel menunjukkan sudah melebihi batas ambang
baku mutu, sementara nilai SO2, NO2 dan CO masih di bawah baku mutu
udara ambien. Jumlah HC yang sudah melebihi baku mutu menunjukkan
bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan premium dan solar masih
cukup tinggi karena hasil proses pembakaran dari kendaraan bermotor
menghasilkan 71-89% HC.

Terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat dari persebaran indeks
kerentanan dan emisi gas rumah kaca (GRK). Data persebaran indeks
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kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11
kabupaten/kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18
kabupaten/kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2), dan 6
kabupaten/kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai
kondisi geografisnya maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan
muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran
rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama
yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan
meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan
peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman
nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang
laut.

Berdasarkan hasil inventarisasi, Emisi GRK di Jawa Tengah pada tahun
2016 besarnya mencapai 55.211,62 Gg CO2eq. Kontributor tertingginya
adalah dari sektor energi yang mencapai 43.463,98 Gg CO2e atau 78% dari
total emisi GRK. Sektor energi ini dikontribusikan oleh penggunaan bahan
bakar fosil untuk kendaraan bermotor, kegiatan industri maupun pembangkit
listrik yang menggunakan bahan bakar fosil.

Sektor berbasis lahan yang terdiri dari sub sektor pertanian mencapai
11.694,31 Gg CO2e. Kontribusi sub sektor pertanian ini dikontribusikan oleh
kegiatan pemupukan, penggunaan kapur, pembakaran biomassa serta sistem
pengairan terutama penggenangan terus menerus yang menimbulkan gas
metana. Sedangkan untuk sub sektor perubahan lahan di Jawa Tengah
mengalami penyerapan (sequestrasi) sebesar 14.096,42 Gg CO2e, yang artinya
telah banyak rehabilitasi tutupan lahan pada lahan terdegradasi untuk
dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan.

Sektor lain yang berkotribusi besar adalah limbah yang dikontribusikan
dari pengelolaan sampah dan limbah cair yang mencapai 7.908,89 Gg CO2e.
Berikut adalah komposisi emisi GRK di Jawa Tengah.

50,000.00
43,463.98
40,000.00
30,000.00
& 20,000.00
S 13,694.31
O
& 10,000.00 7,908.89
27491
1,499.87 -
0.00 [ [
Energi IPPU Peternakan Pertanian L Limbah
-10,000.00
14,096.42)
-20,000.00 14,
Sektor/Subsektor

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.77.
Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
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Tabel 2.120.

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

2016
SEKTOR
Gg COze %
Energi 43.463,98 78,72%
IPPU (Industri) 1.499,87 2,72%
AFOLU (Lahan) 2.338,89 4,24%
Limbah 7.908,89 14,32%
Total 55.211,63 100%

Sumber: POKJA GRK Jawa Tengah, 2018

Kemampuan lahan di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari hasil
tumpang susun (overlay) peta dengan menggunakan peta sekunder skala 1 :
250.000. Adapun informasi yang tersedia dan digunakan untuk mengetahui
daya dukung lahan meliputi bentuk lahan, satuan batuan, hidrogeologi
terwakilkan oleh produktivitas akuifer, bencana, dan penggunaan lahan. Hasil
analisis yang dilakukan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung
lahan Jawa Tengah maka dapat dibagi dalam lima kelas lahan.

Tabel 2.121.
Kelas Daya Dukung Lahan Jawa Tengah

Kelas Luas Peta (Ha) %
I — Sangat Rendah 65.441,23 2,01
II - Rendah 127.104,67 3,91
III - Menengah 865.343,90 26,59
IV — Tinggi 1.276.446,78 39,22
V — Sangat Tinggi 920.075,41 28,27

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

, DAYA DUKUNG LAHAN
¥ PROVINSI JAWA TENGAH

I «elas | (Sangat Rendah)
elas Il (Rendah)
I Kelas 11l (Menengah)
Kelas IV (Tinggi)
I Kelas V (Sangat Tinggi)

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.78.
Daya Dukung Lahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Pelayanan sampah di Jawa Tengah masih terpusat pada kawasan
perkotaan, sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di tingkat
kabupaten relatif kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani
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dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan.
Berikut adalah data timbulan sampah dan persentase sampah yang terangkut
ke TPA per kabupaten kota di Jawa Tengah.
Tabel 2.122.
Jumlah Sampah yang Terangkut di Jawa Tengah 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016
% % % % %
Timbulan | Angku | Timbulan | Angku | Timbulan | Angku | Timbulan | Angku | Timbulan | Angku
t t t t t
5.1489.32 26,13 5.3408.58 23,97 5.2261.43 25.83 5.3552.86 26,88 5.6901.31 28,62

Sumber : Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

Total persentase pelayanan pengangkutan sampah di Jawa Tengah
relatif kecil yaitu 28,62% dari total timbulan sampah. Pada wilayah kota,
tingkat pelayanannya relatif tinggi yaitu 70-87%, dibanding dengan wilayah
kabupaten, yaitu berkisar antara 7-40%. Dengan perkiraan timbulan sampah
sebesar 5,7 juta ton pada tahun 2016 dan pengangkutan mencapai 28,62%,
artinya jumlah sampah yang diangkut setiap tahunnya mencapai 1,6 juta ton

sampah yang diangkut menuju TPA.
Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah, luas total TPA yang ada sejumlah

58 TPA adalah 258,1

hektar.

Dengan total

sampah yang terangkut

menunjukkan rata-rata setiap 1 hektar TPA menerima sampah sebesar 6.310
ton untuk dikelola. Berikut adalah tipe pengelolaan TPA di Jawa Tengah.
Tabel 2.123.
Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah

Tipe Pengelolaan Sampah di TPA
No | Kabupaten/ Kota Nama TPA Control | Unmanaged | Unmanaged Luas Usia TPA
Landfill Shazzo'gu Deepg (Ha) | s.d. Tahun

1 | Cilacap 1 TPA Majenang S 1,6 2025

2 | Cilacap 2 TPA Sidareja S 1,4 2025

3 | Cilacap 3 TPA Kroya v 0,8 2017

4 | Cilacap 4 TAP Jeruklegi S 6,3 2019

5 | Banyumas 1 TPA Kaliori S 4,7 2018

6 | Banyumas 2 TPA Gunung Tugel v 6,7 2014

7 | Banyumas 3 TPA Ajibarang S 2,0 2014

8 | Purbalingga TPA Banjaran S 4,0 2018

9 | Banjarnegara TPA Winong \ 3,8 2049
10 | Kebumen 1 TPA Kaligending S 5,0 2033
11 | Kebumen 2 TPA Semali v 3,7 2033
12 | Purworejo TPA Jetis Loana \ 4,7 2019
13 | Wonosobo TPA Wonorejo \/ 4,5 2018
14 | Kab. Magelang 1 TPA Pasuruhan S 1,8 2017
15 | Kab. Magelang 2 TPA Klegen v 0,2 2017
16 | Boyolali TPA Winong \ 3,7

17 | Klaten 1 TPA Jomboran V 0,2 2014
18 | Klaten 2 TPA Joho V 0,9 2015
19 | Klaten 3 TPA Candirejo \/ 1,0 2016
20 | Klaten 4 TPA Pedan v 7,0 dios:rl:;?kan
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Tipe Pengelolaan Sampah di TPA

No | Kabupaten/ Kota Nama TPA Control | Unmanaged | Unmanaged I(.;:;s sUds 1::11‘:‘::1\11
Landyfill Shallow Deep
21 | Sukoharjo TPA Mojorejo R 3,7 2017
22 | Wonogiri 1 TPA Ngadirojo S 8,2 2023
23 | Wonogiri 2 TPA Baturetno S 1,5 2026
24 | Wonogiri 3 TPA Purwantoro S 0,5 2021
25 | Wonogiri 4 TPA Slogohimo S 0,3 2026
26 | Karanganyar TPA Sukosari S 4,4 2021
27 | Sragen TPA Tanggan S 4,2 2016
28 | Grobogan 1 TPA Ngembak S 9,8 2033
29 | Grobogan 2 TPA Godong S 1,0 2015
30 | Grobogan 3 TPA Mojorebo S 1,0 2013
31 | Grobogan 4 TPA Gubug S 1,0 2013
32 | Blora 1 TPA Lebok V 1,5 2019
33 | Blora 2 TPA Temurejo S 4,0 2018
34 | Rembang TPA Kerep \ 3,2 2035
35 | Pati 1 TPA Sukoharjo \ 12,5 2026
36 | Pati 2 TPA Plosojenar v 1,7 2018
37 | Kudus TPA Tajungrejo S 5,6 2019
38 | Jepara 1 TPA Bandengan N 5,5 2015
39 | Jepara 2 TPA Krasak v 0,7 2020
40 | Jepara 3 TPA Gemulung S 0,9 2016
41 | Demak 1 TPA Kalikondang \ 2,5 2016
42 | Demak 2 TPA Candisari \/ 0,8 2016
43 | Kab. Semarang TPA Blondo S 5,7 2009
44 | Temanggung TPA Sanggrahan \ 4,0 2031
45 | Kendal 1 TPA Darupono v 0,9 2015
46 | Kendal 2 TPA Pagergunung S 1,8 2025
47 | Batang TPA Randu Kuning \ 2,5 2019
48 | Kab.Pekalongan TPA Linggoasri N 4,7 2019
49 | Pemalang TPA Pegongsoran S 6,0 2031
50 | Kab. Tegal TPA Penujah v 3,0 2018
51 | Brebes 1 TPA Kaliwlingi S 4,0 2040
52 | Brebes 2 TPA Kalijurang S 2,0 2021
53 | Kota Magelang TPA Banyu Urip v 7,8 2016
54 | Surakarta TPA Putri Cempo v 17,0 2018
55 | Salatiga TPA Ngronggo S 5,3 2017
56 | Kota Semarang TPA Jatibarang \ 46,0 2026
57 | Kota Pekalongan TPA Degayu v 4,0 2013
58 | Kota Tegal TPA Muararejo 5,0 2022
JUMLAH 13 41 258,1

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan:

Unmanaged deep : Open dumping ketinggian > 5 mtr
Unmanaged shallow : Open dumping ketinggian < 5 mtr
Controll Landlfiil : penutupan dengan tanah 7 hari

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 58 TPA, sebanyak 22 TPA
telah melebihi usia pakai secara teknis atau sebesar 38% dari total TPA.
Berdasarkan sistem pengelolaannya maka hanya 22% yang menggunakan

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 131




sistem controlled landfill, sedangkan sisanya sebanyak 71% atau 41 TPA masih
menggunakan sistem open dumping dengan ketinggian lebih dari 5 meter.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah
dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 88,07%
menjadi 93,4%.

T

94 R Fr R T

90 - gems ——

86
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.79.
Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014-2018
Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang
cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah
yang cukup intensif. Penurunan persentase di tahun 2018 dibandingkan
dengan tahun 2017 cenderung disebabkan adanya penambahan wajib rekam
KTP-el pemula yang melebihi kapasitas rekam di kabupaten/kota.

b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut
identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti
bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya,
sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran
pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri
pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk
mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur,
perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan
anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-
hak lainnya sebagai warga negara.
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Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.80.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk
Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan
akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu
tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 78,57% menjadi 87,50%.
Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara
lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya
terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif
masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapus-
kannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu
tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai
dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja
sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan
kesehatan lainnya).

Tabel 2.124.
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk per Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Kepemilikan Akta Kelahiran Prosentase
No Kabupaten/Kota Tidak Kepemilikan
pasent Memiliki Memiliki Jumlah Akt: Kelahiran

1 | Cilacap 1.013.216 829.697 1.842.913 54,98

2 | Banyumas 827.330 915.998 1.743.328 47,46

3 | Purbalingga 273.078 682.787 955.865 28,57

4 | Banjarnegara 293.645 710.339 1.003.984 29,24

5 | Kebumen 566.518 798.387 1.364.905 41,51

6 | Purworejo 266.572 507.545 774.117 34,44

7 | Wonosobo 271.289 590.298 861.587 31,49

8 | Magelang 326.527 956.878 1.283.405 25,44

9 | Boyolali 262.115 731.812 993.927 26,37

10 | Klaten 407.441 895.215 1.302.656 31,28

11 | Sukoharjo 784.111 115.439 899.550 87,17

12 | Wonogiri 457.055 616.250 1.073.305 42,58

13 | Karanganyar 348.797 552.279 901.076 38,71

14 | Sragen 436.328 547.147 983.475 44,37
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Kepemilikan Akta Kelahiran Prosentase
No Kabupaten/Kota Tidak Kepemilikan
pasent Memiliki Memiliki Jumlah Akt: Kelahiran

15 | Grobogan 458.559 991.232 1.449.791 31,63
16 | Blora 426.734 469.191 895.925 47,63
17 | Rembang 317.274 311.305 628.579 50,47
18 | Pati 452.365 834.043 1.286.408 35,16
19 | Kudus 610.119 225.199 835.318 73,04
20 | Jepara 331.392 831.137 1.162.529 28,51
21 | Demak 171.880 946.726 1.118.606 15,37
22 | Semarang 464.028 547.607 1.011.635 45,87
23 | Temanggung 490.764 277.575 768.339 63,87
24 | Kendal 647.265 326.027 973.292 66,50
25 | Batang 387.785 387.535 775.320 50,02
26 | Pekalongan 493.005 443.965 936.970 52,62
27 | Pemalang 659.439 815.157 1.474.596 44,72
28 | Tegal 446.651 1.034.216 1.480.867 30,16
29 | Brebes 970.502 928.436 1.898.938 51,11
30 | Kota Magelang 72.268 57.468 129.736 55,70
31 | Kota Surakarta 460.743 102.058 562.801 81,87
32 | Kota Salatiga 111.123 80.955 192.078 57,85
33 | Kota Semarang 1.278.165 380.387 1.658.552 77,07
34 | Kota Pekalongan 143.691 162.376 306.067 46,95
35 | Kota Tegal 135.083 146.726 281.809 47,93

Total 16.062.857 19.749.392 35.812.249 44,85

Sumber : Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Gambar 2.81.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per Kabupaten/Kota di Provinsi
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Jawa Tengah Tahun 2017
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa pada sebagian

besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte kelahiran masih sangat

rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk pada

usia 19 tahun ke atas yang tidak memiliki akta kelahiran. Persentase
kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo (87,17%)

sedangkan yang terendah berada Kabupaten Magelang (15,37%).

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 134




c. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai
dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian
hari terjadi sengketa dalam keluarga.

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib
administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi
jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh
akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga,
dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum
suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap
hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Tabel 2.125.

Kepemilikan Akta Perkawinan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2017

Kepemilikan akta perkawinan Persentase
No Kabupaten/ Kota Tidak Kepemilikan
Memiliki memiliki Jumlah akta perkawinan

1 Kab. Cilacap 411,216 551,479 962,695 42.72
2 | Kab. Banyumas 478,828 450,528 929,356 51.52
3 Kab. Purbalingga 61,543 449,338 510,881 12.05
4 Kab. Banjarnegara 89,441 458,891 548,332 16.31
5 | Kab. Kebumen 313,143 374,289 687,432 45.55
6 Kab. Purworejo 196,582 211,200 407,782 48.21
7 | Kab. Wonosobo 108,738 358,858 467,596 23.25
8 | Kab. Magelang 224,825 450,944 675,769 33.27
9 | Kab. Boyolali 91,585 461,607 553,192 16.56
10 | Kab. Klaten 236,179 437,113 673,292 35.08
11 | Kab. Sukoharjo 94,825 362,969 457,794 20.71
12 | Kab. Wonogiri 231,333 357,083 588,416 39.31
13 | Kab. Karanganyar 223,821 263,497 487,318 45.93
14 | Kab. Sragen 88,995 435,358 524,353 16.97
15 | Kab. Grobogan 272,473 518,223 790,696 34.46
16 | Kab. Blora 98,978 401,923 500,901 19.76
17 | Kab. Rembang 204,533 149,449 353,982 57.78
18 | Kab. Pati 112,120 601,323 713,443 15.72
19 | Kab. Kudus 194,511 226,622 421,133 46.19
20 | Kab. Jepara 131,950 471,829 603,779 21.85
21 | Kab. Demak 154,363 435,779 590,142 26.16
22 | Kab. Semarang 262,044 280,208 542,252 48.33
23 | Kab. Temanggung 302,589 125,374 427,963 70.70
24 | Kab. Kendal 368,353 115,780 484,133 76.09
25 | Kab. Batang 75,227 326,470 401,697 18.73
26 | Kab. Pekalongan 147,530 302,242 449,772 32.80
27 | Kab. Pemalang 259,459 465,599 725,058 35.78
28 | Kab. Tegal 354,328 398,235 752,563 47.08
29 | Kab. Brebes 122,437 856,699 979,136 12.50
30 | Kota Magelang 35,495 24,481 59,976 59.18
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Kepemilikan akta perkawinan Persentase
No Kabupaten/ Kota Tidak Kepemilikan
Memiliki memiliki Jumlah akta perkawinan

31 | Kota Surakarta 210,464 71,434 281,898 74.66
32 | Kota Salatiga 77,377 17,041 94,418 81.95
33 | Kota Semarang 675,007 121,264 796,271 84.77
34 | Kota Pekalongan 82,631 58,126 140,757 58.70
35 | Kota Tegal 84,970 46,016 130,986 64.87

Total 7,077,893 11,637,271 18,715,164 37.82

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.82.
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan per Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa pada sebagian
besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte perkawinan masih sangat
rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk
muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk
non muslim. Persentase kepemilikan akte perkawinan tertinggi berada di Kota
Semarang (84,77%) sedangkan yang terendah berada Kabupaten Purbalingga
(12,05%)

d. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian digunakan untuk melakukan perubahan
kependudukan dari cerai hidup menjadi kawin dan sebagai implikasi perdata
dan status kawin yang bersangkutan sehingga dapat menuntut hak-haknya.

status
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Tabel 2.126.
Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017

Kepemilikan akta perceraian Persentase
No Kabupaten/kota Tidak Kepemilikan
Memiliki memiliki Jumlah | Apta Perceraian

1 Kab. Cilacap 10,293 17,569 27,862 36.94
2 Kab. Banyumas 17,254 12,245 29,499 58.49
3 Kab. Purbalingga 3,421 11,401 14,822 23.08
4 Kab. Banjarnegara 3,681 10,972 14,653 25.12
5 Kab. Kebumen 10,052 7,318 17,370 57.87
6 Kab. Purworejo 4,606 3,463 8,069 57.08
7 Kab. Wonosobo 6,522 7,239 13,761 47.39
8 Kab. Magelang 7,548 10,294 17,842 42.30
9 Kab. Boyolali 2,909 8,151 11,060 26.30
10 Kab. Klaten 7,599 9,516 17,115 44.40
11 Kab. Sukoharjo 5,351 5,804 11,155 47.97
12 Kab. Wonogiri 7,593 7,435 15,028 50.53
13 Kab. Karanganyar 7,258 6,079 13,337 54.42
14 Kab. Sragen 6,249 10,167 16,416 38.07
15 Kab. Grobogan 12,031 10,521 22,552 53.35
16 Kab. Blora 5,712 3,651 9,363 61.01
17 Kab. Rembang 3,481 5,814 9,295 37.45
18 Kab. Pati 4,828 12,337 17,165 28.13
19 Kab. Kudus 3,704 5,138 8,842 41.89
20 Kab. Jepara 4,607 9,260 13,867 33.22
21 Kab. Demak 4,482 9,679 14,161 31.65
22 Kab. Semarang 11,804 2,535 14,339 82.32
23 Kab. Temanggung 7,791 4,092 11,883 65.56
24 Kab. Kendal 13,394 1,600 14,994 89.33
25 Kab. Batang 1,750 11,273 13,023 13.44
26 Kab. Pekalongan 2,652 8,413 11,065 23.97
27 Kab. Pemalang 7,786 12,043 19,829 39.27
28 Kab. Tegal 3,584 13,074 16,658 21.52
29 Kab. Brebes 6,133 17,917 24,050 25.50
30 Kota Magelang 2,083 747 2,830 73.60
31 Kota Surakarta 7,289 3,968 11,257 64.75
32 Kota Salatiga 2,960 874 3,834 77.20
33 Kota Semarang 28,629 9,447 38,076 75.19
34 Kota Pekalongan 2,405 1,760 4,165 57.74
35 Kota Tegal 2,614 928 3,542 73.80
Total 240,055 272,724 512,779 46.81

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018
Gambar 2.83.
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diketahui bahwa pada sebagian
besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte perceraianan masih
sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk
yang cerai hidup namun belum melaporkan perceraiannya kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase kepemilikan akte perceraian
tertinggi berada di Kota Kendal (89,33%) sedangkan yang terendah berada
Kabupaten Batang (13,40%).

e. Pemanfaatan Data Kependudukan

Kerjasama pemanfaatan data kependudukan menjadi hal yang penting,
karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Data kependudukan
sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan
hukum, pencegahan kriminal. Namun demikian data kependudukan di Jawa
Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah maupun
lembaga non pemerintah. Pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi
sistem harus didorong untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang
cepat, tepat, serta mudah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan
kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan
hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga
kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan
partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan
pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut
hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan
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mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan
nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib
disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan
melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Tabel 2.127.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No Tahun Jumlah LPMD/K
1. 2013 8.578
2. 2014 8.578
3. 2015 8.559
4. 2016 8.559
S. 2017 8.559

Sumber: Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa setiap desa/kelurahan
telah dibentuk LPMD/K. Namun dari sisi kelembagaanya masih belum optimal
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga setiap tahun masih perlu
difasilitasi peningkatan kapasitas pengurusnya agar dapat meningkatkan
tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa/
kelurahan.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk
memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu di Provinsi
Jawa Tengah pada tahun 2017 sejumlah 47.012 unit, lembaga ini sangat
strategis namun kenyataan dilapangan posyandu masih berjalan sendiri-
sendiri sesuai dengan sektor yang mendampingi untuk itu agar posyandu
dapat sinergi dan optimal maka perlu difasilitasi posyandu Model/Integrasi di
Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat,
dalam kurun waktu tahun 2013-2017 telah dilakukan pembinaan posyandu
model (terintegrasi) sebanyak 4.170 unit sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut.

Tabel 2.128.
Posyandu Model/Integrasi yang Dibina
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No. Tahun Jumlah Posyandu
1. 2013 500 unit
2. 2014 750 unit
3. 2015 1.250 unit
4. 2016 770 unit
S. 2017 900 unit
Jumlah 4.170 wunit

Sumber: Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Kelembagaan PKK sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan
di tingkat desa/kelurahan memiliki peran penting penting khususnya dalam
hal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Sampai dengan tahun 2017
persentase PKK aktif telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut.

Tabel 2.129.
Jumlah PKK Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No. Tahun Jumlah PKK Aktif % PKK Aktif

1. 2013 8.578 100

2. 2014 8.578 100

3. 2015 8.559 100

4. 2016 8.559 100

S. 2017 8.559 100

Sumber: Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat
(LEM) sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan penguatan kelembagaan
terhadap 274 Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), 236 unit Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 288 unit Pasar Desa, sebagaimana tercantum
dalam tabel berikut.

Tabel 2.130.
Penguatan Kelembagaan UED-SP, BUMDES dan Pasar Desa
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

TAHUN
NO KEGIATAN
2013 2014 2015 2016 2017
1. UED-SP 173 205 216 245 274
2. BUMDes 119 152 - 207 236
3. Pasar Desa 196 223 230 259 288

Sumber: Dispermasdesdulkcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam
kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.131.
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No Jenis Lembaga Jumlah (unit)

Ekonomi Desa 2014 2015 2016 2017 2018

1 | BUMDesa 379 1.413 1.993 2.230 2.511
2 | Pasar desa 1.396 1.387 1.369 1.369 1.369
3 | UED-SP 786 851 1.011 1.029 1.029

4 | CPPD 110 117 140 140 140
5 | UP2K-PKK 17.814 18.140 20.382 22.326 22.326
Jumlah Total 20.485 21.908 24.895 27.094 27.375

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun
2014-2018 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa
meningkat signifikan dari 379 BUMDesa di tahun 2014 menjadi 2.511
BUMDesa di tahun 2018. Namun demikian persentase BUMDesa yang aktif
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baru mencapai 40% dari jumlah BUMDesa yang ada. Perkembangan BUMDesa
di Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan BUMDesa di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018
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Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017 Th 2018
BUMDES Pasif 189 918 1196 1338 1507
BUMDES Alktif 190 493 rasra 892 1004
Jumlah BUMDES 379 1413 1993 2230 23511

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.84.
Perkembangan BUMDesa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Masih banyaknya BUMDesa yang pasif, cenderung disebabkan karena
sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses
identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang
masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman
kelembagaan BUMDes, keberpihakan pemerintah desa untuk mengem-
bangkan BUM Desa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan
belum melakukan jejaring usaha, serta produk unggulan belum mampu
menembus pasar luas.

Strategi pengembangan BUMDesa agar lebih aktif berkembang antara
lain dilakukan melalui 1) penguatan kapasitas kelembagaan (pelatihan/bimtek
manajemen SDM dan usaha); 2) mendorong kelompok masyarakat untuk ikut
mengembangkan BUMDesa melalui penyertaan modal masyarakat; 3)
mendorong pembentukan forum BUMDesa di 29 kabupaten; 3) penguatan
permodalan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dana
desa; dan 4) mendorong sinergitas dengan dunia usaha melalui program
CSR/kemitraan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Peserta KB Aktif

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari
pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada
peningkatan kesertaan ber-KB serta peningkatan ketahanan dan kesejah-
teraan keluarga. Peserta KB aktif di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun
2014 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah peserta
KB aktif mengalami kenaikan, namun mulai tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 secara umum mengalami penurunan yaitu sebesar 78,24% di
tahun 2015 dan sebesar 73,69 di tahun 2018.
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Tabel 2.132.

Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun Jumlah PUS Peserta KB Aktif Persentase
2014 6.754.814 5.307.068 78,57
2015 6.736.249 5.270.734 78,24
2016 6.727.894 5.290.679 78,64
2017 6.610.377 5.082.844 76.89
2018 6.527.869 4.810.077 73.69

Sumber: BKKBN RI, 2019

Penurunan tersebut antara lain disebabkan rendahnya pemakaian alat
kontrasepsi MKJP, keyakinan sebagian masyarakat, takut efek samping,
kurangnya kesadaran masyarakat tentang KB, serta terbatasnya jumlah
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada saat ini. Belum
adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota
menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengen-
dalian laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Pemakaian alat
kontrasepsi MKJP tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat
secara berkelanjutan yaitu sebesar 27,24% pada tahun 2015 menjadi 28,45%
di tahun 2017. Namun peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsi
MKJP tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah peserta KB MKJP
yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan tahun 2018 menurun
menjadi sebesar 27,43%.

Tabel 2.133.
Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2018

Peserta KB Peserta KB MKJP
Tahun .
Aktif IUD MOW MOP IMPLAN Jumlah %
2015 5.270.734 | 476.701 | 278.427 | 47.950 | 632.526 | 1.435.604 | 27,24
2016 5.290.679 | 478.157 | 294.931 | 47.399 | 667.103 | 1.487.590 | 28,12
2017 5.082.844 | 516.068 | 254.987 | 39.649 | 635.232 | 1.445.936 | 28,45
2018 4.810.077 | 428.981 | 233.859 | 32.886 | 623.677 | 1.319.403 | 27,43

Sumber: BKKBN RI, 2019

b. Drop Out (DO) KB

Secara persentase maupun absolut DO peserta KB periode tahun 2014 -
2018 mengalami tren penurunan. Tahun 2018 menurun menjadi 9,85% atau
sebesar 594.184 orang dibanding tahun 2014 yang sebesar 15,02% atau
sebesar 937.982. Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara
absolut angka DO KB relatih masih besar. Kondisi ini menjadi angin segar dan
keberhasilan dalam menekan angka putus pakai KB sehingga dapat mencegah
banyaknya penurunan peserta KB aktif yang pada tahun 2018 apabila
dibanding tahun 2017 mencapai 1,84% (207.835 orang).
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Tabel 2.134.
Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Tahun Do KB
Jumlah (orang) Persentase

1 2013 960.277 15,09
2 2014 937.982 15,02
3 2015 857.572 13,99
4 2016 775.177 12,78
5 2017 594.184 11,69
2018 594.184 9,85

Sumber: BKKBN RI, 2019

c. Unmet Need

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi
tapi tidak ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2014 - 2018 secara umum
mengalami tren peningkatan dan hanya di tahun 2016 terjadi penurunan.
Tahun 2018 sebesar 13,06% atau 852.677 orang meningkat dari tahun 2014
yang sebesar 10,56% (713.104 orang), sedangkan tahun 2016 sebesar 9,95%
atau 669.582 orang. Peningkatan ini disebabkan keyakinan agama sebagian
masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengikuti program KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed
KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan
institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmetneed
KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),
dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.135.
Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
No. Tahun Jumlah PUS Jumlah (orang) Unmet Need KB (%)

1 2014 6.754.814 713.104 10,56
2 2015 6.736.249 706.188 10,48
3 2016 6.727.894 669.582 9,95
4 2017 6.610.377 773.808 11.70
5 2018 6.527.869 852.677 13.06

Sumber: BKKBN RI, 2019

d. Peran Aktif Kelompok Tribina

Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif
Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Keaktifan kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB) tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan
yaitu pada tahun 2015 sebesar 96,35% menjadi sebesar 95,97% di tahun
2018. Sedangkan keaktifan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina
Kelompok Lansia (BKL) pada tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran
masyarakat akan pentingnya ketahanan keluarga bagi remaja dan lansia.
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Tabel 2.136.
Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2015 - 2018
BKB BKR BKL
Jumlah | Aktif % Jumlah | Aktif % Jumlah | Aktif %
2015 14.209 | 13.690 | 96,35 | 6.621 6.328 | 95,57 | 9.188 8.716 | 94,86
2016 13.931 | 13.029 | 93,53 | 6.783 6.250 | 92,14 | 9.356 8.427 | 90,07
2017 13.676 | 12.562 | 91,85 | 6.700 6.219 | 92,82 | 9.136 8.276 | 90,59

2018 12.717 | 12.204 | 95,97 | 6.418 6.236 | 97,16 | 8.673 8.273 | 95,39
Sumber: BKKBN RI, 2019

Tahun

e. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memberi peluang bagi
setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha,
berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar
bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka
mengurangi keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan
keikutsertaan masyarakat ber-KB. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dari
tahun 2015 cenderung menurun yaitu sebanyak 21.191 kelompok menjadi
15.033 di tahun 2018. Demikian pula persentase keaktifannyaa juga
cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 89,52% di tahun 2015
menjadi 87,73% di tahun 2018, walaupun mengalami kenaikan di tahun 2016
sebesar 94,52%.

Tabel 2.137.
Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Tahun 2015 - 2018

Kelompok UPPKS
Tahun
Jumlah Aktif %
2015 23.671 21.191 89,52
2016 21.147 19.989 94,52
2017 20.756 18.198 87,68
2018 17.135 15.033 87,73

Sumber: BKKBN RI, 2019

f. Keluarga Pra Sejahtera
Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera periode tahun 2013-
2017 mengalami tren penurunan (27,10% menjadi 22,24%), demikian juga
dengan angka absolut (2.724.692 KK menjadi 2.186.088 KK).
Tabel 2.138.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017

Keluarga Pra Sejahtera
Tahun Jumlah KK
Jumlah %
2013 10.024.478 2.724.692 27,10
2014 10.185.469 2.659.070 26,11
2015 9.719.925 2.175.667 22,38
2016 9.757.258 2.177.297 22.31
2017 9.825.208 2.186.088 22.24

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2018
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9. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan
sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah,
diantaranya terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan
Perkotaan Kedung Sepur, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri
Terpadu (Rembang, Demak - Semarang - Kendal, Brebes, Cilacap dan
Kebumen), KSN Candi Prambanan, Borobudur dan Sangiran, KSP Keraton
Surakarta, Masjid Agung Demak, Candi Dieng dan Sukuh - Cetho.

Untuk mendukung kawasan strategis dimaksud, secara umum grand
design pengembangan perhubungan di Jawa Tengah mendasarkan Dokumen
Review Penataan Transportasi Wilayah (Tatrawil). Konsep rencana
pengembangan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah sesuai dengan
gambar berikut.

- FARIMUNIAWA
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Sumber: Review Tatrawil, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.85.
Konsep Pengembangan Infrastruktur Perhubungan di Jawa Tengah

Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan
darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara dan
perkeretaapian. Pemerintah provinsi hanya mempunyai kewenangan pada
perhubungan darat dan laut. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat
dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik
darat, laut maupun udara.

a. Perhubungan Darat
1) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 192
terminal yang terdiri dari 17 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal
tipe B (kewenangan provinsi) dan *151 terminal tipe C (kewenangan
kabupaten/kota). Terjadi peralihan tipe terminal pada tahun 2016, dimana
sebagian terminal tipe B menjadi terminal tipe C. Pada tahun 2017 Terminal
tipe A Terboyo di Kota Semarang tidak dioperasionalkan dan direncanakan
dialih fungsikan menjadi terminal barang.
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Tabel 2.139.
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
. | Jumlah terminal tipe A 18 18 18 17 17
2. | Jumlah terminal tipe B 47 47 24 24 24
3. | Jumlah terminal tipe C 55 55 78 77 151"
Total Terminal di Jawa Tengah 120 120 120 118 118

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan: * Kementerian Perhubungan
**) Bappeda Kabupaten/Kota tahun awal 2019

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan
dengan kebutuhan terminal mendasarkan Dokumen Revisi RTRW Provinsi
Jawa Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2018
masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 9 kabupaten/kota
dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

Tabel 2.140.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Terminal Tipe A Terminal Tipe B
No | Kabupaten / Kota Revisi Revisi
Eksisting RTRW Eksisting RTRW
Provinsi Provinsi
Kedungsepur
1 | Kab. Kendal Ada
2 | Kab. Demak Ada Bintoro Ada
3 | Kab. Semarang Bawen Ada
4 | Kota Semarang Mangkang Ada Penggaron Ada
5 | Kota Salatiga Tingkir Ada
6 | Kab. Grobogan Ada Purwodadi Ada
Wanarakuti
7 | Kab. Jepara Ada Ada
8 | Kab. Kudus Jati Ada
9 | Kab. Pati Ada Ada
Subosukowonosraten
10 | Kab. Sukoharjo Kartosuro, Ada
Sukoharjo
11 | Kab. Boyolali Ada Sunggingan Ada
12 | Kota Surakarta Tirtonadi Ada
13 | Kab. Karanganyar Tegalgede, Ada
Tawangmangu
14 | Kab. Wonogiri Giriadipura Ada Jatisrono, Ada
Pracimantoro,
Purwantoro,
Baturetno
15 | Kab. Sragen Ada Pilangsari Ada
16 | Kab. Klaten Ir. Soekarno Ada
Bregasmalang
17 | Kab. Brebes Bumiayu, Tanjung | Ada
18 | Kab. Tegal Ada
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No | Kabupaten / Kota Terminal Tipe A Terminal Tipe B
19 | Kota Tegal Ada Ada
20 | Kab. Pemalang Pemalang Ada Ada

Petanglong

21 | Kab. Pekalongan Kajen Ada
22 | Kab. Batang Banyuputih Ada
23 | Kota Pekalongan Pekalongan Ada

Barlinmascakeb

24 | Kab. Banjarnegara Ada Banjarnegara Ada
25 | Kab. Purbalingga Bobotsari Ada Purbalingga Ada
26 | Kab. Banyumas Bulupitu Ada Ada*
27 | Kab. Cilacap Gunuung Ada Ada

Simping
28 | Kab. Kebumen Kebumen Ada Ada
Purwomanggung
29 | Kab. Purworejo Purworejo Ada Suronegaran, Ada
Nampurejo

30 | Kab. Wonosobo Mendolo Ada
31 | Kab. Magelang Drs. Prayitno Ada
32 | Kota Magelang Tidar Ada
33 | Kab. Temanggung Madureso Ada

Banglor

34 | Kab. Rembang Ada Ada

35 | Kab. Blora Cepu Ada Gagak Rimang Ada
JUMLAH 17 Terminal 26 Terminal| 24 Terminal 27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah & Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Diolah, 2018

Mendasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa
Tengah, terdapat 24 terminal tipe B yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Kondisi tahun 2017, 3 terminal tidak layak menjadi terminal tipe B, yaitu
Terminal Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo, serta Terminal
Drs Prayitno Muntilan Kabupaten Magelang. Sisanya belum memenuhi
persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama
serta pendukungnya mengalami kerusakan.

Dari status aset, 9 terminal belum sepenuhnya menjadi milik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai antisipasi pada tahun 2017 telah
disusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RIJLLAJ) Jawa
Tengah. Salah satu rekomendasi RIJLLAJ adalah pembangunan simpul
transportasi terminal tipe B. Kebutuhan pembangunan terminal tipe B
sebanyak 12 terminal di 11 kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Rembang,
Pati, Jepara, Magelang, Temanggung, Kebumen, Cilacap Bagian Timur dan
Bagian Barat, Banyumas, Brebes serta Purworejo.
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Tabel 2.141.
Kondisi Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Kabupaten / Kota

Nama Terminal

Kondisi

Status Aset

Operasi

1. Kota Semarang 1. Penggaron Layak Operasi Milik Pemprov
2. Kab. Grobogan 2. Purwodadi Layak Operasi Milik Pemprov
3. Kab. Blora 3. Gagak Rimang Layak Operasi Milik Pemprov
4. Kab. Demak 4. Bintoro Layak Operasi Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik PT. KAI
5. Kab. Batang 5. Banyu Putih Layak Operasi Milik Pemprov
6. Kab. Pekalongan 6. Kajen Layak Operasi Milik Pemprov
7. Kab. Temanggung 7. Madureso Layak Operasi Milik Pemprov
8. Kab. Magelang 8. Drs. Prayitno Tidak Layak Bangunan Milik Pemprov,

Tanah Milik PT. KAI

9. Kab. Boyolali

9. Sunggingan

Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik Pemkab

10. Kab. Sragen

10. Pilangsari

Layak Operasi

Milik Pemprov

11. Kab. Karanganyar

11. Tegalgede

Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik Pemkab

12. Tawangmangu

Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik Pemkab

12. Kab. Wonogiri

13. Jatisrono

Layak Operasi

Milik Pemprov

14. Baturetno

Layak Operasi

Milik Pemprov

15. Pracimantoro

Layak Operasi

Milik Pemprov

16. Purwantoro

Layak Operasi

Milik Pemprov

13. Kab. Purworejo

17. Suronegaran

Tidak Layak

Bangunan (Pos Jaga) Milik

Operasi Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
18. Nampurejo Tidak Layak Bangunan Milik Pemprov,
Operasi Tanah Milik Bondo Deso

14. Kab. Sukoharjo

19. Kartosuro

Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik Bondo Deso

20. Sukoharjo

Layak Operasi

Bangunan Milik Pemprov,
Tanah Milik Pemkab

15. Kab. Banjar

21. Banjarnegara

Layak Operasi

Milik Pemprov

16. Kab. Purbalingga

22. Purbalingga

Layak Operasi

Milik Pemprov

17.Kab. Brebes

23. Bumiayu

Layak Operasi

Milik Pemprov

24. Tanjung

Layak Operasi

Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Fasilitas perlengkapan jalan sampai

dengan tahun 2018,

tingkat

pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan pada jalan yang menjadi

kewenangan provinsi mencapai 7,48%.
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Tabel 2.142.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018
1. Rambu Jalan 2.642 3.124 2.133 280 375
2. RPPJ 119 101 179 50 50
3. APILL 4 11 7 - 8
4. Guardrail 1.704 2.324 2.000 560 448
S. Marka Jalan 83.311 99.056 80.470 15.835 12.001
6. LPJU 30 79 205 263 263

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 263
unit meningkat dibanding tahun 2016 sejumlah 205 unit.

2) Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, kondisi tahun
2018 setidaknya terdapat 155 titik lokasi di jalan provinsi dan nasional yang
termasuk dalam kategori daerah rawan kecelakaan. Data kecelakaan lalu
lintas di Jawa Tengah pada tahun 2018 (Semester I) terdapat 8.452 kejadian
kecelakaan lalu lintas dengan korban 1.943 meninggal dunia, 45 luka berat,
9.959 luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 6.501.017.000,-.

Tabel 2.143.
Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2017-2018
No. Uraian Satuan Jumlah
Smt. I 2017 Smt. I 2018
1. Jumlah Kejadian Kejadian 8.434 8.452
2. Jumlah Korban MD Jiwa 1.987 1.943
3. Korban Luka Berat Orang 67 45
4. Korban Luka Ringan Orang 10.041 9.959
S. Kerugian Materiil Rupiah 5.724.489.000 | 6.501.017.000

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2019

Sebagai gambaran kepadatan lalu Intas di jalan kewenangan provinsi,
setidaknya terdapat 13 ruas kewenangan provinsi yang masuk dalam kriteria
rawan macet jika dilihat dari aspek perbandingan antara volume lalu lintas
dan kapasitas jalan (VCR).

Tabel 2.144.
Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2016
No. Ruas jalan Status | Fungsi | Kap. Vol. VCR
1. | Purbalingga - Bobotsari P K2 2.564 | 1311,05 0,51
2. | Semarang - Godong K2 2.932 | 1499,22 0,51
3. | Sukoharjo - Nguter (Skb) P K2 2.606 | 1332,53 | 0,51
4. | Sukorejo ( Blimbing ) - Boja - Cangkiran P K2 2.061 | 1097,76 0,53
S. | Kudus - Margoyoso P K2 2.482 | 1348,44 0,54
6. | Kretek - Kepil p K2 1.610 | 874,69 0,54
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No. Ruas jalan Status | Fungsi | Kap. Vol. VCR
7. | Sukoharjo - Weru - Watu Kelir P K2 1.333 738,4 0,55
8. | Purwodadi - Wirosari K2 1.745 | 985,22 0,56
9. | Patean (Kdt) - Parakan P K2 2.532 | 1456,52 0,58
10. | Palur - Karanganyar P K2 4.605 | 2698,06 0,59
11. | Kalimanah - Purbalingga (Bmu) P K2 2.137 | 1752,89 0,82
12. | Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt) P K2 1.803 | 1613,37 0,89
13. [ Jati - Klambu (Ptb) p K2 1.763 1652,7 0,94

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.86.
Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR)

3) Perijinan Trayek Angkutan Umum

Jumlah ijin trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sampai dengan
tahun 2018 sebanyak 902 trayek dan jumlah ijin trayek Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) sejumlah 269 trayek, sedangkan Mobil Penumpang Umum
(unit) sejumlah 397.667 unit. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan
sejak tahun 2014. Perkembangan pelayanan angkutan jalan di Jawa Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar
1. Provinsi/AKAP (trayek) 902 902 902 902 902

Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam
2 Provinsi/AKDP (trayek) 269 269 269 269 269
3. | Angkutan wisata (kendaraan) 3.359 3.755 3.757 4.422 4.666
4. | Jumlah bus (unit) 10.583 11.959 | 12.686 |12.689 | 12.737
S. | Mobil Penumpang Umum (unit) 397.667 |397.667 |397.667 |397.667 |397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pelayanan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami
peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun adalah jumlah angkutan wisata
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(kendaraan) dan jumlah bus (unit). Untuk pelayanan angkutan pemadu moda
telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut :

e Pemadu moda Bandara Ahmad Yani — Kudus PP

e Pemadu moda Bandara Ahmad Yani — Salatiga PP

e Pemadu moda Bandara Ahmad Yani — Pekalongan PP

e Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo — Wonogiri PP

¢ Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo — Sragen PP

e Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo — Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru
terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo - Sragen PP dan
Bandara Adi Sumarmo - Terminal Tirtonadi PP.

4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas
Jepara — Karimunjawa dan Semarang — Karimunjawa. Jumlah penumpang KM.
Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara — Karimunjawa pp
pada tahun 2018 melayani penumpang sebanyak 68.737 orang. Sementara
KM. Kartini yang melayani lintas Semarang - Karimunjawa - Jepara pp,
jumlah penumpang yang diangkut di tahun 2018 sebanyak 1.796 orang
menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penumpang KM
Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2018
mengalami peningkatan jumlah penumpang menjadi 95.211 orang.

Tabel 2.146.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -
2018

Tahun

No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah penumpang KM. Muria
(orang)/KMC. Siginjai”

77.356" | 80.152 90.818 | 68.015 | 68.737™)

Jumlah penumpang KMC. Kartini I

2. 6.266 9.185 1.498 3.939 1.796
(orang)
Jumlah penumpang KMC. Bahari

3. | Ekspress 1 (Jepara —Karimunjawa) 70.200 61.543 82.791 | 82.913 | 95.211™
(orang)
Jumlah penumpang KMC. Bahari

4. | Ekspress 2 (Kendal —-Karimunjawa) - - 3.053™ | 13.853 off

(orang)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan : "KM. Muria pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi, dan diganti dengan KMC Siginjai
**) KMC Bahari Express II ( Kendal — Karimunjawa) mulai beroperasi bulan Agustus 2016

***) Data s/ d Bulan November 2018

5) Aglomerasi Angkutan Umum Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di
Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan,
dimana pergerakan internal didominasi ke pusat — pusat kegiatan seperti Kota
Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Pusat — pusat kegiatan
tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah
perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum massal
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yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan
untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.87.
Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Angkutan umum massal di kawasan perkotaan di Jawa Tengah
dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2018 telah terdapat
pelayanan pada koridor Terminal Bawen — Stasiun Tawang dan Purwokerto —
Purbalingga. Sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan jumah
koridor angkutan aglomerasi yang sejumlah 14 koridor dengan pelayanan
pada tahun 2018 yang baru melayani 2 koridor.

Tabel 2.147.
Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi

No. Wilayah Aglomerasi Jaringan Trayek
1 | KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, | 1. Semarang — Bawen (Operasional)
Semarang, Purwodadi) 2. Semarang — Kendal
3. Semarang — Demak
4. Semarang — Purwodadi
2 | SUBOSUKAWONOSRATEN 5. Boyolali — Surakarta
(Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 6 Surakarta — Sragen
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan :
Klaten) 7.  Surakarta — Karanganyar
8. Surakarta — Sukoharjo
9. Surakarta — Klaten
3 | BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, | 10. Purwokerto — Purbalingga (Operasional)
Purbalingga, Banyumas, Cilacap | {4 Purwokerto - Wangon
dan Kebumen) '
4 | PURWOMANGGUNG (Purworejo, | 12. Terminal Secang — Muntilan (via
Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Borobudur)
Magelang, Temanggung 13. Terminal Secang — Terminal Parakan
14. Stasiun Kutoarjo - Borobudur

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sampai dengan tahun 2018 untuk angkutan umum di kawasan
perbatasan (angkutan perintis) khususnya pada perbatasan Kabupaten
Cilacap dengan Brebes sekaligus juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
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telah terdapat pada 2 trayek angkutan perintis yang dilayani oleh DAMRI
(Rute : Sidareja — Cinangsi, Kawunganten — Gandrungmangu - Citembong).

6) Angkutan Umum Online

Perkembangan angkutan umum mengalami dinamika yang cukup tinggi,
dimana terdapat angkutan umum yang berbasis teknologi informasi atau
online, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Secara teknis kendaraan roda 2
tidak termasuk kategori angkutan umum.

Mendasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi
Jawa Tengah Peraturan Gubernur dimaksud mengatur salah satunya untuk
penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (online). Pada Tahun
2017 telah diterbitkan 662 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

Tabel 2.148.
Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa
Khusus/Daring (Online) Tahun 2017

No. Uraian Kendaraan Ro.da 4 Berijin
Operasional

1. Kedungsepur 266
2. Bregasmalang 105
3. Barlingmascakeb 60
4. Subosukowonosraten 90
S. Purwomanggung 81
6. Petanglong 60
JUMLAH 662

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Namun demikian dalam perkembangannya, pada Bulan Agustus tahun
2018 diterbitkan Surat Keputusan Mahmakah Agung tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Sehingga Peme-
rintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur atau
memberikan perijinan terkait dengan operasional angkuta sewa khusus/
daring (online).

b. Perhubungan Laut

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 11 Pelabuhan di Jawa Tengah yang
terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 5 Pelabuhan
Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang, Juwana, dan Sluke) dan 5
Pelabuhan Pengumpan Regional.
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Tabel 2.149.
Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No. Pelabuhan Hierarki Keterangan
1. | Tanjung Emas Semarang Utama

2. | Tanjung Intan Cilacap Pengumpul

3. | Tegal Pengumpul

PP No 13 Tahun 2017
4. Batang Pengumpul Tentang Perubahan PP 26
Tahun 2008 tentang RTRWN

S. Jepara Pengumpan Regional
0. Karimunjawa Jepara Pengumpan Regional
7. Legon Bajak Pengumpan Regional
8. | Kendal Pengumpan Regional

PP No 13 Tahun 2017
9. | Juwana Pati Pengumpul Tentang Perubahan PP 26
Tahun 2008 tentang RTRWN

PP No 13 Tahun 2017
10. | Sluke Rembang Pengumpul Tentang Perubahan PP 26
Tahun 2008 tentang RTRWN

11. | Tasik Agung Rembang Pengumpan Regional

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 Tentang RIPN

Pelabuhan regional dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan
laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang
serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi
(pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Kondisi sampai dengan tahun 2018, walaupun pelabuhan pengumpan
regional sudah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun aset dan
pengelolaannya masih terdapat di Pemerintah Pusat (Kementerian
Perhubungan), proses pengalihan aset dan kewenangan direncanakan tahun
2019.

Jumlah kunjungan kapal tahun 2018 di Pelabuhan Tanjung Emas
mencapai 3.410 call mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang
mencapai 2.791 call. Namun pada Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap jumlah
kunjungan kapal pada tahun 2018 mencapai 354call menurun dibandingkan
dengan tahun 2017 yang mencapai 410 call.
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Tabel 2.150.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 - 2018
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 | Jumlah 9 9 9 9 9
pelabuhan
2 | Pelabuhan Tanjung Emas
a.Kunjungan 4,400 2.932 2.001 2.791 3.4107
kapal (call)
b.GRT (GT) 21.500.751 13.108.126 | 15.390.022 21.819.637 | 24.902.093"
c.Kargo (ton) 4.131.527 11.340.333 | 11.071.023 "12.690.037 | 13.919.940"
d.Kontainer 575.671 608.201 602.473 593.575 539.158"
(Teus)
e.Penumpang 467.486 369.688 286.106 254.947 280.142
(orang)
f. Dweelling - - - 5,94 4.5
Time TPKS
Impor
g. Dweelling - - - 2,49 3,4
Time TPKS
Expor
3 | Pelabuhan Tanjung Intan
a.Kunjungan 1.560 1.535 1.359 410 354*
kapal (call)
b.GRT (GT) 24.134.255 21.497.195 | 20.764.992 4.778.416 | 1.971.910™
c.Kargo (ton) 5.466.479 4.098.381 | 6.195.006 5.889.713 | 6.276.236*"

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan:

*) Data s/ d Bulan Oktober 2018

**) Data s/d Bulan September 2018

Selama tahun 2018 kondisi dwelling time Pelabuhan Tanjung Emas

mencapai 4,5 hari yang mengalami perbaikan kinerja jika dibandingkan tahun
2017 sebesar 5,94 hari.

C.

Perhubungan Udara

Terdapat 4 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara

Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, Dewadaru Karimunjawa

Jepara, dan Tunggul Wulung Cilacap, serta 2 rencana pengoperasian dan

pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga

(Wirasaba) dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora.

Telah dioperasionalkan terminal penumpang baru Bandara Ahmad

Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas 6 juta penumpang per

tahun, atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnya.
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pengembangan

Gambar 2.88.
Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta saat ini sedang dilakukan

intermoda transportasi

dengan membangun kereta api

bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo

Balapan, dimana telah dilaksanakan pembebasan lahan, pembangunan jalur

KA menuju Bandara Adi Sumarmo, serta pembangunan jembatan pendukung

jalur kereta api.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani

Soemarmo baik domestik dan

internasional

dan Bandara Adi

tahun 2018 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah barang baik domestik
maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun

2018 juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2017.

Tabel 2.151.

Tahun 2014 - 2018

Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah bandara 4 4 4 4 4
2 | Bandara Ahmad Yani
a. Penumpang domestik 3.313.331 | 3.533.403 | 3.690.633 | 4.239.732 | 4.943.701
(orang)
b. Penumpang 152.380 136.001 143.860 188.691 216.548
internasional
c. Barang domestik (kg) 19'320'58 14.029.413 |22.262.578 | 16.844.792 | 29.485.686
d. Barang internasional (kg)| 1.536.071 1.779.993 | 1.765.117 766.173 | 2.226.842
3 | Bandara Adi Soemarmo
a. Penumpang domestik 1.303.747 | 1.417.444| 1.819.288| 1.193.606 | 1.303.570
(orang)
b. Penumpang 53.141 52.941 100.245 57.489 60.032
internasional
c. Barang domestik (kg) 7.938.228 5.712.150 | 5.746.845 | 3.238.753 | 7.808.387
d. Barang internasional (kg)| 580.244 560.028 | 2.023.610 4.316 968.226
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait

pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa,
telah dikembangkan Bandara Dewadaru dimana saat ini telah dilaksanakan
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perpanjangan runway dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter agar dapat
memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan dan
penyusunan pembaharuan studi terkait dengan pengembangan bandara.

Bandara Tunggul Wulung Cilacap melayani penerbangan reguler
dengan rute Jakarta — Cilacap (Susi Air dua kali sehari dan Pelita Air dua kali
seminggu). Selain melayani penerbangan reguler, juga digunakan sebagai
sarana pendidikan lima sekolah penerbangan (flying school) termasuk milik
Kementerian Perhubungan. Run way sepanjang 1.400 m dengan lebar 30
meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60
— 70 penumpang) atau yang lebih kecil.

Sedangkan progres pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman
Kabupaten Purbalingga, telah dilakukan penandatanganan MoU antara
kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, TNI AU, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk
wilayah timur akan dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten
Blora, dimana sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyusunan studi
kelayakan, AMDAL dan proses pembahasan pembagian hak serta kewajiban
antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Blora.

d. Perkeretaapian

Untuk pelayanan perkeretaapian jumlah penumpang dan jumlah barang
terangkut pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah
penumpang kereta api tahun 2018 sebesar 25.624.133 orang mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 18.334.400 orang.
Jumlah stasiun KA di Jawa Tengah cenderung tetap, yaitu sejumlah 140
stasiun. Sebab penurunan jumlah perlintasan KA di Jawa Tengah mulai pada
tahun 2015 karena ditutup sehubungan dengan pembangunan double track /
rel ganda kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.152.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun

No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

Jml penumpang

11.030.089 | 10.849.607 | 19.711.021 | 18.334.400 | 25.624.133
(orang)

Jumlah barang

1.505.040 1.541.389. 1.480.612 1.617.727 1.939.940
terangkut (ton)

Jml stasiun KA 140 140 140 140 140

Jml Perlintasan KA

di Jawa Tengah 1.614 1.403 1.395 1.317 1.369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pada tahun 2018 dari 1.369 perlintasan sebidang dengan kereta api,
yang sudah berpalang pintu dan dijaga pada tahun 2018 sejumlah 373
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perlintasan sedangkan

pintu.

Tabel 2.153.
Perlintasan Jalan Dengan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2018

masih terdapat 889 perlintasan tidak ada palang

Jumlah Perlintasan Tidak Sebidang Perlintasan Sebidang
Perlintasan
No it;::ls Dengan Re.l Fly Over Underpass 13):31:5: l::r% P:‘li:;k :.d:
Kereta Api Dijaga g rintu
Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %
1. | Nasional 39 2,85 10 43,48 5 5,95 23 6,17 1 0,11
2. | Provinsi 26 1,90 0 0,00 1 1,19 24 6,43 1 0,11
3. | Kab./Kota | 1304 95,25 13 56,52 78 92,86 | 326 87,40 | 887 99,78
Jumlah 1369 | 100,00 23 | 100,00 84 | 100,00 | 373 | 100,00 | 889 | 100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Di Jawa Tengah terdapat kegiatan pembangunan rel ganda kereta api
(double track) yang terdiri dari Lintas Utara dan Lintas Selatan. Double track
lintas selatan Jawa terdiri dari double track Purwokerto - Kroya dan Solo -
Sragen (Palur — Kedungbanteng) yang direncanakan selesai pada tahun 2018.
Progres fisik pembangunan double track Purwokerto — Kroya pada Tahun 2017
sebesar 72,62%, sedangkan untuk Kroya - Kutoharjo sebesar 15,211%.
Progres fisik pembangunan double track Solo — Sragen (Palur - Kedung
banteng) sudah mencapai 100% dengan panjang lintasan 27,9 Km.

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sepanjang +1.557 km yang
terdiri dari £894 km jalur operasi (57,42%) dan +663 km jalur non operasi
(42,58%). Adapun rencana revitalisasi jalur kereta api non aktif di Jawa
Tengah mendasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS)
sepanjang +507,5 km di 9 jalur lintas kereta api.

Tabel 2.154.
Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No. | Reaktivasi Jalur KA Lintas Pfr(li]!?:)g Keterangan
1. | Kedungjati — Tuntang 32 FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL
2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2. | Stasiun Tawang - 2,9 FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015,
Pelabuhan Tanjung Emas UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Masih
ada tanah warga yang proses gugatan
pengadilan
3. | Purwokerto - Wonosobo 94 FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub
kesesuaian RTRW 2016, Rencana : 2018 - 2023
4. | Semarang — Demak — Kudus 52 Studi KA Regional Semarang - Demak -
Rembang 2006, FS Semarang - Rembang -
Bojnegoro 2015. Rencana 2021 — 2030
5. | Kudus - Pati — Rembang 60 Studi KA Regional Semarang - Demak -
Rembang 2006, FS Semarang - Rembang -
Bojnegoro 2015, Rencana 2021 - 2030
6. | Bedono - (Secang - FS 2013, Kajian Trase Bedono - Secang -
Parakan) - Magelang - Magelang 2014, Rencana 2018 — 2024
Yogyakarta :
- Magelang — Yogyakarta 46
- Magelang - Secang - 37
Parakan
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No. | Reaktivasi Jalur KA Lintas Panjang Keterangan
* (km)
7. | Cepu — Rembang 72 Masuk RIPNAS (Belum Ada  Persiapan
Dokumen) : Rencana 2025 - 2030
8. | Purwosari - Wonogiri - 82 Masuk RIPNAS (Belum Ada  Persiapan
Baturetno Dokumen) : Rencana 2025 - 2030
9. | Wonosobo — Magelang 29,6 Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang 507,5

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Diolah, 2018

Adapun peta sistem jaringan rel kereta api di Jawa Tengah sebagaimana
gambar berikut.
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Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.89.
Sistem Jaringan Rel Kereta Api di Jawa Tengah

10. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun sarana komunikasi
dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan
teknologi informasi melalui website (www.jatengprov.go.id) sebagai wujud
peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah sejak tahun
2016 seluruhnya telah memiliki website dan telah melakukan up dating data
di website yang di miliki. Pembaharuan informasi dan data yang disajikan
dalam website pada setiap OPD perlu dilakukan agar informasi yang disajikan
dapat aktual sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan data yang
akurat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.155.
Persentase SKPD Provinsi Jawa TengahMemiliki Website dan
meng-update Data di Website Tahun 2014-2018

OPD Provinsi Memiliki OPD Provinsi yang
No Tahun Total Jumlah Website Meng-.updat.:e Data
OPD Provinsi diwebsite
Jumlah % Jumlah %
1 2014 59 54 91 51 94
2 2015 59 59 100 59 100
3 2016 59 59 100 59 100
4 2017 41 41 100 41 100
5 2018 41 41 100 41 100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng, 2018

Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem
pemerintah berbasis teknologi informasi maka Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah telah mendapat predikat Baik dengan memperoleh penilaian indek
Pemeringkatan e-Government Indonesia dengan nilai 2,64 pada tahun 2015
yang dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan
perencanaan.

Akses telah
menjangkau seluruh Kecamatan di Jawa Tengah meskipun masih terdapat

layanan universal telekomunikasi dan informatika
wilayah tanpa layanan jaringan seluler ataupun data broadband, utamanya di

daerah perbukitan dan pegunungan dengan kepadatan penduduk rendah.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi dalam kurun waktu 2013 - 2016 cenderung
mengalami kenaikan jumlah, namun terjadi penurunan di tahun 2017
menjadi sebanyak 25.906 unit jika dibandingkan dengan tahun 2016 (28.460
unit). Hal ini disebabkan terdapat koperasi yang tidak aktif dibubarkan.
Demikian juga untuk koperasi aktif yang selalu mengalami kenaikan jumlah
pada kurun waktu 2013 - 2016 yang turun pada tahun 2017.

Tingkat keaktifan koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013 -
2017 cenderung meningkat, dari sebesar 79,73 persen pada tahun 2013
menjadi sebesar 82,51 persen pada tahun 2017. Secara umum tingkat
keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan
pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya
bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca

penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha

koperasi.
Tabel 2.156.
Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Koperasi 27.215 | 27.784 | 28.227 | 28.460| 25.906
2 Jumlah Koperasi aktif (unit) 21.832 22.563 23.059 23.276 21.455
3 Persentase koperasi aktif (%) 79,73 81,20 81,69 81,78 82,81

Sumber :Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018
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Pengelolaan KSP yang baik dapat dilihat dari capaian indikator
persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah pada
tahun 2017 (angka sementara kondisi 11 Desember 2017) sebesar 27,58
persen. Total jumlah KSP tahun 2017 sebanyak 13.369 unit, dengan jumlah
KSP sehat sebanyak 3.687 unit. Perkembangan tingkat kesehatan koperasi di
Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.157.
Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah koperasi simpan pinjam
1 (KSP/USP) 21.928 17.125 22.522 15.375 13.369
2 Jumlah koperasi sehat (unit) 3.400 2.734 3.763 2.891 3.687
3 Persentase koperasi sehat (%) 15,50 15,96% 16,71 18,80 27,58*%*

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018
Ket: "Untuk menghindari bias penafsiran terhadap makna Presentase Koperasi Sehat, maka mulai Tahun
2014 presentase Koperasi Sehat dibandingkan dengan Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya, bukan
berdasar jumlah absolut.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah melakukan pembinaan UMKM. Jumlah UMKM yang telah dibina
menunjukkan peningkatan dari sebanyak 90.339 unit pada tahun 2013
menjadi 133.679 unit pada tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM
juga meningkat dari sebesar 480.508 orang pada tahun 2013 menjadi
sebanyak 918.455 orang pada tahun 2017. Aset UMKM juga meningkat dari
sebesar Rp.9.634 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 26.249 milyar pada
tahun 2017. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar
Rp.20.345 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 49.247 milyar pada tahun
2017. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.158.
Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017
1 | Jumlah UMKM unit 90.339 99.681 108.937 115.751 133.679
ggf;ﬁ;;mon unit 30.103 34.309 38.084 39.799 45.963
Pertanian unit 15.819 17.738 19.010 19.535 22.329
Perdagangan unit 33.958 35.829 38.243 42.599 49.198

Jasa unit - 11.805 13.600 14.018 16.189
2 ?ggg‘ﬁiﬁja orang 480.508 | 608.893 | 714.740 | 791.767 | 918.455
3 | Aset Rp. Milyar 9.634 13.947 19.046 22.891 26.249
4 | Omset Rp. Milyar 20.345 24.587 29.113 43.570 49.247

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dukungan kredit perbankan menjadi hal yang cukup penting dalam
rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat
dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana di tahun 2016-
2017 diberikan oleh 10 (sepuluh) bank penyalur yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI,
Bank Bukopin, Bank Jateng, Artha Graha Internasional, BCA, Sinar Mas,
BTPN, dan BPD DIY. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang
disalurkan melalui bank pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 |11 - 161




Tabel 2.159.
Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

TAHUN
No Bank
Pelaksana 2013 2014 2015 2016 2017
UMKM Realisasi (Rp) UMKM Realisasi (Rp) UMKM Realisasi (Rp) UMKM Realisasi (Rp) UMKM Realisasi (Rp)
1 I\B/Ia;rlll;iri 14.718 820.624.589.577 30.623 1.101.777.429.725 6.393 341.980.000.000 123.303 | 2.274.808.889.000 11.712 207.377.857.000
2 BRI 1.849.864 | 13.524.550.474.729 | 2.085.082 | 17.872.766.146.711 259‘88 1.950.000.000.000 816.379 15'056'052‘284’12 320.893 4.445.205.300.000
3 BNI 61.167 1.732.815.155.325 95.384 2.223.406.488.460 1.968 231.870.000.000 94.348 | 1.740.680.827.194 291 6.314.592.000
4 Bank 843 113.934.002.509 844 114.434.002.509 0 0 97 1.790.000.000 . .
Bukopin
Bank eglsaﬁ
5 Syariah 7.799 267.565.991.472 10.266 332.607.175.418 0 0 s bagnk 0 . .
Mandiri
pelaksana
Tidak
6 BTN 4.111 445.933.609.688 4.302 499.404.954.564 0 0 SE];Z%E 0 - -
pelaksana
7 ?:tr:;g 27.293 1.724.711.991.500 33.311 2.178.102.147.054 0 0 7.754 143.693.833.301 127 2.458.000.000
Bank artha
8 Igraha . 163 3.177.102.600 1.582 39.530.000.000
nternasion
al
9 BCA 49 905.000.000 39 798.000.000
10 Sinar Mas 857 15.814.068.200 . -
11 BTPN 897 16.543.000.000 1.223 16.537.750.000
12 BPD DIY 108 2.286.000.000 50 1.103.000.000
Jumlah 1.965.765 | 18.630.135.814.800 | 2.259.812 | 24.322.498.344.441 | 268.191 | 2.523.850.000.000 1.043.955 | 19.255.751.004.488 | 335.917 4.719.324.499.000

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018
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12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui
indikator pertumbuhan proyek PMA dan PMDN, dan pertumbuhan nilai
investasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah pada
tahun 2014 - 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 407
proyek, dan meningkat menjadi sebanyak 3.653 proyek di tahun 2018, yang
terdiri dari 1.380 proyek PMA dan 2.273 proyek PMDN.

Tabel 2.160.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan
LKPM Tahun 2014 - 2018

Tahun Jumlah Proyek Pertumbuhan Proyek PMA
PMA PMDN Jumlah dan PMDN (%)
2014 224 183 407 38,91
2015 608 873 1.481 263,88
2016 1.060 1.008 2.068 39,64
2017 955 1.403 2.358 14,02
2018 1.380 2.273 3.653 54,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah pada periode
tahun 2014 - 2018 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, dimana
tahun 2014 realisasi investasi yaitu sebesar Rp.18,588 trilyun meningkat
tajam menjadi Rp. 59,27 trilyun di tahun 2018. Peningkatan jumlah proyek
dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memiliki
prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas
infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, rencana
pembangunan kawasan industri pada beberapa daerah, peningkatan
pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro
investasi. Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA, dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.161.
Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan LKPM
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Nilai Investasi (Rp Trilyun) Pertumbuhan

Tahun Nilai Investasi

PMA PMDN Jumlah PMA dan PMDN

(%)

2014 4,986 13,602 18,588 9,45
2015 10,630 15,411 26,041 40,10
2016 14,113 24,070 38,183 46,63
2017 31,673 19,866 51,539 34,98
2018 31,790 27,474 59,270 15,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN pada tahun
2014 sebanyak 81.362 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak
84.447 orang.
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Tabel 2.162.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Tahun
2014 2015 2016 2017 2018

Uraian

Jumlah tenaga kerja pada

perusahaan PMA/PMDN 81.362 89.638 175.212 | 129.240 84.447

Jumlah seluruh Proyek

PMA/PMDN 407 1.481 2.068 2.358 2.279

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berkaitan dengan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini
menjadi salah satu sumber investasi, berikut peta persebarannya.

Kawasan Industri (Existing) —

Kawasaningd Tugs Wikyakarsoaema Ind

awesaniwwd Coavd Irckestinia.
nd DUk Senarary) Basu Ind

Xawasanind Uik Bugangen Baru
=2 of Tahsy Snes Senarany
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.1,
YOGYAKARTA

|

Kawasan industri Cilacap

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.90.
Kawasan Industri Eksisting Di Provinsi Jawa Tengah

Dari data di atas, nampak bahwa sampai dengan tahun 2017,
persebaran kawasan industri paling banyak berada di wilayah utara Jawa
Tengah dengan dominasi berada di Kota Semarang, dan pada saat ini
bertambah dengan berdirinya Kawasan Industri di Kendal dan Demak.

Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025
sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52
Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012-2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kinerja di urusan penanaman
modal. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentuk
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) pada Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012.

Keberadaan UPT PTSP dimaksud diharapkan dapat memberikan
kemudahan bagi para investor dalam pengurusan perijinan dan non perijinan
yang dimulai pada tahun 2014. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah
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juga didukung oleh adanya penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di 35 kabupaten dan kota.

Untuk meningkatkan kualitas layanan maka berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah, maka layanan perizinan UPT PTSP diubah strukturnya menjadi
dua bidang yaitu Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan
Peningkatan Layanan. Selain itu untuk mengantisipasi perkembangan era
digital maka didukung pula dengan pembentukan Bidang Pengelolaan Data
dan Informasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya
penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini
dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan kepemudaan terhadap
lembaga/organisasi kepemudaan. Jumlah Organisasi Kepemudaan (OK) di
Jawa Tengah yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan
perencanaan program pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami
peningkatan. Pada tahun 2014 sebanyak 62 OK, meningkat menjadi sebanyak
65 OK di tahun 2018.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi
pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan Program Penyadaran dan
Pemberdayaan Kepemudaan melalui pembinaan Sarjana Penggerak
Pembangunan Perdesaan (SP3) yang pada tahun 2015 program SP3 diubah
nomenklaturnya menjadi Program  Pengembangan Kepedulian dan
Kepeloporan Pemuda (PKKP). Jumlah SP3/PKKP dari tahun 2014-2018
mengalami peningkatan dari 40 orang menjadi 200 orang.

Peran pemuda juga didukung dengan adanya Program Pemuda
Pelopor. Jumlah Pemuda Pelopor mengalami penurunan pada tahun 2014-
2018 dari 12 orang di tahun 2014 menjadi 9 orang di tahun 2013. Hal
tersebut dikarenakan berkurangnya bidang - bidang kepeloporan dengan
masing-masing bidang mengirimkan 3 peserta. Upaya peningkatan peran serta
aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan lainnya yaitu melalui
fasilitasi kader kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi
pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam
pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan,
pendampingan dan akses permodalan. Capaian jumlah pemuda yang
difasilitasi sebagai kader kewirausahaan pada tahun 2014 sebanyak 560 orang
melalui sharing penganggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT), dan terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi sebanyak 2.000
orang, yang disebabkan adanya penambahan pelatihan kewirausahaan bidang
pariwisata. Kewirausahaan tersebut merupakan program unggulan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah dengan fokus pada pemuda miskin di daerah wilayah Zona Merah.
Jumlah pemuda miskin sebanyak 1.500.000 pemuda (pendataan basis data
terpadu) yang dilaksanakan pada tahun 2015, kemudian menurun pada
tahun 2016 menjadi sebanyak 1.499.745 pemuda dan sebanyak 1.497.745
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pemuda pada tahun 2017 hingga tahun 2018 berkurang menjadi sebanyak
1.495.745 pemuda. Pengurangan tersebut berasal dari jumlah pemuda miskin
yang difasilitasi kewirausahaan.

Peranan kemitraan bersama stakeholder juga menjadi fokus, yang
dapat dilihat bahwa ada peningkatan kemitraan dari tahun 2014-2018, dari 4
kemitraan menjadi 5 kemitraan. Kemitraan tersebut antara lain dengan
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Palang Merah Indonesia
Provinsi Jawa Tengah, Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa
Tengah, Purna Paskibra Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Purna Sarjana
Penggerak Pemuda di Perdesaan (PSP3) Provinsi Jawa Tengah. Kemitraan yang
telah dilaksanakn tersebut diharapkan dapat juga berdampak pada
meningkatnya persentase organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Jawa
Tengah. Pada tahun 2014, persentase organisasi pemuda yang aktif di Provinsi
Jawa Tengah sebesar 56,45% dari 55 Organisasi yang terdaftar di Komite
Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah meningkat hingga tahun
2018 menjadi sebesar 69,23% atau sebanyak 45 organisasi yang aktif dari 65
organisasi yang terdaftar di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa

Tengah.
Tabel 2.163.
Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018

1 | Jumlah organisasi
kepemudaan yang
difasilitasi dalam pelatihan 62 62 62 63 65
kepemimpinan, manajemen
dan perencanaan program

2 | Jumlah Sarjana Penggerak
Pemuda di Perdesaan (SP3)/
Pengembangan Kepedulian 40 50 60 60 200
dan Kepeloporan Pemuda
(PKKP)

3 | Jumlah Pemuda Pelopor 12 9 9 9 9

4 | Jumlah pemuda yang
difasilitasi kader 560 575 255 2.000 2.000
kewirausahaan

5 | Jumlah pemuda miskin na 1.500.000 | 1.499.745 | 1.497.745 | 1.495.745

pengangguran
6 | Jumlah kemitraan dengan
stakeholder 3 4 5 5 S
7 | Persentase organisasi 56,45 64,52 64,52 65,07 69,23

pemuda yang aktif

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah atlet berprestasi di tingkat nasional yang diraih oleh Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 — 2018 tersebut berasal dari beberapa kejuaraan
multievent baik di tingkat pelajar ataupun di tingkat prestasi seperti Pekan
Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Paralympic Pelajar Nasional, Pekan Olahraga
Mahasiswa Nasional, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren
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Nasional yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Jumlah atlet yang
berprestasi pada tahun 2014 sebanyak 24 atlet pada 8 cabang olahraga
meningkat menjadi sebanyak 200 orang pada 20 cabang olahraga. Selain
tingkat nasional tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga selalu menjadi salah satu
penyumbang atlet nasional pada kejuaraan tingkat internasional seperti ASIAN
GAMES, ASIAN PARAGAMES, SEA GAMES, dan ASEAN PARAGAMES. Adapun
untuk jumlah atlet yang berprestasi dari tahun 2014 — 2018 meningkat dari
sebanyak 22 atlet di tahun 2014 menjadi 46 atlet di tahun 2018. Hasil diatas
tentu tidak lepas dari pola pembibitan dan pembinaan yang telah dilakukan
melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) meskipun
masih perlu ditingkatkan karena selama tahun 2014 - 2018 hanya terjadi
peningkatan sebesar 0,34% dengan data awal pada cakupan pembinaan atlet
muda tahun 2014 sebesar 2,78% dan di tahun 2018 menjadi sebesar 3,12%
atau sebesar 170 atlet dari 5.450 atlet peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah
Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan persaingan prestasi di tingkat nasional
dan internasional, juga dilakukan pendataan wasit dan pelatih bersertifikat
pada tahun 2015 dan menghasilkan angka sebanyak 39 wasit bersertifikat
tingkat provinsi hingga tahun 2018. Sedangkan pelatih bersertifikat tingkat
provinsi pada tahun 2015 sebanyak 65 pelatih atau sebesar 2,63% dari
seluruh pelatih di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 2.466 orang, dan
hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 34,55%.
Peningkatan tersebut dikarenakan ada upaya peningkatan kualitas SDM
Pelatih tingkat muda sebanyak 300 orang pada tahun 2016 dan 2017.
Sedangkan di tahun 2018 peningkatan SDM Pelatih dilaksanakan sebanyak
210 orang. Sehingga persentase cakupan pelatih yang bersertifikat selama
tahun 2014 - 2018 sebesar 35,48% atau sebanyak 875 orang dari 2.466 orang
pelatih yang terdaftar dalam database keolahragaan.

Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga yang ada di
Provinsi Jawa Tengah dengan status kepemilikan Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten Kota, dan Swasta dengan ketentuan standar gedung
olahraga tingkat nasional dan internasional pada tahun 2014 sebanyak 80
sarpras dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 84 sarpras. Provinsi
Jawa Tengah juga terus berupaya membangun sarana prasarana kepemudaan
dan keolahragaan yang berstandar nasional dan/atau internasional. Keinginan
tersebut, dapat terlaksana pada tahun 2015 melalui pembangunan sarana
prasarana di kawasan olahraga Jatidiri yang diawali pada tahun 2014 untuk
penyusunan master plan kemudian disusul dengan Detail Engineering Design
(DED) dan Feasibility Study (FS) pada Stadion Jatidiri dan GOR Jatidiri.
Pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2015 untuk 1 (satu) venue dari 16
(enam belas) venue yaitu Stadion Jatidiri atau sebesar 6,25% dan kemudian
pada tahun 2016 menjadi dua venue dengan tambahan GOR Jatidiri atau
sebesar 17,5%. Pada tahun 2017 persentase pembangunan sarpras kawasan
olahraga Jatidiri menjadi 25% dengan adanya penambahan pada venue kolam
renang dan asrama atlet, sehingga total pembangunan menjadi 4 (empat)
venue dari 16 (enam belas) venue. Persentase pembangunan sarpras kawasan
olahraga Jatidiri pada tahun 2018 meningkat menjadi 28,57% karena adanya
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perubahan venue menjadi 14 venue dalam review dokumen masterplan
kawasan olahraga Jatidiri.

Kemitraan dengan stakeholder juga terus tingkatkan, antara lain
kerjasama melalui ilmu pengetahun dan teknologi dengan perguruan tinggi,
kerjasama pembibitan dan pembinaan atlet muda maupun pola bapak asuh
untuk cabang olahraga dengan BUMD, BUMN dan Swasta serta kerjasama
dengan organisasi keolahragaan yang membantu dalam pembinaan cabang
olahraga prestasi yaitu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi
Jawa Tengah, National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jawa Tengah,
Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Special Olympic Indonesia
Provinsi Jawa Tengah. Kemitraan tersebut terlihat pada tahun 2014-2018
mengalami peningkatan yang semula 4 kemitraan menjadi 6 kemitraan.

Tabel 2.164.
Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat 04 174 395 193 200
nasional
9 gumlah gtlet yang berprestasi di tingkat 29 43 39 46 46
internasional
3 | Jumlah prestasi olahraga 8 18 33 20 20
4 | Cakupan pembinaan atlet muda 2,78 3,14 3,56 3,37 3,12
S | Jumlah wasit yang bersertifikat na 39 39 39 39
6 | Cakupan pelatih yang bersertifikat na 2,63 14,80 26,97 35,48
7 Jumlah gedung olahraga (GOR, Stadion, 0 ’4 ’4 84 84
Lapangan Olahraga) yang berstandar
3 Persentase pembar}gqngp sarpras NA 6.25 17.5 05 28,57
kawasan olahraga jatidiri
9 | Jumlah kemitraan dengan stakeholder 4 ) 6 6 6

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2019

14. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah
didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi
pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan
data/informasi yang reliable, up to date, dan relevan diperlukan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai
salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta
keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
mengembangkan program Satu Data Jawa Tengah melalui kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan
Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang
mudah di akses oleh masyarakat secara luas.
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Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan
melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD,
instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang
bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang
bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 yaitu
tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui
penerbitan buku Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB Provinsi dan Tinjauan
PDRB Kabupaten/Kota, serta Tabel I-O pada Tahun 2018.

15. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa
urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib
bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi
pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan
pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil
persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya
persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA
Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan bidang persandian dan keamanan informasi se-Jawa
Tengah telah dilaksanakan sampai tahun 2018 ini. Sampai dengan tahun
2017 didukung oleh 294 personil dengan komposisi terdiri dari 1 orang ahli
sandi tingkat III, 30 orang ahli sandi tingkat II, 26 orang ahli sandi tingkat I,
70 orang pembantu juru sandi, serta 149 orang personil non sandi. Selain itu
peralatan sandi milik Lembaga Sandi Negara telah terdistribusi kepada
seluruh OPD dan 3 unit kamar sandi SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan
sistem pinjam pakai. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah tidak memproduksi sistem sandi sendiri melainkan menggunakan
sistem sandi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara. Penggunaan dan
pemberlakuan sistem sandi mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh
Lembaga Sandi Negara.

16. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya
cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih
bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap
berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga
terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain
kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan
(estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia
dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Kurun waktu 2013-2017 pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah
menunjukkan perkembangan sebagai berikut:1) jumlah kelompok kesenian
dari 8.162 meningkat menjadi 21.040; 2) jumlah seniman dari 11.269
menurun menjadi 9.878; dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan
budaya meningkat dari 2 lokasi tahun 2013 menjadi 21 lokasi ditahun 2017.
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Meskipun aktivitas seni budaya di

peningkatan, namun demikian ke depan upaya untuk lebih memberdayakan

Jawa Tengah mengalami

nilai adiluhung budaya Jawa; mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro
yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani;
mendayagunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, dan
mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa perlu terus ditingkatkan.
Jumlah cagar budaya (candi, situs) dari tahun 2013-2014 mengalami
peningkatan, namun pada tahun 2014-2017 jumlah tetap tercatat 228 cagar
budaya. Adapun jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)

mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi

ada 5 lokasi yang dilestarikan. Perkembangan seni, budaya, dan
permuseuman di jawa tengah sebagaimana tertera pada tabel berikut.
Tabel 2.165.
Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 | Jumlah penyelenggaraan 8 kali 7 kali 8 kali 15 kali 23 kali
festival seni dan budaya
Jumlah sarana
2 | penyelenggaraan seni dan 2 lokasi 8 lokasi 9 lokasi 11 lokasi 21 lokasi
budaya
3 | Jumlah seniman 11.269 12.176 18.058 9.787 9.878
4 | Jumlah kelompok kesenian 8.162 9.857 11.014 11.183 21.040
5 | Jumlah cagar budaya 199 228 228 208 228
(candi, situs)
6 | Jml cagar budaya yang 4lokasi | 8lokasi | 6lokasi | 6lokasi | 5 lokasi
dilestarikan (candi, situs)
7 | Jumlah Museum 48 55 56 56 56
g | Jumlah Pengunjung 1.201.642 | 1.800.275 | 2.249.445 | 2.298.445 | 1.600.000
Museum

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Organisasi penghayat dan upacara tradisional merupakan bagian tak
terpisahkan dari kebudayaan. Jumlah penghayat dalam kurun waktu 2013-
2017  fluktuatif
SMA/SMALB/SMK penghayat, organisasi dan upacara tradisional cenderung
tetap.

mengalami  perubahan. Sedangkan jumlah siswa

Tabel 2.166.

Jumlah Organisasi Penghayat dan Upacara Tradisionaldi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

Tahun
No Komponen
2013 2014 2015 2016 2017
1 Penghayat (orang) 190.000 187.684 | 188.116 | 188.325 | 188.172
2 Siswa Penghayat 32 32 32 32 36
3 Organisasi (Unit) 58 58 58 68 68
4 Upacara Tradisional 190 190 190 191 190
(buah)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018
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17. Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018
dapat ditunjukkan dengan beberapa jumlah
perpustakaan umum dan daerah di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan,
yaitu 1 wunit perpustakaan umum dan 35 perpustakaan daerah di
kabupaten/kota; jumlah perpustakaan desa sesuai dengan standar Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 sebanyak 851 wunit; jumlah koleksi
perpustakaan umum mengalami peningkatan dari 219.626 menjadi 294.244

indikator antara lain

eksemplar; jumlah pengunjung perpustakaan umum provinsi mengalami

peningkatan dari 781.169 orang per tahun menjadi 3.041.019 orang per tahun.

Capaian kinerja pada tahun 2014-2018 selengkapnya sebagaimana tabel
berikut.

Tabel 2.167.
Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018
Tahun
No Uraian Data
2014 2015 2016 2017 2018
1 | Jumlah Perpustakaan
a. Perpustakaan Desa 851 851 851 851 851
b. Jumlah Perpustakaan
o 1 1 1 1 1
Umum Provinsi
c. Jumlah Perpustakaan
Daerah Kab/Kota 35 35 35 35 35
d. Jur'nllah Perpustakaan 30 80 85 91 143
Keliling
Catatan :
-J ur.n.lah Perp.us‘gakaan 9 10 9 9 11
Keliling Provinsi
p |JumlahKolekst 219.626 | 251.129 | 256.364 281.424 294.244
Perpustakaan (Provinsi)
3 | Jumlah Pengunjung 781.169 | 956.082 | 1.035.200| 3.117.285| 3.041.019
Perpustakaan
- Perpustakaan Umum & 781.169 | 286.825 | 300.234 656.064 781.323
Perpus Keliling
- Online (iJateng) - 669.257 735.056 | 2.461.221 2.259.696
4 | SDM Pustakawan 28 29 32 36 41
(fungsi pelayanan)
- Pgstakawan yang sudah 08 29 39 39 37
uji kompetensi
- Pustakawan yang lulus
. . - - - 4 4
sertifikasi

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng, 2019

Perpustakaan Nasional RI sebagai rujukan seluruh perpustakaan di
Indonesia mengembangkan standar nasional perpustakaan Provinsi sebagai
acuan dalam melaksanakan layanan, pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan
Nasional No 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
digunakan sebagai dasar acuan penyelenggaraan perpustakaan umum di

tingkat Provinsi.
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Tabel 2.168.
Persandingan Kondisi Aktual Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 terhadap Standar Nasional Perpustakaan Provinsi

. Kondisi Aktual
No Standar Nasional Perpustakaan Umum Analisis
Perpustakaan Perka 9/2017 . .
Provinsi Jateng
1 Koleksi Perpustakaan: Koleksi Perpustakaan: Sesuai standar
- Koleksi karya Tulis, karya - Koleksi karya Tulis, karya
cetak, karya rekam, koleksi cetak, karya rekam, koleksi
digital digital : tersedia
- Koleksi per kapita - Koleksi per kapita
Perpustakaan Tipe A paling Perpustakaan 142.335
sedikit 70.000 judul judul
- Kemutakhiran koleksi : - Kemutakhiran koleksi : 5%
koleksi terbaru yang terbit 3 dari 294.244 eksemplar =
tahun terakhir paling 14.712. Perpustakaan
sedikit 5% dari jumlah Provinsi Jateng,
koleksi yang ada pengadaan buku baru
sejumlah 11.500
eksemplar (lebih dari 5%)
2 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sesuai standar
- Lokasi/Lahan :strategis, - Lokasi/Lahan : berada di
mudah dijangkau J1 Sriwijaya (dekat dengan
- Gedung : permanen, * pusat kota)
3.000 m?2, status - Gedung : permanen, 3.609
kepemilikan Pemerintah m?2, status kepemilikan
Provinsi Pemerintah Provinsi Jateng
- Area parkir dan fasilitas - Area parkir dan fasilitas
umum umum berupa kantin
- Ruang Perpustakaan : - Ruang Perpustakaan :
minimal memiliki area memiliki area koleksi, baca
koleksi, baca dan pengelola; dan pengelola, sarana
wajib memiliki sarana ruang penyimpanan
ruang penyimpanan koleksi, akses informasi,
koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan
dan sarana pelayanan perpustakaan
perpustakaan - Sarana perpustakaan yang
- Sarana perpustakaan yang memadai (perabot kerja,
memadai (perabot kerja, penyimpanan, dan lainnya)
penyimpanan, dan lainnya)
3 Pelayanan Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan Sesuai standar
- Jam pelayanan : minimal 8 | - Jam pelayanan : 10 jam
jam per hari per hari
- Kunjungan Perpustakaan : - Kunjungan Perpustakaan :
jumlah kunjungan 0.091 per kapita per tahun
(termasuk layanan keliling
dan online) paling sedikit
0,005 per kapita per tahun
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. Kondisi Aktual
No Standar Nasional Perpustakaan Umum Analisis
Perpustakaan Perka 9/2017 . .
Provinsi Jateng
4 Tenaga Perpustakaan Tenaga Perpustakaan Idealnya untuk
- Jumlah tenaga - Jumlah tenaga tenaga Perpustakaan
perpustakaan (staf) paling perpustakaan (staf) 56 - Jumlah tenaga
sedikit 1 orang per 250.000 orang perpus untuk
penduduk provinsi - Jumlah tenaga layanan provinsi :
- Jumlah tenaga berkualifikasi berkualifikasi 37 sudah uji 137 org,
paling sedikit 1 orang per kompetensi, dan 4 orang - Jumlah tenaga
750.000 penduduk provinsi memiliki sertifikasi. berkualifikasi
- Pustakawan memiliki - Pustakawan yang memiliki untuk layanan
kualifikasi akademik kualifikasi akademik hanya provinsi 46 org,
Diploma II dalam bidang 7 orang (D-3 dan S1 bidang untuk layanan kota
Perpustakaan Perpustakaan) Semarang : 3 org.
Sedangkan
pustakawan yang
memiliki kualifikasi
akademik bidang
perpustakaan di
Dinas Arpus
sebanyak 7 orang

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

18. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan
membangun birokrasi yang baik, efesien, efektif produktif, transparan dan
akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola
kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat
bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.169.
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -

2018
Jumlah Jumlah PD yan
No Tahun PD Mengelola Arsip Sanrga Baku
1 2014 59 39
2 2015 59 59
3 2016 39 59
4 2017 41 41
5 2018 41 41

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019
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Tabel 2.170.

Perkembangan Pengolahan/Pelestarian Arsip di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014- 2018

Tahun
No Uraian Data
2014 2015 2016 2017 2018
1 | Pengolahan dan Pelestarian Arsip
Jumlah Arsip yang masuk/ 10.000 | 88.256 | 39.431 | 33.324 | 49.923
akuisisi
Jumlah Arsip yang diolah/ 6.384 | 14.456 | 6.394 | 12.138 | 20.434
lestarikan
2 | SDM Kearsipan (Arsiparis) 21 23 22 23 26
3 | Jumlah Pengunjung/pengguna 3.708 4.293 5.782 5.538 4.373
arsip
4 | Jumlah Arsip yang dialih media
a. Foto 2.750 3.500 6.500 7.000 5.000
b. Kaset Rekaman Suara 100 100 125 150 50
c. Video 25 40 50 50 50
d. Tekstual 14.000 16.250 20.000 25.000 20.000
e. Kearsitekturan 250 500 500 750 450
Pengembangan Kearsipan
5 berbasis TI (aplikasi) 2 1 1 2 1

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Mendasarkan tabel di atas menunjukan bahwa seluruh Organisasi
Perangkat Daerah telah mengolah arsip secara baku sesuai dengan Undang-
Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian selama
kurun waktu 5 tahun capaian pengolahan/pelestarian arsip mengalami
penurunan, terutama jumlah pengunjung arsip dan jumlah arsip yang
dialihmedia. Sumber daya manusia pengelola kearsipan tidak sebanding
dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan. Mengingat pentingnya
kearsipan sebagai bukti otentik kinerja pemerintah dan wahana pelestari serta
sumber informasi maka sangat diperlukan sumberdaya manusia yang
kompeten serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai
dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis
dan dinamis. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22
tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah
sebagai acuan didalam penyelenggaraan kearsipan. Pada tabel berikut
disajikan data kondisi aktual Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan

Perka 22 Tahun 2012.
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Tabel 2.171.
Persandingan Kondisi Aktual Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2012

Peraturan Kepala ANRI No. 22

Kondisi Aktual

No Tahun 2012 Kearsipan Provinsi Analisis
Jateng
1 BAB II Sub C. Point 3.e berbunyi - Dinas Kearsipan dan Sesuai aturan
LKD mengelola arsip statis secara Perpustakaan sudah
optimal di daerahnya, sehingga menerapkan dengan
menjadi pusat pelayanan informasi pelayanan kearsipan
berdasarkan arsip yang yang terbuka untuk
disimpannya masyarakat umum
2 BAB III Sub B. Point 1 berbunyi - Dinas Kearsipan dan Sesuai aturan
Pembinaan diharapkan dapat Perpustakaan sudah
berjalan secara konsisten sesuai melaksanakan
dengan peran dan tanggung jawab pengembangan,
yang dimiliki oleh masing-masing pembinaan dan
LK. Guna meningkatkan efisiensi pengawasan kearsipan
dan mendorong kemandirian
Lembaga Pembina pada masing-
masing tingkatan, pembinaan
dilaksanakan secara berjenjang.
3 BAB I Sub F Point 4.b berbunyi - Dari sejumlah 41 PD Sesuai aturan
Tersedianya berkas arsip yang Provinsi Jawa Tengah
dapat diakses dengan aman, yang aktif, jumlah PD
mudah, dan murah dengan yang mengirimkan
informasi yang benar, akurat, dan arsipnya berjumlah 15
tidak menyesatkan. PD
4 BAB I Sub F point 2.a berbunyi Jumlah arsip yang Perlu penambahan

Pemenuhan kecukupan kebutuhan
arsiparis secara kuantitatif dan
kualitatif. Koordinasi untuk
pengembangan arsiparis
dilaksanakan lebih intensif dengan
lembaga-lembaga terkait.

diakuisisi dalam kurun
waktu 2014-2018 sebesar
220.934 berkas.
Sementara kemampuan
Arsiparis dalam
mengolah arsip sebanyak
41.400 berkas per tahun.
Jika dikali 5 tahun
sebanyak 207.000
berkas. Jadi masih ada
13.934 arsip yang belum
terolah, sementara
tupoksi Arsiparis tidak
hanya mengolah arsip
tetapi juga pelayanan,
pembinaan, alihmedia,
dan sebagainya. Oleh
karena itu perlu
penambahan SDM tenaga
fungsional arsiparis

SDM tenaga
fungsional arsiparis
minimal dari masing
masing PD 2
arsiparis dengan
asumsi 1 di Unit
Kearsipan 1 di Unit
Kerja PD.

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1.

Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,73 km,
dengan rincian pantai utara 502,69 km dan pantai selatan 289,04 km. Potensi
perikanan laut cukup besar, yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota.
Dalam kurun waktu lima tahun produksi perikanan tangkap meningkat dari
sebesar 270.153,30 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 446.227,16 ton
pada tahun 2018, meski mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu
sebesar 327.625 ton.
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PRODUKSITANGKAP TAHUN 2014 - 2018*

437.936,36 446,277

A6 7.625
359.468,00 327.625,00
270.158,30

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Gambar 2.91.
Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Capaian produksi perikanan tangkap didukung dengan armada kapal
perikanan. Pada tahun 2018, terdapat 24.954 unit kapal yang terdiri dari
ukuran di bawah 5 GT sampai di atas 30 GT. Berdasarkan Keputusan Menteri
Nomor 86 Tahun 2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan,
produktivitas kapal perikanan tergantung pada ukuran toonage kapal, bahan
kapal yang digunakan, kekuatan mesin kapal, jenis alat penangkapan ikan
yang digunakan, jumlah trip operasional penangkapan per tahun, kemampuan
tangkap rata-rata per trip dan wilayah penangkapan ikan.

Berdasarkan referensi dimaksud, maka penghitungan perkiraan
kapasitas produksi perikanan tangkap tahun 2017 di Jawa Tengah sebesar
474.572 ton. Kapasitas produksi tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan
capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2017. Perbandingan angka
produksi ideal dengan produksi perikanan tangkap menunjukkan bahwa
produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah masih belum optimal.

Tabel 2.172.
Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Kapasitas Produksi Ideal Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018

No Ukuran (GT) Jumlah Kapal Kapasitas Produksi Ideal
1 <5 16.823 63.086
2 05-10 4.696 61.048
3 10-30 2.595 136.238
4 > 30 840 214.200
Jumlah 24.954 474.572

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil garam
nasional dengan sentra produksi berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara,
Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608,78 Ha. Kontribusi produksi
garam rakyat di Jawa Tengah terhadap produksi nasional cukup signifikan,
yaitu sebesar 22,15 - 27,93% dan berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur
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dari total 21 Provinsi penghasil garam. Pada tahun 2013 produksi garam
sebesar 633.840 ton, namun mengalami fluktuasi dan turun tajam pada
tahun 2016 dan 2017.

PRODUKSI GARAM RAKYAT TAHUN 2014 - 2018*

841.543.,56

900.000

N 762381 51
200.000
700.000
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S00.000
400.000

200.000

100.000
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2014 2017 2018

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.92.
Produksi Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Produktivitas ideal garam rakyat nasional ditargetkan oleh Pemerintah
Pusat sebesar 100 ton/Ha. Produktivitas garam rakyat Jawa Tengah pada
kurun waktu tahun 2013-2017 mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu
sebesar 127,34 ton/ha, namun turun pada periode tahun lainnya dan titik
terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,96 ton/ha. Beberapa faktor yang
mempengaruhi fluktuasi produksi garam yaitu antara lain masih rendahnya
pemanfaatan sarana prasarana, musim, teknologi dan kelembagaan petani
garam. Mendasarkan hal tersebut, maka potensi Jawa Tengah sebagai
penghasil garam masih perlu ditingkatkan terutama dalam penerapan

teknologi untuk adaptasi musim.

Tabel 2.173.
Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

No URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018%)

1 | Luas Lahan (ha) 6.608,78 6.608,78 | 6.608,78 6.608,78 6.713,72

2 | Jumlah Petambak (orang) 15.445 15.445 15.445 15.445 14.061

3 | Produksi (ton) 633.840,13 | 841.543,56 | 26.150,37 | 307.249,18 | 302.001,32

4 | Produktivitas 95,91 127,34 3,96 46,49 44,08
(ton/ha/musim)

5 | Rata2 curah hujan 2.009,00 1.724,00 | 2.225,00 2.313,00 1.140,00
(mm/tahun)

6 | Rata2 bulan kemarau 5 6.7 9.3 4.5 4
(bulan)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Usaha perikanan tangkap oleh nelayan mempunyai resiko cukup

tinggi. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017, telah terjadi

kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 189 kejadian.

Berdasarkan hal
penangkapan ikan.

tersebut maka diperlukan upaya penjaminan usaha
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Keragaman konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah juga dapat
digambarkan dari tingkat konsumsi ikan. Pada tahun 2017 tingkat konsumsi
ikan Jawa Tengah sebesar 29,81 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan
tahun 2014 sebesar 20,92 kg/kapita/tahun, namun masih dibawah angka
nasional yaitu sebesar 47,34 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat
konsumsi ikan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.93.
Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 (Kg/Kapita/Tahun)

Daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi
perikanan tangkap semakin menurun. Berdasarkan kajian kondisi pesisir
dalam rangka penyusunan rencana zonasi, luas kawasan peruntukan
kawasan konservasi seluas 134.935,114 Ha. Kerusakan wilayah pesisir
ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai
dengan 2017, telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas
4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut, diperlukan upaya
rehabilitasi kerusakan pesisir baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

Pada tahun 2015, produk hasil perikanan yang diolah oleh Unit
Pengolah Ikan (UPI) di Jawa Tengah sebanyak 240.540 ton. Bila disandingkan
dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2015 yaitu
sebesar 780.489 ton, maka masih terdapat 539.949 ton produk perikanan
yang belum diolah. Hal ini menunjukkan bahwa produk hasil perikanan yang
diolah masih sebesar 30,81% dari total produksi. Pengolahan hasil perikanan
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dilihat dari jumlah kepala
rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018. Jumlah KRT yang
bekerja di sektor kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir di 17
kabupaten/kota pesisir sebanyak 57.907 KRT. Jumlah KRT dimaksud
merupakan sasaran intervensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
pesisir khususnys sektor kelautan dan perikanan.
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2. Pariwisata

Perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah dilihat dari jumlah daya
tarik wisata mulai kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
cenderung meningkat. Jumlah daya tarik wisata pada tahun 2017 terdiri dari
201 DTW alam, 98 DTW Budaya, 152 DTW Buatan dan 26 DTW Minat
Khusus, 182 Desa Wisata Berbasis Eco Sosio Tourism, serta 255 Event
Pariwisata di kabupaten/kota. Perkembangan daya tarik wisata di Jawa
Tengah, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.174.
Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah DTW Alam 132 148 160 182 201
2 Jumlah DTW Budaya 88 85 82 110 98
3 Jumlah DTW Buatan 105 117 131 146 152
4 Jumlah DTW Minat 21 19 07 31 26

Khusus

Jumlah Desa Wisata
5 Berbasis Eco Sosio 125 126 126 147 182

Tourism

Lain-Lain (Event di
6 Kab. /Kota) 71 98 77 82 255

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sebagai penerima manfaat langsung dengan adanya perkembangan
kepariwisataan di Jawa Tengah adalah bertambahnya jumlah tenaga kerja
pada usaha pariwisata yang pada tahun 2016 berjumlah 51.126 orang, pada
tahun 2017 menjadi 57.739 orang. Dan jumlah pramuwisata yang semula
berjumlah 745 orang (tahun 2016) menjadi 856 orang (tahun 2017),
pada tabel berikut.

seperti

Tabel 2.175.
Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah T Kerja di
Pm 2 er'la.ga “ja 30.486 39.781 | 50.414 51.126 57.739
bidang pariwisata (orang)
. lah P i
2 Jumlah Pramuwisata 380 445 | 524 745 856
(orang)

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keberhasilan perkembangan beberapa indikator tersebut di atas juga
berjalan seimbang dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang
semakin meningkat pada tahun 2013 — 2017. Tahun 2013 jumlah wisatawan
nusantara sebanyak 29.430.609 orang naik menjadi 40.118.470 orang di
tahun 2017, dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 388.143 orang di
tahun 2013 naik menjadi 781.107 orang pada tahun 2017. Demikian juga
dengan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2017 naik
menjadi 3.00 dan rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara menjadi
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Rp. 1.315.000,- per kunjungan. Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan
nusantara mengalami penurunan menjadi 1,46 hari pada tahun 2017 dan
rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2017 turun
menjadi US dolar 801,3 per kunjungan. Perkembangan rata-rata lama tinggal
menginap wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.176.
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun

No Indikator

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah kunjungan
1 | wisatawan 29.430.609 | 29.808.674 | 33.030.843 | 36.893.055 | 40.118.470
nusantara (org)

Jumlah kunjungan
2 | wisa-tawan manca- 388.143 419.584 421.191 578.924 781.107
negara (org)

Rata-rata lama
3 | tinggal wisatawan 2,34 2,33 2,41 2,82 3,00
mancanegara (hari)

Rata-rata lama
4 | tinggal wisatawan 2,05 2,00 2,01 1,89 1,46
nusantara (hari)

Rata-rata
pengeluaran belanja
5 | wisatawan 296,85 507,5 685,27 1.028,00 801.3
mancanegara (US
dolar per hari)

Rata-rata
pengeluaran
6 | belanja wisatawan 514,70 1.237.178 1.289.243 1.123.500 1.315.774
nusantara (rupiah
per hari)

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal
wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi dan pemasaran
pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Beberapa aktivitas promosi
yang dilakukan antara lain promosi melalui media cetak, penyelenggaraan
event pariwisata dan partisipasi event pariwisata luar negeri. Pada tahun 2015,
jumlah wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Jawa Tengah yaitu
sebesar 33,452,034 orang atau naik 66.45% dari tahun 2011 sebesar
22,231,246 orang. Perkembangan kinerja promosi dan pemasaran wisata
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.177.
Jumlah Kunjungan Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015

Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara
Tahun Total
(Orang) (Orang)
2014 419.584 29.852.095 30.271.679
2015 421.191 33.030.843 33.452.034
2016 578.924 36.899.776 37.478.700
2017 781.107 40.118.470 40.899.577
2018 677.168 48.943.607 49.620.775

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan, di
Jawa Tengah pada tahun 2013 memiliki
(pokdarwis), sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 448 pokdarwis seperti
terlihat pada tabel berikut.

435 kelompok sadar wisata

Tabel 2.178.
Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan
Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah kelompok sadar 435 336 608 645 448

wisata (kelompok)

Jumlah kerjasama dengan
2 Asosiasi/ Lembaga 1 2 2 19 5

Pariwisata (lembaga)

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sumbangan di sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
ditunjukan melalui beberapa indikator usaha pariwisata antara lain hotel,
restoran, hiburan dan rekreasi. Dibandingkan tahun 2013, sumbangan dari
sektor pariwisata di tahun 2017 terutama pada usaha hotel meningkat
menjadi Rp. 4.129.349.600,-, untuk usaha restoran meningkat menjadi Rp.
24.296.454.400,-. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179.
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015%) 2016%) 2017%%)

1 lah Sek

Junl'la} Sektor 18.279.752,84 | 20.808.971,44 | 23.465.640,11 27.991.032 28.425.804

Pariwisata

- Hotel 1.898.282,67 2.154.096,05 3.559.870,5 5.349.817 4.129.349,6

- Restoran 15.982.272,76 | 18.201.699,74 | 19.905.770,6 22.641.215 24.296.454,4

tidak menjadi

tidak menjadi

tidak menjadi

- Hiburan' dan 399.197,41 453.175,65 komPonen komponen komponen
Rekreasi penghitungan | penghitungan | penghitungan
oleh BPS oleh BPS oleh BPS
S | Sumbangan Sektor
Pariwisata Terhadap 3,28 3,34 3,02%) 3,02 3,18*

PDRB (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018
Keterangan : *) data sementara

**) Triwulan 3
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3. Pertanian

Urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Komoditas tanaman pangan utama
di Jawa Tengah terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Pada periode tahun 2014
sampai 2018, komoditas padi dan jagung meningkat, demikian juga untuk
kedelai mengalami peningkatan.

Produksi padi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun
2018 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 9,64 juta ton pada tahun 2014,
dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 11,6 juta ton, namun pada tahun
2014 sempat mengalami penurunan disebabkan gangguan bencana alam
banjir dan kekeringan. Produksi jagung relatif meningkat yaitu tahun 2014
sebesar 3,05 juta, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,4 juta ton.
Adapun untuk produksi kedelai relatif fluktuatif, mengalami peningkatan pada
kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, namun turun pada

tahun 2016 dan tahun 2017.
4 N\

Produksi Padi, Jagung , Kedelai
11.301.421 11.473.161 11.396.629 11.608.793
= R — ® .- —e
e
g
o —a »— —h
& 125466 129.794 112.157 105,553 152.563
@} @ [ - —0
2014 2015 2016 2017 2018
—eo—Padi 9.648.104 11.201.421 11.473.161 11.296.629 11.608.793
—— Kedelai 125.466 129.794 112.157 105.553 152.563
\_ —&— Jagung 3.051.516 3.212.391 3.574.330 3.577.507 3.437.397 P

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.94.
Produksi Tanaman Pangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -

2018 (Ton)

Berdasarkan capaian produksi tanaman pangan tahun 2014-2018,
dapat disimpulkan bahwa produksi kedelai belum optimal karena masih relatif
mengalami fluktuatif.

Produktivitas padi pada kurun waktu tahun 2014-2018
berfluktuatif, dengan tingkat produktivitas tertinggi pada tahun 2018 yaitu
sebesar 59,35 kuital/ha (angka perkiraan). Pada komoditas jagung
produktivitas meningkat pada tahun 2014-2018, dari 56,71 kuintal/ha tahun
2014 menjadi 60,45 kuintal/ha tahun 2018. Namun demikian untuk
komoditas kedelai mengalami fluktuatif pada kurun waktu tahun 2014-2018,
pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,53

relatif

dengan produktivitas tertinggi
kuintal/ha.
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.95.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Padi Tahun

2014-2018 (Kuintal/Ha)
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Produktivitas Jagung 56,71 59,18 59,74 60,76 60,45
Potensiproduktivitas jagung 63 63 63 63 63

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.96.

Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Jagung
Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.97.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kedelai
Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)
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Pada budidaya tanaman pangan, terdapat potensi produktivitas untuk
Berdasarkan potensi dimaksud, dapat dihitung
potensi rata-rata di Jawa Tengah untuk komoditas padi sebesar 62
kuintal/ha, jagung sebesar 63 kuintal/ha dan kedelai sebesar 22,5
kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan
capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada komoditas tanaman pangan
masih belum optimal.

Komoditas utama hortikultura di Jawa Tengah terdiri dari bawang
merah dan cabai besar. Produksi bawang merah pada kurun waktu tahun
2014-2018 relatif berfluktuatif, dengan produksi tertinggi pada tahun 2016
yaitu sebesar 546,68 ribu ton. Produksi cabai besar pada kurun waktu tahun
2014-2018 relatif meningkat, meski mengalami penurunan pada tahun 2016

masing-masing varietas.

yaitu sebesar 164,98 ribu ton.

\
Produksi bawang merah dan cabe -
> N e e
o = — 546685 —
519.356 —4 W
471.169 476,337 =, 0 -
391.745

s

- - e AR T
= 5 195,571

167794 168411 184980 """ C 0 172987

2014 2015 2016 2017 2018
—+—BawangMerah 519.356 471.169 546.685 476.337 391.745
—a— Cabe 167.794 168.411 164.980 195.571 172.987

e

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.98.
Produksi Tanaman Hortikultura Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -
2018 (Ton)

Adapun untuk produktivitas komoditas hortikultura pada kurun waktu
tahun 2014-2018, pada komoditas bawang merah mengalami penurunan
tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan komoditas cabai
besar mengalami fluktuatif. Capaian produktivitas bawang merah dan cabai
besar dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.99.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Bawang Merah

Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | 1 - 184



Q0 Q0 Q0 Q0
(I, 1 ¢ t )
-— E—
0 =" R e e o
§ 66,26 H 69,5 68,67
X
g
=
=
=]
el
2
e 2014 2015 2016 2017 20138
—®&— CabaiBesar 66,26 72,88 69,58 68,67 77,92
—{}— PotensiProduktivitas Cabe 90 90 90 90 90

8 /

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.100.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Cabai Besar
Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

Pada komoditas hortikultura, potensi produktivitas rata-rata di Jawa
Tengah untuk komoditas bawang merah sebesar 120 — 140 kuintal/ha dan
cabai besar sebesar 90 — 95 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-
rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada
komoditas tanaman pangan masih belum optimal.

Komoditas utama perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi
dan kelapa. Produktivitas tebu pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif
turun, dengan produktivitas tahun 2014 sebesar 74,503 ribu kg/ha menjadi
sebesar 57,678 ribu kg/ha pada tahun 2018. Demikian juga produktivitas
kelapa pada kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami penurunan dari 1,132
ribu kg/ha di tahun 2014 menjadi 928,85 kg/ha. Produktivitas kopi juga
mengalami penurunan pada periode tahun yang sama, dari 822,2 kg/ha di
tahun 2014 menjadi 491,61 kg/ha di tahun 2018.
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.101.

Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Tebu
Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.102.

Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kelapa
Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.103.

Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kopi
Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)

Pada komoditas utama perkebunan, potensi produktivitas rata-rata di
Jawa Tengah untuk tanaman tebu sebesar 800 kuintal/ha, kelapa sebesar 26
kuintal/ha, dan kopi 10 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-
rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada
komoditas utama perkebunan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016,
jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam kurun waktu 2010-
2015 mengalami penurunan dari 5.616.529 orang menjadi 4.709.707 orang.
Menurunnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian perlu mendapat perhatian.
Diperlukan upaya untuk menarik minat petani muda, salah satunya dengan
menjadikan sektor pertanian mempunyai daya tawar dan memberikan
jaminan usaha pertanian. Lebih lanjut bila usaha pertanian mempunyai
jaminan usaha dan menarik bagi usia muda, maka dapat meningkatkan
kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
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Kegagalan usaha pertanian dapat terjadi akibat serangan hama,
bencana alam banjir dan kekeringan. Pada komoditas padi, gangguan akibat
OPT tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif, dan mengalami
frekuensi tinggi pada tahun 2013, 2014 dan 2017. Komoditas jagung dan
kedelai relatif tidak banyak mengalami gangguan akibat OPT.

Tabel 2.180.
Luas lahan Puso Akibat Serangan OPT Tahun 2013-2017 (Ha)

Luas Puso (Ha)
Komoditas
2013 2014 2015 2016 2017
Padi 2.741 2.512 51 272 2.421
Jagung 117 1 S S 14
Kedelai - 2 - 17 92

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gangguan terhadap usaha tani juga diakibatkan dari bencana alam
banjir dan kekeringan. Pada komoditas padi, gangguan banjir tertinggi terjadi
pada tahun 2014 yaitu sebanyak 33.781 kejadian, dan kekeringan tertinggi
pada tahun 2015 yaitu sebesar 18.410 kejadian. Gangguan usaha tani akibat
OPT dan bencana mengakibatkan usaha tani tidak mendapatkan jaminan.
Diperlukan upaya untuk memberikan kepastian dan jaminan petani dalam

berusaha.
Tabel 2.181.
Luas lahan Puso Akibat Banjir dan Kekeringan Tahun 2013-2017 (Ha)
Luas Puso (Ha)
Komo- 2013 2014 2015 2016 2017
ditas . Keker .. Keker v Keker v Keker v Keker
Banjir ingan Banjir ingan Banjir ingan Banjir ingan Banjir ingan
Padi 13310 1357 33781 2913 1718 18410 8046 3027 6646 98
Jagung 107 1 335 4 82 324 5686 5 237
Kedelai 2 0] 322 9 0] 0 2917 0] 64

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah tahun 2018 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2014. Produksi daging meningkat dari
sebesar 265.763.919 ton pada tahun 2014, menjadi sebesar 334.385.836 ton
pada tahun 2018. Produksi telur juga mengalami peningkatan dari sebesar
274.425.616 ton pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar 303.955.577
ton pada tahun 2018. Pada komoditas susu, relatif mengalami peningkatan
pada kurun waktu tahun 2014-2018, dari 98.493.787 liter di tahun 2014
menjadi 99.661.309 liter ditahun 2018. Capaian produksi komoditas
peternakan dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jateng, 2019

Gambar 2.104.
Produksi Hasil Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Perkembangan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kambing
pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga relatif
mengalami peningkatan, meskipun tidak besar peningkatannya dari tahun ke
tahun.
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Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Keterangan: *) ASEM

Gambar 2.105.
Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Ekor)

Di sisi lain, optimalisasi produksi dan populasi dapat dilihat dari daya
tampung ternak (carrying capacity) di Jawa Tengah. Carrying capacity ternak
dapat dilihat dari ketersediaan pakan dan daya tampung ternak. Populasi
ternak di Jawa Tengah masih potensial untuk dikembangkan mengingat
pemanfaatan daya tampung dan ketersediaan pakan baru dimanfaatkan pada
angka 52 — 67%. Kondisi carrying capacity pada satuan ternak di Jawa Tengah
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 2.182.
Kondisi Carrying Capacity Pada Satuan Ternak di Jawa Tengah Tahun

2014-2018
Populasi ternak Carrivin % pemanfaatan Pemanfaatan
Tahun P ying daya tampung dan ketersediaan
(satuan ternak) Capacity pakan ternak
2014 2.914.000 5.104.630 57
2015 3.036.258 5.326.626 57
2016 3.288.264 5.063.976 65
2017 3.330.188 4.985.664 67
2018 3.724.566 4.619.512 81

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Skala usaha peternakan di Jawa Tengah masih relatif kecil sehingga
kurang ekonomis karena tidak efisien dan efektif dari aspek curahan waktu
kerja. Pada ternak ruminansia, yaitu pada komoditas sapi potong, sapi perah
dan kambing, secara umum skala usaha peternakan di Jawa Tengah masih
belum memenuhi standar usaha ekonomis. Oleh karena itu agar lebih
ekonomis, maka perlu penambahan kepemilikan jumlah ternak.

Tabel 2.183.
Skala Usaha di Tingkat Peternak
Skala Skala Kepemilikan (ekor)
No Komoditas Usaha .
Ekonomis 2014 2015 2016 2017 2018

(BEP)
1 Sapi Potong 10 2 2 2 2
2 Sapi Perah 10 S 3 3 3
3 Kambing 30 S S 5 5
4 Domba 50 52 S S 5 5
5 Ayam buras 100 8 9 9 9 9
6 Ayam Layer 1000 6.702 8.856 5.847 7.454 7.069
7 Ayam Broiler 50 11.795 16.048 22.965 19.692 20.376
8 Itik 100 48 43 43 44 49

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019

4. Kehutanan

Kondisi kehutanan dapat dilihat dari daya dukung fungsi lindung dan
indek kualitas tutupan lahan. Untuk daya dukung fungsi lindung ditinjau dari
luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna
lahan dan luasan wilayah. Dalam penghitungan daya dukung fungsi lindung
seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung tetapi dengan koefisien
yang berbeda-beda. Tutupan lahan hutan dan badan air memiliki fungsi
lindung yang tinggi dibandingkan dengan tutupan lahan bangunan atau
terbuka. Berikut perhitungan luas lahan yang dengan fungsi lindung tiap
tutupan lahan di Jawa Tengah.
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Tabel 2.184.

Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Provinsi Jawa Tengah 2016

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Ii‘::igizfgn Luas IE;t?n/ Lel
1 Cagar Alam 2.770,03 1,00 2.770,03
2 Danau 16.731,58 0,98 16.396,94
3 Hutan Lindung 84.430 1,00 83.586,77
4 Hutan Produksi Terbatas 183.930 0,68 124.077,63
5 Hutan Produksi Tetap 362.360 0,68 244.577,03
6 Industri 10.546,57 0,18 1.898,38
7 Kebun 647.343,99 0,21 135.942,24
8 Lahan Terbuka 5.184,23 0,01 51,84
9 Mangrove 2.894,14 1,00 2.894,14
10 | Pasir Darat 178,62 0,01 1,79
11 Permukiman 560.312,00 0,18 100.856,16
12 | Sawah Irigasi 307.943,47 0,46 141.654,00
13 | Sawah Tadah Hujan 873.438,57 0,46 401.781,74
14 | Semak 30.975,38 0,28 8.673,11
15 | Suaka Margasatwa 102,48 1,00 102,48
16 | Sungai 25.608,98 0,98 25.096,80
17 | Taman Hutan Raya 249,66 1,00 249,66
18 | Taman Nasional 11.681,50 1,00 11.681,50
19 | Taman Nasional Laut 183,63 1,00 183,63
20 | Taman Wisata Alam 216,39 1,00 216,39
21 | Tambak 55.017,77 0,98 53.917,41
22 | Tegalan 260.635,01 0,21 54.733,35

TOTAL 3.437.739,98 1.411.343,03

Sumber: Analisis, 2017; DDL Lindung 2016 = 1.411.343,03/3.437.739,98 = 0,41

Pada tahun 2017 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha
dan hutan rakyat seluas 597.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi
sebagai kawasan hutan seluas 1.249.104,02 ha. Pada tahun 2014 melalui
Keputusan Nomor 522/22, Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan data
dan peta lahan kritis Provinsi Jawa Tengah. Sesuai keputusan tersebut, luas
lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah sebesar 634.601 ha terdiri dari 469.664
ha di luar kawasan dan 164.937 ha di dalam kawasan. Dalam rangka
tersebut, pada tahun 2017 telah dilakukan
lahan kritis dan sangat kritis melalui

pemulihan lahan kritis
peningkatan tutupan lahan di
penanaman dan pembuatan bangunan sipil teknis pada luasan 181.441 Ha di
luar kawasan. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2013-

2017 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.185.
Kondisi Hutan (dalam dan luar kawasan) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

Tahun
No. Luas (Ha)
2013 2014 2015 2016 2017
1 Luas hutan 1.394.006 | 1.289.104,54 | 1.289.104,54 | 1.289.104,54 | 1.249.104,02%)
Luas lahan
2 .. 634.601 634.601 634.601 634.601 634.601
kritis
3 |Lahanyang 0 500 68.854 109.189 146.108 181.441
direhabilitasi
% Lahan
4 | yang 16,88 10,85%) 17,21 23,02 28,59
direhabilitasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018
* Penghitungan persentase lahan yang direhabilitasi tahun 2014 mendasarkan penghitungan review lahan
kritis tahun 2013

Kerusakan di kawasan hutan antara lain disebabkan oleh terjadinya
pencurian pohon dan kebakaran hutan. Pada tahun 2017, pencurian pohon di
kawasan hutan seluas 29,82 ha yang mengalami penurunan dibanding
dengan tahun 2016 seluas 31,38 ha. Sementara itu, luas kebakaran hutan
pada tahun 2017 sebesar 1.320,96 ha, mengalami kenaikan dibanding dengan
tahun 2016 sebesar 116,20 ha. Gambaran tentang kerusakan hutan di
Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.186.
Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017
] Tahun (Ha)
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
L Luas pencurian 08 30,74 4,49 31,38 29,82
pohon
L Kebak
5 uas Kebakaran 1.215,31 1.196,68 6.136 116,20 1.320,96
hutan
Total Luas 1.243,31 | 1.227,42 | 6.140,49 147,58 | 1.350,78
Kerusakan hutan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provin